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ABSTRAK 
E51110252. DIAN RICTA SIREGAR. Skripsi ini berjudul “Penerapan Undang-
undang Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut pada Nelayan di 
Pulau Salemo: Suatu Kajian Pluralisme Hukum”. Jurusan Antropologi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. 
 
Penelitian ini mengkaji mengenai pola pengelolaan sumber daya laut yang dilakukan oleh 
nelayan-nelayan di Pulau Salemo dan penerapan undang-undang lingkungan hidup terkait 
dengan pekerjaan mereka sebagai nelayan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, serta metode 
ideologi dan metode deskriptif yang merupakan metode dalam antropologi hukum. Pada 
proses pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka yang digunakan pada 
metode ideologi, serta teknik observasi dan indepth interview yang digunakan pada 
metode kualitatif dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang dipersiapkan 
sebelumnya. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Pulau Salemo khusunya para 
nelayannya telah mengetahui dan memahami akan larangan penggunaan alat-alat tangkap 
yang dapat merusak lingkungan seperti bom, bius, dan pukat harimau yang dioperasikan 
oleh kapal troll meskipun mereka belum pernah mendengar apalagi mengetahui 
sebelumnya bahwa ada undang-undangan lingkungan hidup. Norma agama dan hukum 
lokal serta kebiasaan yang dianut oleh mereka mengandung nilai-nilai moral sehingga 
membentuk sikap mereka dalam penyelamatan lingkungan hidupnya dengan tidak 
menggunakan alat-alat terlarang dalam melakukan pengelolaan sumber daya laut. Maka 
dapat dilihat adanya pluralisme hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan 
bermasyarakat mereka.  
 
 
Kata kunci: hukum, kasus, kebiasaan, konflik, laut, norma, penerapan, pengelolaan, 
penyelesaian, pluralisme, undang-undang 
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KATA PENGANTAR 
Bismillaahirrohmaanirrohiim. 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkah, 
anugerah, kemudahan, kasih, dan talenta yang diberikanNYA selama melalui proses yang 
panjang dan bisa dikatakan hampir membuat penulis menyerah. Namun karena petunjuk 
dan kekuatan yang diberikanNYA, menumbuhkan kembali semangat penulis untuk tetap 
meneruskan penulisan skripsi ini sehingga dapat rampung sesuai harapan. Namun 
bagaimana pun juga penulis hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kelemahan dan 
kekurangan. Maka wajarlah bila nantinya para pembaca menemukan kekurangan dalam 
skripsi ini. Penulis pun berharap para pembaca yang menemukan kelemahan dan 
kekurangan tersebut dapat memberikan kritik yang membangun untuk penyempurnaan 
penulisan skripsi ini lebih lanjut. 
Pada proses penulisan skripsi ini banyak pula pihak yang membantu dari awal hingga 
akhir bahkan setelah menyandang gelar sarjana, mereka tetap memberi semangat dan 
dukungan kepada penulis. Maka sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih 
banyak kepada: 
1. Ibu dan Ayah tercinta dan terkasih, H. Sabaruddin Siregar, S.H. dan Dr. Hj. Nur 
Aedah, M.Si. serta adik tersayang Reza Hidayat Managor Siregar dan Raenetha 
Junaedy untuk semua dukungan, baik dalam bentuk semangat, materi, kasih sayang, 
dan doa serta hal lainnya yang pasti tidak dapat penulis balas semuanya. Kalianlah 
yang terbaik. 
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2. Dosen terhebat yang memberikan penulis bimbingan tidak hanya dalam dunia 
akademik, namun juga dalam hal moral, Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA. Pembimbing 
pertama yang memberi semangat dan rela meluangkan waktunya untuk penulis 
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan. 
3. Pembimbing kedua penulis Dr. Ansar Arifin, MS. yang begitu baik meluangkan 
waktunya untuk membimbing dan membagi ilmu berharganya kepada penulis serta 
membuka pemahaman penulis mengenai skripsi ini. 
4. Para penguji Dr. Muh. Basir Said, MA., Muhammad Neil, S.Sos., M.Si., dan Safriadi, 
S.IP., M.Si., yang telah memberikan penulis bantuan dalam melengkapi dan 
memperbaiki skripsi ini serta segala ilmu berharga yang telah mereka berikan kepada 
penulis. 
5. Para dosen Jurusan Antropologi Fisip Unhas lainnya yang sangat bersemangat 
memberikan bimbingan dan pengajaran kepada penulis selama berkuliah di kampus 
merah ini. Ilmu Ibu dan Bapak sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis. 
6. Kak Rosmina selaku pegawai akademik Jurusan Antropologi Fisip Unhas yang bekerja 
keras mendukung penulis dengan segala upayanya dalam suka dan duka. 
7. Teman terbaik dan partner paling sabar, Danial Rizky Firdaus untuk semua dukungan, 
bantuan, dan waktu yang diberikan kepada penulis, baik dalam suka maupun duka. Ik 
hou van jou. 
8. Para kerabat angkatan 2010 yang terhimpun dalam KERAMAT untuk semua 
dukungan, kebahagiaan, kesenangan, canda, dan keringat kalian yang penulis lalui 
bersama. Tetap semangat untuk hidup kita. 
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penulis. Ilmu kalian tidak akan habis, namun akan semakin bertambah. 
10. Para Kerabat HUMAN (Himpunan Antropologi Unhas) untuk sapaan, pertanyaan, 
tawa, canda, dan hal positif lainnya sehingga penulis semakin bersemangat dalam 
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11. Pastinya para informan yang sangat luar biasa yang membantu penulis dalam 
melakukan penelitian selama di lapangan. Penulis merahasiakan nama kalian demi 
etika sebagai peneliti. Semoga Allah SWT membalas kalian dengan ridho dan 
anugerahNYA yang tak terbatas. 
Para pihak di atas dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, 
penulis ucapkan kepada kalian terima kasih yang teramat banyak untuk segala yang kalian 
berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan menjadikan penulis dapat 
menyandang gelar sarjana. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa membalas 
segala kebaikan kalian. Tetap semangat dan sukses selalu untuk kehidupan dunia dan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 
makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal 
tersebut dicantumkan pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Satu di antara lingkungan hidup tersebut ialah lingkungan laut, di 
mana terdapatnya sumber daya laut. Sumber daya laut yang dimaksud adalah unsur 
hayati, non hayati yang terdapat di wilayah laut dan dapat digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan manusia (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut), dengan kata lain diperlukannya 
pengelolaan dengan satu di antara tujuan-tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan 
manusia tersebut. Pengelolaan merupakan segala upaya mengoptimalkan manfaat sumber 
daya laut, dan dalam upayanya diharapkan adanya suatu kendali dari masyarakat tertentu 
yang bekerja sama dengan pemerintah setempat. Terkait dengan hal tersebut, Indonesia 
memiliki aturan yang membahas mengenai lingkungan hidup yaitu Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang sudah saya sebut sebelumnya. Pengelolaan lingkungan hidup 
yang saya maksud di sini lebih difokuskan kepada lingkungan laut disesuaikan dengan 
judul skripsi saya. 
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Hukum atau norma itu sendiri memiliki fungsi melindungi kepentingan manusia 
(Sudikno Mertokusumo dalam Salim, 2009: 45). Meskipun telah dikeluarkannya 
peraturan tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran atas hak 
pengelolaan sumber daya laut di daerah tertentu. Pelanggaran yang dapat menyebabkan 
sengketa, maupun konflik antar individu pada suatu masyarakat. Maka dapat dilihat 
bagaimana penerapan peraturan yang terkait dalam hal pengelolaan sumber daya laut di 
suatu wilayah masyarakat, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan. Satu di antaranya di 
Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau biasa disebut Pangkep, tepatnya di Pulau Salemo. 
Sebagai contoh, dari hasil penjajakan yang saya lakukan di lapangan, saya melihat 
adanya ketimpangan, di mana para nelayan di Pulau Salemo tidak jarang mengalami 
kerugian dikarenakan para nelayan dari pulau lain, seperti nelayan troll, nelayan yang 
menggunakan bius dan bom, melakukan penangkapan di area pulau mereka, tempat di 
mana mereka menaruh alat tangkapnya, seperti rakkang dan jaring. Hal tersebut 
mnegakibatkan kerusakan pada alat tangkap mereka, sehingga hasil tangkapan seperti 
ikan dan kepiting pun keluar dari perangkap tersebut. Namun berbeda dengan para 
nelayan di Pulau Salemo. Pada kegiatan pengelolaan, seperti penangkapan ikan kecil atau 
ikan besar, kepiting, teripang, dan cumi, mereka menggunakan alat-alat tangkap yang 
bisa dikatakan tidak seperti nelayan yang merusak tadi. Mereka menggunakan alat 
tangkap seperti jaring atau puka’, rakkang (perangkap kepiting), dan pancing rawe. Hal 
ini bisa menjadi suatu gambaran awal bahwa para nelayan di Pulau Salemo memiliki 
kesadaran hukum yang tinggi sehinggga dalam melakukan penangkapan sumber daya 
laut tidak menggunakan alat-alat yang bisa dikatakan merusak. Faktor-faktor penyebab 
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adanya gambaran akan kesadaran hukum yang tinggi tersebut akan dibahas lebih dalam 
pada Bab IV selanjutnya. 
Adanya kerusakan oleh para nelayan dari luar Pulau Salemo terhadap alat tangkap 
para nelayan di Pulau Saelmo, tidak menutup kemungkinan menimbulkan konflik. Maka 
pada penyelesaiannya pun tidak menutup kemungkinan melibatkan percampuran hukum 
lokal atau hukum kebiasaan, hukum positif Indonesia, dan norma-norma pada 
masyarakatnya yang terkait dengan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya 
laut. Adanya peran antara hukum lokal/kebiasaan, hukum positif, dan norma-norma 
seperti norma agama, merupakan gambaran bahwa hukum di Indonesia bersifat 
pluralisme, di mana adanya peranan hukum nasional dengan hukum lokal suatu 
masyarakat tertentu dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. 
Maka itu, skripsi penelitian ini menggunakan beberapa teori dan pandangan dari 
beberapa ahli mengenai hukum lokal/kebiasaan dan hukum positif/hukum formal 
Indonesia serta dihubungkan dalam perspektif antropologisnya terkait dengan pluralisme 
hukum, dan kaitannya dengan undang-undang lingkungan hidup dalam pengelolaan 
sumber daya laut yang difokuskan di Pulau Salemo, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. 
Ini menjadi suatu alasan mengapa diambilnya judul pada skripsi ini yaitu “Penerapan 
Undang-undang Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut pada Nelayan 
di Pulau Salemo: Suatu Kajian Pluralisme Hukum”. Tidak hanya berkaitan dengan 
penerapan peraturan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya laut pada nelayan 
yang akan dibahas, pola interaksi masyarakat di Pulau Salemo dalam menyelesaikan 
konflik dengan hal yang terkait serta pola pengelolaan sumber daya laut di daerah 
tersebut pun akan dibahas di sini, sehingga kita dapat melihat seperti apa bentuk-bentuk 
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pengelolaan sumber daya laut di lingkungannya dan bagaimana penyelesaian yang 
mereka gunakan dalam masalah pengelolaan sumber daya laut tersebut. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada skripsi penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pola pengelolaan sumber daya laut pada nelayan di Pulau Salemo? 
2. Bagaimana penerapan undang-undang lingkungan hidup dalam pengelolaan 
sumber daya laut pada nelayan di Pulau Salemo? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berpedoman pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mendeskripsikan pola pengelolaan sumber daya laut pada nelayan di Pulau 
Salemo. 
2. Menganalisis penerapan undang-undang lingkungan hidup dalam pengelolaan 
sumber daya laut pada nelayan di Pulau Salemo. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dapat dikatakan memiliki manfaat, yaitu: 
1. Secara akademis, untuk memperluas pengetahuan mengenai pola pengelolaan 
sumber daya laut yang dilakukan oleh para nelayan yang di dalam aktifitasnya 
didasari oleh hukum lokal, aturan pengelolaan sumber daya di wilayah laut, dan 
bagaimana penyelesaian konflik terkait dengan pengelolaan sumber daya laut 
tersebut. 
2. Sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan konflik atau 
sengketa mengenai pengelolaan sumber daya laut di daerahnya. 
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BAB II 
 
METODE DAN PROSEDUR KERJA 
A. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif serta metode 
ideologi dan metode deskriptif yang merupakan metode dalam antropologi hukum. 
Pada metode ideologi, dilakukan penjajakan dengan mempelajari kaidah-kaidah hukum 
yang ideal, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan pada metode deskriptif 
mengutamakan perhatiannya pada apa yang tertulis sebagai norma hukum atau yang 
dikatakan norma hukum oleh para pemuka masyarakat. Tujuan dari metode ini untuk 
mengetahui sejauh mana aturan-aturan hukum itu diterima oleh anggota masyarakat, 
dipelajari pula perilaku anggota masyarakat yang dikuasai norma atau aturan hukum 
tersebut. Selanjutnya, ketika berada di lokasi penelitian teknik-teknik yang digunakan 
ialah teknik pada metode kualitatif berupa observasi dan indepth interview,  
B. Teknik Penentuan Lokasi 
Awalnya saya sempat bingung dalam menentukan lokus penelitian untuk skripsi 
saya ini. Sempat terpikir untuk memilih suatu daerah di Barru yaitu tempat di mana 
saya melakukan praktek lapangan untuk tugas akhir mata kuliah Metode Penelitian dan 
Praktek Antropologi (MPPA) yang saya ikuti pada awal tahun lalu. Namun setelah 
berdiskusi dengan penasehat akademik saya, maka saya pun memutuskan untuk 
menjadikan Pulau Salemo sebagai lokasi penelitian saya. Pulau Salemo merupakan 
daerah pusat pemerintahan Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukkang Tupabbiring 
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Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Jarak yang 
ditempuh dari Kota Makassar (Pintu II Universitas Hasanuddin, Urip Sumoharjo) 
menuju Pulau Salemo sekitar satu setengah jam dengan menggunakan mobil dan sekitar 
satu jam dengan kapal dari Limbangan, Pangkep. Pulau Salemo merupakan wilayah 
dengan masyarakatnya yang hidup dalam nuansa Islami. Maka saya pun berpikir 
masyarakat di sana patuh terhadap norma dan hukum. 
C. Teknik Penentuan Informan 
Pada awal melakukan penelitian, saya memutuskan untuk berkeliling pulau, 
melakukan observasi sebelum menentukan siapa yang akan menjadi informan saya 
nantinya. Sempat saya mewawancarai seorang guru sekolah dasar berinisial PJ yang 
dulu pernah bekerja sebagai nelayan di Pulau Salemo. Beliaulah yang menjadi 
informan kunci saya untuk menentukan siapa saja orang yang bisa saya jadikan sebagai 
informan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Informan-informan tersebut 
berdasarkan dari pengalaman mereka bekerja sebagai nelayan, lamanya mereka 
bertempat tinggal di Pulau Salemo hingga mereka yang pernah mengalami peristiwa 
dengan nelayan dari luar pulau terkait dengan penangkapan ikan di wilayah Pulau 
Salemo. 
D. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti, dalam 
hal ini adalah informan. Pada pengumpulan datanya digunakan instrumen 
penelitian, yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti menyusun pedoman wawancara 
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yang dapat membantunya ketika melakukan wawancara secara langsung dalam 
hal ini indepth interview terhadap informannya. Sumber datanya pun diperoleh 
dari: 1) Masyarakat, seperti tokoh masyarakat, kepala desa, organisasi 
masyarakat, 2) Pemerintah (Badan Lingkungan Hidup (BLH) serta Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. 
b. Data Sekunder, bersumber dari hukum lokal yang tidak tertulis pada masyarakat 
di Pulau Salemo. Selain itu, diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu, 
seperti BLH dan Dinas Kelautan dan Perikanan berupa berkas atau dokumen 
serta aturan-aturan yang menyangkut lingkungan hidup dalam kaitannya dengan 
pengelolaan sumber daya laut atau perikanan di Indonesia.  
 
E. Instrumen Penelitian 
Penelitian yang menggunakan teknik-teknik dalam metode deskriptif, studi kasus, 
dan kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta. Namun peran 
penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya. Maka dapat dikatakan bahwa 
instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Kedudukan peneliti 
dalam penelitian ini cukup rumit. Peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana 
pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil 
penelitiannya. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan yaitu teknik observasi dan 
wawancara. Ada pula dalam teknik pengumpulan data menggunakan catatan lapangan 
atau field note. 
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1. Teknik Observasi atau Pengamatan yaitu pengamatan secara langsung. Hal ini 
tidak hanya sekedar melihat dan mengamati suatu kondisi di lapangan 
penelitian, melainkan terjun langsung yang berarti mengalami langsung 
peristiwanya. Saya pun saat melakukan observasi ikut melaut bersama beberapa 
informan yang melakukan penangkapan ikan.  
2. Teknik Wawancara (Indepth Interview), di mana wawancara merupakan 
percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua 
pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Berkaitan dengan masalah 
penelitian ini, maka pihak-pihak yang diwawancarai adalah mereka yang 
terlibat langsung dalam penyelesaian konflik terkait dengan pengelolaan sumber 
daya laut di Pulau Salemo, serta Dinas Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah 
Daerah yang mengatur mengenai Undang-Undang tersebut. 
3. Filed Note atau catatan lapangan, merupakan suatu bentuk laporan yang ditulis 
oleh peneliti selama di lapangan, seperti coretan, curahan hati dan pikiran, 
maupun pengalamannya selama meneliti di tempat tersebut. 
 
G. Teknik Pengabsahan Data 
Ada yang dikenal dengan pengabsahan data. Di mana data dapat dinyatakan sah 
atau tidak. Maka pengabsahan data dalam penelitian ini adalah: 
- Mempelajari berkas berupa Undang-Undang atau Peraturan Daerah/Desa terkait 
lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya laut. 
- Perpanjangan keikutsertaan, yaitu satu di antara komponen-komponen pada 
kredibilitas atau derajat kepercayaan. Peneliti dengan memperpanjang 
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keikutsertaannya banyak mempelajari kebudayaan yang terdapat di lapangan, 
dapat menguji ketidakbenaran informasi yang didapat, baik dari diri sendiri 
maupun dari informan, dan membangun kepercayaan subjek. Maka itu, penting 
sekali arti perpanjangan keikutsertaan peneliti guna berorientasi dengan situasi 
dan guna memastikan apakah konteks dalam penelitian tersebut dipahami atau 
dihayati. 
- Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan di sini adalah 
pemeriksaan melalui sumber data lainnya. 
 
H. Teknik Analisis Data 
Analisis data pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif (Seiddel, dalam 
Moleong, 2011: 248), yang prosesnya berjalan sebagai berikut: 
1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal ini diberi kode agar 
sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 
2. Mengumpulkan, mentranskripkan, memilah-milah (reduksi data), 
mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat 
indeksnya. 
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data yang didapat mempunyai 
makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 
temuan-temuan umum. 
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Selanjutnya pada penarikan kesimpulan dilakukan setelah data disajikan yang 
menghubungkan keterkaitan sumber data, baik data primer, sekunder, maupun 
observasi, dengan hasil penelitian lainnya, diolah kemudian dianalisis untuk selanjutnya 
menjadi pedoman dalam penarikan kesimpulan. 
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BAB III 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konsep Hukum 
1. Hukum dan Karakteristik Hukum 
Hukum dalam Kamus Lengkap Hukum merupakan segala peraturan atau kaidah-
kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam 
pelaksanaannya. Banyak pengertian lainnya yang berkaitan dengan hukum. Satu di 
antaranya adalah pengertian hukum dari seorang ahli hukum bernama Kisch. Beliau 
mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat dilihat atau ditangkap oleh indera sehingga 
sukarlah untuk membuat suatu definisi atau batasan pengertian mengenai hukum yang 
memuaskan khalayak umum. Uthreck mengatakan hukum merupakan himpunan 
petunjuk-petunjuk hidup yaitu berupa larangan dan perintah yang mengatur tata tertib 
dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan 
karena petunjuk-petunjuk tersebut menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat 
itu. Hukum dinyatakan dalam bentuk keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang 
mempunyai wewenang hukum, yang menghentikan pertikaian, atau pihak yang 
berperkara diberi anjuran tertentu sebelum terjadi perilaku hukum yang relevan, atau 
dengan diberikan persetujuan mengenai perpecahan, perselisihan yang pernah terjadi 
pada masa lampau (Pospisil, dikutip oleh Beni dan Encup, 2012: 24). Pada dasarnya 
sifat hukum itu normatif, artinya berdasarkan norma-norma sebagai pedoman hidup 
yang menghendaki seluruh manusia bertingkah laku sesuai kehendak hukum. 
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Menyangkut hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan aturan-aturan 
yang berfungsi mengatur tingkah laku suatu masyarakat. 
Ada banyak jenis hukum. Beberapa di antaranya adalah hukum yang berdasarkan 
bentuknya, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan 
hukum yang terbentuk dari suatu kesepakatan beberapa orang dan disahkan atau 
melalui proses legalitas dalam bentuk tulisan, dengan kata lain aturan-aturan dalam 
hukum tersebut dapat dilihat dan memiliki bukti nyata berupa dokumen atau berkas. 
Hukum tertulis merupakan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan. Hukum tertulis pun telah menjadi tanda atau ciri dari hukum moderen 
yang harus mengatur serta melayani kehidupan moderen. Sanksi bagi yang melanggar 
dapat berupa denda atau hukuman penjara. Beberapa contoh dari hukum tertulis 
adalah Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan 
Daerah. Selanjutnya hukum tidak tertulis, di mana hukum ini merupakan aturan-
aturan yang terbentuk dari suatu kesepakatan masyarakat tertentu di daerahnya. 
Hukum ini diberikan dan diterapkan secara turun-temurun oleh yang menciptakan 
hukum tersebut kepada generasinya dalam mengatur kehidupan tidak terkecuali 
tingkah laku anggota masyarakat di daerahnya. Hukum tidak tertulis timbul, tumbuh, 
dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dibuat dalam bentuk tulisan, seperti 
tradisi dan hukum adat atau hukum lokal. Sanksinya pun berupa sanksi moral, seperti 
dicemooh, dikucilkan, atau diasingkan ke tempat lain yang jauh dari masyarakat adat 
tersebut sebagai hukuman bagi yang melanggar. Contoh dari hukum ini ialah 
pantangan-pantangan untuk menangkap hasil laut di daerah tertentu, larangan 
membawa barang-barang tertentu saat akan melaut, dan lainnya. 
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Selain itu, ada pula sumber hukum. Pada hakikatnya sumber hukum ialah tempat 
menggali dan menemukan hukum (Sudikno Mertokusumo, dikutip oleh Salim, 2009: 
47). Pengertian sumber hukum dapat dijumpai dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber 
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Sumber hukum ialah: 
“sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. 
Sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum 
dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945.” 
 
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, hirarki Peraturan 
Perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut: 
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
(2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
(3) Undang-Undang; 
(4) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 
(5) Peraturan Pemerintah; 
(6) Peraturan Presiden; 
(7) Peraturan Daerah Provinsi; dan 
(8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Di samping sumber hukum, ada pula tujuan dan fungsinya. Tujuan hukum sebagai 
rekayasa sosial (law as tool of social engineering) (Roscou Pound, dalam Lili 
Rasyidi, dikutip oleh Salim, 2009: 41). Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak 
hanya mengenai tujuan hukum, tetapi juga mengenai fungsi hukum, di mana: 
“dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai 
tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok 
hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban 
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dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalaam masyarakat, diharapkan 
kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum 
bertugas membagi hak dan kewajiban antarpeorangan di dalam masyarakat, membagi 
wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara 
kepastian hukum” (Sudikno Mertokusumo, dikutip oleh Salim, 2009: 45). 
 
Pada dasarnya norma hukum berbeda dengan norma lainnya karena norma hukum 
memiliki ciri atau karakteristik tersendiri (attribute of law), yaitu: 
1. Attribute of Authority, yaitu hukum merupakan putusan dari pihak-pihak yang 
berkuasa dalam masyarakat, putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi 
ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat. 
2. Attribute of Intention of Universal Application, yaitu hukum dimaksudkan bagi 
penerapan secara universal, dan putusan-putusannya mempunyai daya jangkau 
yang panjang untuk masa mendatang. 
3. Attribute of Obligation, merupakan ciri yang berarti bahwa putusan-putusan 
pengawasan yang harus berisi kewajiban pihak pertama terhadap pihak kedua dan 
sebaliknya. Dalam hal ini semua pihak harus main dalam keadaan hidup. 
4. Attribute of Sanction, yang menentukan bahwa putusan dari pihak yang berkuasa 
harus dikuatkan dengan sanksi, yang didasarkan pada kekuasaan masyarakat yang 
nyata (Pospisil, dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012: 69). 
Sebagai tambahan, manifestasi dari suatu hukum harus mempunyai bentuk suatu 
putusan. Diyakini bahwa pola atribut inilah yang merupakan esensi hukum dan 
mungkin dapat memberikan suatu alat yang dapat digunakan oleh seorang etnografer 
(Pospisil, dalam Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012: 69). 
Maka dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan aturan-aturan yang berperan 
dalam mengatur pola interaksi atau tingkah laku suatu masyarakat demi tercapainya 
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suatu kehidupan yang teratur, aman, dan damai di suatu daerah. Selain itu hakikat 
hukum adalah keadilan. Dapat dikatakan pula bahwa hukum berfungsi melayani 
kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup 
yang sesuai dengan cita-cita tentang hidup bersama, yakni keadilan. Isi kaidah hukum 
harusnya adil. Tanpa keadilan, hukum hanya merupakan kekerasan yang diformalkan. 
Hukum dirasakan penting ketika dihadapkan pada ketidakadilan dan keadilan 
merupakan inti dari hukum. 
2. Hukum dalam Perspektif Antropologi 
Pada Kamus Antropologi, dikatakan bahwa hukum adalah norma sosial yang 
kalau diabaikan atau dilanggar, akan ditindak berdasarkan peraturan dalam bentuk 
ancaman atau tindakan sungguh-sungguh dengan mengenakan kekerasan fisik oleh 
seseorang atau kelompok yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian yang 
diakui oleh masyarakat (William. A. Haviland, dalam Andreas Goo, 2012: 91). 
Kajian antropologi hukum adalah menggali norma-norma dan nilai-nilai dalam 
masyarakat. Antropologi hukum bertugas menganalisis dan memberikan pemahaman 
mengenai hukum-hukum yang non-state law (bukan undang-undang) serta 
memberikan kajian dan telaah kontemplatif yang akan menjadi sistem kajian referensi 
pembuat undang-undang. Antropologi hukum juga digunakan untuk menelaah tindak-
tanduk dan persepsi masyarakat terkait dengan hukum, di mana antropologi itu 
sendiri memandang gejala hukum sebagai bagian dari produk budaya manusia. 
Seseorang dapat mempergunakan antropologi untuk menganalisis masalah-masalah 
hukum. Penggunaan antropologi tersebut berarti, bahwa hasil-hasilnya akan 
dimasukkan ke dalam kerangka analistis menurut ahli hukum. Sebaliknya, seseorang 
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dapat saja mempergunakan konsep-konsep antropologis untuk menafsirkan gejala-
gejala hukum. Dalam hal ini jelas diperlukan hal-hal yang pokok tentang pemikiran-
pemikiran hukum sebagai basisnya, akan tetapi kerangka analistisnya tetap 
antropologis. Maka, kemungkinan tersebut menimbulkan cabang baru dalam 
antropologi dan ilmu hukum, yaitu antropologi hukum. 
Pendekatan antropologis lebih diarahkan pada penelusuran pola-pola yang dicita-
citakan dalam masyarakat, dengan kadang-kadang mengabaikan realitas sosial. 
Pendekatan tersebut lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data di lapangan, di 
mana antropologi lebih memusatkan pada usaha-usaha untuk merekonstruksikan 
kebudayaan-kebudayaan di dalam suatu keseluruhan atau kebulatan. Pendekatan 
antropologi akan menghasilkan pola-pola yang ideal dari hukum yang didasarkan 
pada aspirasi-aspirasi para warga masyarakat. Pendekatan ini akan menghasilkan 
gambaran yang lebih lengkap mengenai hukum, di samping pendekatan menurut ilmu 
hukum belaka. Hal ini disebabkan ilmu hukum mempunyai sudut pandang yang 
terbatas, yakni terhadap hukum sebagai kaidah atau sebagai sekumpulan kaidah-
kaidah yang pada hakikatnya timbul dari sikap mental manusia untuk hidup teratur. 
Selain itu, pendekatan antropologi berusaha untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum 
ideal melalui studi terhadap pola-pola perikelakuan tersebut atau secara lebih tegas. 
3. Pluralisme Hukum 
Pengertian pluralisme hukum terus berubah dan dipertajam melalui berbagai 
perdebatan ilmiah dari para ahli dan pemerhati dalam ranah hukum dan 
kemasyarakatan (studi sosiolegal) (Irianto, 2009: 29). Pluralisme hukum (legal 
pluralism) kerap diartikan sebagai keragaman hukum. Fakta kemajemukan hukum 
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(pluralisme hukum) secara umum digunakan untuk menjelaskan suatu situasi di mana 
dua atau lebih sistem hukum berlaku secara berdampingan dalam satu bidang 
kehidupan sosial (social field); atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih 
sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam masyarakat (Griffiths, dalam I 
Nyoman, 2006: 6); atau menerangkan suatu situasi di mana dua atau lebih sistem 
hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial (Hooker, dalam I Nyoman, 2006: 6), 
atau juga suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum bekerja secara 
berdampingan dalam aktifitas dan hubungan dalam masyarakat (F. von Benda-
Beckmann, dalam I Nyoman, 2006:6). Hal yang menjadikan pluralisme hukum 
penting untuk dikaji bukanlah karena keragaman sistem hukum itu, melainkan karena 
fakta dan potensinya untuk saling berkompetisi hingga menciptakan ketidakpastian. 
a. Hukum Negara/Hukum Positif dan Hukum Lokal/Hukum Adat 
Pada perkembangan masyarakat, satu hal yang dapat dilihat di sini ialah 
terdapatnya praktik-praktik hubungan sosial antardaerah dalam lingkup bahasa 
Indonesia, sebagaimana yang diamati bahwa interaksi daerah yang biasa 
disimbolisasikan oleh kedatangan dua atau lebih etnik di satu wilayah dari luar 
daerah tersebut, misalnya melalui proyek transmigrasi, dan dalam wilayah sama 
dimaksud telah ada masyarakat lokal, maka kedua kelompok etnik atau lebih itu 
akan berinteraksi. Di balik keberadaan dua etnik atau lebih dalam wilayah sosial 
yang sama, sebenarnya membawa pesan yuridis bahwa akan terjadi interaksi 
hukum antara hukum lokal yang dimainkan oleh masyarakat lokal dan hukum 
lokal lain, bahkan hukum negara yang dibawakan oleh masyarakat pendatang. 
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Dengan kata lain, tatanan lokal berhadapan dengan tatanan negara dalam area 
sosial yang sama. 
Muatan hukum negara semakin menguat di daerah menyusul penerbitan 
beragam kebijakan hukum (legal policy) tentang penguasaan dan pemanfaatan 
sumber alam yang pertimbangan yuridisnya didasarkan pada hukum negara. 
Artinya, di dalam satu lokasi terdapat dua atau lebih tatanan hukum yang berbeda, 
setidaknya tatanan kultural setempat (cultural order) dan tatanan struktural negara 
(structural order). Satu di antara konsekuensi logis ketika dua tatanan hukum 
tersebut berada dalam satu lokasi adalah interaksi antara dua tatanan hukum 
tersebut. Kini, masalah utama yang perlu diperdalam bukan saja terletak pada 
pendiskusian persoalan interaksi antarhukum yang dimaksud, melainkan 
merambah masuk ke dalam perspektif global, tentu pertanyaannya menjadi apa 
makna di balik interaksi antara hukum negara dan hukum lokal tersebut. 
Pengertian tatanan kultur di sini diartikan selain sebagai organisasi 
pengemban kultural (institute), juga sebagai tatanan atau pranata kultural lokal 
(institutions). Pada pengertian pertama, perlu disinggung keberadaannya karena 
mengingat sebelum otonomi daerah dipraktekkan ke daerah-daerah di seluruh 
wilayah Nusantara. Di wilayah seperti desa, dipandang sebagai satuan pemerintah 
terbawah yang memiliki otoritas negara sehingga desa menjadi pusat saluran 
rujukan semua kegiatan sosial, politik, ekonomi, dan hukum. Kini, setelah 
otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
yang telah direvisi Unang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa diganti dengan 
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nama asli, yang dalam literatur biasa disebut sebagai satuan masyarakat hukum 
adat yang keberadaannya dituangkan secara formal. 
Masing-masing memiliki struktur asli atau sistem sosial sendiri dan memiliki 
hubungan yang kuat dengan tanah, pengelolaan sumber daya alamnya, dan 
memiliki keleluasaan untuk tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada. Hal ini 
dimaksud sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat setempat (to improve 
the prosperity of the local people), desa asli sebagai pemilik kultural dipandang 
satuan sosial terdepan (bukan terbawah) karena memiliki kekuatan lokal (local 
potentialities) yang dirujuk pada hampir setiap kegiatan sosial, politik, ekonomi, 
dan hukum. 
Namun di samping itu studi klasik menunjukkan pluralisme hukum di 
Indonesia telah menjadi debat panjang para akademisi, praktisi, dan aparat 
pemerintah sejak zaman Belanda. Namun perdebatan itu bukan hanya hidup di 
zaman ketika Belanda menerapkan politik adu domba, tetapi juga hidup hingga 
sekarang. Penyebabnya tak lain adalah realitas masyarakat Indonesia yang 
beragam dalam banyak hal. Mereka punya kelaziman-kelaziman dan tradisi turun 
temurun, punya hukum tradisional yang digunakan mengatur antara lain 
pembagian tanah dan konflik, bahkan punya lembaga-lembaga yang bertugas 
menyelesaikan berbagai persoalan. Pada saat yang sama, negara berusaha 
‘memaksakan’ hukum nasional untuk diberlakukan ke seluruh masyarakat tanpa 
perbedaan perlakuan. Adakalanya hukum nasional yang ingin dipaksakan itu tak 
sesuai dengan kelaziman masyarakat. Maka, ketika hal itu terjadi, hukum negara 
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yang tak sesuai dengan ‘hukum’ rakyat itu cenderung tak akan dipilih. Bukan 
mustahil masyarakat akan melawan. 
Pada lapangan agraria misalnya. Hukum positif negara, termasuk konstitusi, 
berusaha mengakui eksistensi hukum adat. Tetapi dalam praktik, konflik agraria, 
konflik pertambangan, dan konflik kehutanan menunjukkan masyarakat adat tetap 
dalam posisi marjinal. Benturan-benturan yang terjadi di lapangan dalam 
pengalokasian tanah dan kekayaan alam akan selalu melahirkan konflik sosial 
dengan korban terbesar adalah masyarakat hukum adat. Sebagai contoh, pada 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria Pasal 2 ayat (1)  yang menyatakan: 
“atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal 
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan 
tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat” (Hukum Agraria Indonesia, 2008: 5). 
 
Kendati pun dalam Pasal 3 dinyatakan pengakuan atas keberadaan hak-hak 
masyarakat hukum adat dibatasi dengan kepentingan nasional dan tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi yang 
muncul kemudian selain pengabaian atas akses, kepentingan dan hak-hak 
masyarakat adat, juga pengabaian atas kenyataan kemajemukan hukum (legal 
pluralism), karena hukum negara menggiring ke arah individualisasi hak-hak 
komunal masyarakat adat, dan individualisasi tanah-tanah komunal menjadi 
komoditi yang bercorak komersial. 
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B. Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Sumber Daya Laut 
Pada pasal 1 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan 
ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya 
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terkait dengan pengelolaan sumber 
daya laut, saya mulai dengan pengertian lingkungan sumber daya ikan, yakni bagian dari 
lingkungan hidup yang merupakan perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, 
termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya (UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Tidak terkecuali dengan 
pengelolaan sumber daya laut yang merupakan bagian dari tindakan terhadap lingkungan 
hidup, di mana pengelolaan sumber daya laut adalah segala upaya mengoptimalkan 
manfaat sumber daya laut. Sumber daya laut itu sendiri adalah unsur hayati, non hayati 
yang terdapat di wilayah laut dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 
manusia (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut). 
Peraturan tersebut merupakan peraturan tertulis yang mengatur pengelolaan 
lingkungan hidup terkait dengan pengelolaan sumber daya laut, baik bagi pihak 
pemerintah itu sendiri, badan hukum lainnya, maupun bagi individu khususnya para 
nelayan di Indonesia.  Selain itu, pada pasal 3 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa tujuan dari 
Pengelolaan lingkungan hidup adalah: 
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a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai 
bagian dari hak asasi manusia; 
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 
j. mengantisipasi isu lingkungan global. 
Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran yang 
dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hal tersebut dapat memberi dampak yang nyata 
pada suatu daerah dan masyarakat yang tinggal di atasnya. Sebagai contoh, adanya 
ketegangan dan konflik antarkelompok nelayan yang merupakan konsekuensi dari sifat 
sumber daya perikanan sebagai sumber daya milik bersama (common pool resources). 
Konflik antarkelompok nelayan juga terjadi dalam bentuk tumpang-tindih di antara 
kelompok-kelompok nelayan yang menggunakan sumber daya yang sama dengan 
memakai peralatan yang sama pula atau di antara para nelayan yang menggunakan 
peralatan berbeda tetapi menangkap persediaan ikan yang berbeda pada daerah 
penangkapan yang sama. Maka itu perlu adanya suatu strategi pengelolaan. 
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Ahli-ahli antropologi melihat bahwa strategi pengelolaan atau pemanfaatan sumber 
daya alam harus bertolak dari kepentingan manusia dan kebudayaan yang mereka miliki. 
Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia 
dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar 
(Koentjaraningrat, 2009: 144). Kebudayaan yang dimiliki oleh suatu komunitas 
merupakan konstruksi bersama hasil dari proses dialog yang cukup lama antara manusia 
dengan lingkungannya (alam dan sosial). Kebudayaan merupakan sistem pengetahuan 
bersama yang berfungsi sebagai referensi dan desain menyeluruh bagi perilaku dan 
kehidupan suatu masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Dalam upaya 
menjembatani kepentingan manusia terhadap lingkungannya, biasanya manusia 
menciptakan pranata-pranata (institutions) kebudayaan. Kedudukan dan fungsi pranata 
kebudayaan adalah untuk memenuhi dan mengatur kebutuhan khusus dalam kehidupan 
bermasyarakat. (Konflik Sosial Nelayan, Kusnadi, 2002: 24). Sebagai contoh pada 
masyarakat nelayan Bugis yang mengenal istilah siri’ yaitu rasa malu, harga diri yang 
dimiliki oleh seseorang. Bagi mereka siri’ harus dijaga atau dipertahankan. Nelayan yang 
menjaga siri’-nya tidak akan melakukan perusakan di laut seperti membom dan membius 
ikan, sebab tindakan seperti itu mempunyai resiko, yaitu akan mendapat reaksi keras dari 
nelayan lain dengan sekurang-kurangnya ditegur keras, bisa jadi ditangkap atau 
dilaporkan ke polisi. (Mengungkap Kearifan Lingkungan Sulawesi Selatan, Mahmud 
Tang, 2007: 143). 
Maka apabila ditegur apalagi ditangkap oleh polisi, hal itu dianggap sudah hilang 
harga dirinya (tabbe siri’na), yang di mana menimpa seluruh anggota kerabat dekat yang 
bersatu harga diri (maseddi siri’) dengannya. Karena itu, untuk menjaga siri’ bersama 
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dalam keluarga luas (appang), orang yang dituakan (tomatua) dalam satu keluarga luas 
selalu menasehati anggota kerabatnya supaya jangan melakukan perusakan di laut atau 
jangan melanggar adat dan peraturan pemerintah agar tidak dipermalukan atau 
mempermalukan keluarga, (Mahmud Tang, 2007: 143). Dengan demikian pula, 
pengelolaan sumber daya perikanan atau sumber daya laut di kawasan tersebut dapat 
benar-benar memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya. 
Sumber daya laut merupakan bagian dari lingkungan hidup. Maka pengelolaan 
lingkungan hidup bukan berarti bagaimana sumber daya lingkungan harus diatur, 
dimanfaatkan atau diperkaya oleh manusia, tetapi pengelolaan lingkungan hidup adalah 
pengendalian kegiatan manusia, agar dapat diatur sampai batas toleransi yang dapat 
diterima oleh lingkungan hidup lainnya. Maka dalam melihat lingkungan, perlu 
diperhatikan keadaan yang paling rawan karena dengan demikian kita menemukan 
kebutuhan terbesar yang sekaligus juga peluang terbesar untuk memperbaiki dan 
mengelolanya. Hal ini merupakan cara hukum minimum bekerja, di mana nilai, hasil atau 
kualitas suatu sistem ditentukan oleh faktor pendukungnya yang berada dalam keadaan 
minimum. Jika suatu daerah atau pulau mengalami keadaan kekurangan ikan, maka 
tersedianya ikan dan besarnya kebutuhan akan ikan menentukan daya dukung daerah atau 
pulau tersebut. 
C. Implementasi Hukum 
Implementasi merupakan satu di antara tahap-tahap dalam proses kebijakan publik. 
Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan 
yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan 
kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana 
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yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan 
lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-
undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan 
Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya 
sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab 
melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke 
masyarakat. 
Terkait dengan hal tersebut, UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kebijakan pemerintah dengan tujuan yang 
jelas. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat 
mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, 
maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk 
program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan 
tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis 
kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai 
peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain 
Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, 
Keputusan Kepala Dinas, dll. 
D. Metode Kasus Sengketa 
Griffth, bagi T.O. Ihromi memberi suatu uraian yang singkat mengenai apa saja yang 
oleh para ahli antropologi hukum minati dan menggambarkan mengenai perhatian para 
ahli antropologi hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum, satu di antaranya 
adalah kutipan sebagai berikut : 
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“para antropologi telah memberi penyorotan terhadap proses kegiatan dan interaksi 
hukum pada tingkat mikro; mereka telah menjadikan fakta yang universal berupa 
kemajemukan hukum sebagai suatu unsur sentral dalam upaya pemahaman mengenai 
bekerjanya hukum dalam masyarakat dan mereka dengan sadar telah menerima 
pendekatan komparatif dan historis, dan menarik kesimpulan-kesimpulan konseptual 
dan teoritis yang diperlukan dari pilihan tersebut” (Griffith, di dalam T.O. Ihromi, 
2003: 194-195). 
   
Proses interaksi hukum itu termasuk proses penyelesaian sengketa, dan berkaitan dengan 
hal itu, yang ditelaah adalah bagaimana suatu sengketa mulai muncul, bagaimana 
selanjutnya dia bergulir, serta proses negosiasi yang terlibat di dalamnya. Apakah 
sengketa akan diajukan ke pengadilan ataukah akan diselesaikan di luar pengadilan, 
itulah satu contoh proses kegiatan hukum yang bersifat mikro tersebut. 
Dikutip dari buku Hoebel yang berjudul The Law of Primtive Man, dalam kajian para 
antropolog terhadap hukum, dalam masyarakat yang belum mengenal tulisan telah 
dikembangkan tiga jalur pengkajian (Hoebel, dalam T.O. Ihromi, 2003: 196). Alur pertama 
disebut dengan alur ideologis dan dalam cara kajian ini diidentifikasikan aturan umum di 
lingkungan masyarakat bersangkutan yang dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan 
memang dianggap sudah seharusnya menguasai atau mengatur perilaku. Alur atau cara kedua 
ialah bersifat deskriptif, di mana mengkaji bagaimana orang secara nyata berperilaku. Cara 
ketiga adalah mengkaji ketegangan-ketegangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan. 
Pada cara ke tiga ini, dikaji apakah yang merupakan sengketa, bagaimanakah motif dari 
orang yang berperilaku, dan apakah yang dilakukan untuk mengatasinya, serta 
menyelesaikannya. Selain itu, Hoebel mengemukakan bahwa sewaktu memulai kajian 
terhadap hukum, norma-norma ideal yang ada haruslah dicatat dan direkam karena norma-
norma ideal itu menjadi pedoman orang dalam berperilaku. Maka dalam banyak hal norma 
dalam berperilaku memang sesuai dengan idealnya. Namun pengalaman Hoebel 
menunjukkan bahwa cukup banyak juga orang yang tidak mengikuti norma ideal tersebut. 
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Maka itu, yang dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk mengungkapkan hukum 
yang memang “bekerja” dalam masyarakat adalah metode ke tiga. 
Selanjutnya, menurut Hoebel, kasus-kasus harus dianalisis dalam konteks kulturnya, yang 
berarti peneliti perlu mempelajari kebudayaan dari masyarakat yang dikaji. Seorang peneliti 
dapat saja berminat untuk meneliti kasus-kasus dalam kebudayaan yang tidak “hidup” lagi, 
seperti yang dilakukan oleh Hoebel dan rekannya terhadap Suku Indian Cheyenne. Namun 
dalam keadaan ideal, kasus yang direkam dan dibahas adalah kasus yang diamati sendiri oleh 
peneliti. Kasus-kasus tersebut dapat juga dikembangkan perekamannya berdasarkan ingatan, 
berdasarkan laporan-laporan, atau menurut Nader (Nader dan Todd, di dalam T.O. Ihromi, 
2003: 200) dapat disusun kasus-kasus hipotesis. Dalam hal ini, kepada sejumlah informan 
diajukan berdasarkan permasalahan-permasalahan sengketa, dan menanyakan secara seksama 
apakah yang akan dilakukan bila hal-hal semacam itu timbul. 
Ada pula pendekatan trouble case study yang biasa dilakukan dalam pengajian 
antropologi hukum. Pada pendekatan yang dimaksud, diperlukan sejumlah dokumen terkait 
dengan konflik tertentu (recorded-legal materials). Secara teoritis, konflik terjadi sebagai 
akibat keberadaan sumber daya alam semakin langka sementara yang berkepentingan sama 
(one social-interest field) banyak, persoalan-persoalan pola perilaku atau interaksi desktruktif 
(destructive patterns of behavior or interaction), dan ketidakseimbangan dalam mengontrol 
sumber daya alam yang dimaksud (unequal control of resources). 
Kemudian, proses konflik mencakup tahapan potensi konflik (conditional), prakonflik 
(monadic), konflik (dyadic), dan sengketa (triadic) yang setiap tahap memiliki pilihan 
penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) yang mencakup ajukasi (ajucation), 
arbitrasi (arbitration), mediasi (mediation), negosiasi (negotiation), atau tanpa bantuan pihak 
ketiga, yaitu dengan paksaan (coercion), penaklukan (conquest), penghindaran (avoidance), 
dan pembiaran (lumping it). Bahkan pilihan hukum terhadap hukum baru sebagai produk dari 
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interaksi antarhukum itu sendiri, yang di dalam interaksi dimaksud diduga akan melahirkan 
lima kemungkinan, pertama, integrasi (integration), yaitu penggabungan hukum negara, 
hukum lokal, dan hukum sejenis; kedua, inkoorporasi (incorporation), yaitu 
mengadaptasikan sebagian hukum negara ke dalam hukum lokal atau sebaliknya; ketiga, 
konflik (conflict), yaitu hukum negara dan hukum lokal dimaksud saling bertentangan; 
keempat, kompetisi (competiton), yaitu hukum negara, hukum lokal, dan hukum lain berjalan 
sendiri dalam mengakses sumber daya alam; dan kelima, penghindaran (avoidance), yaitu 
satu di antara hukum yang ada menghindari keberlakuan hukum yang lain. 
E. Kerangka Pikir 
Mengetahui lebih dalam mengenai proses penelitian, maka alur pemikirannya seperti 
pada gambar di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Penerapan UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Pulau Salemo, Kabupaten Pangkep 
Ketaatan pada Undang-
Undang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
Pelanggaran pada 
Undang-Undang 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
Konflik 
Penyelesaian Konflik 
Pola Pengelolaan Sumber Daya Laut pada Nelayan di 
Pulau Salemo dan Pemahaman Mereka terhadap 
Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
C. Gambaran Umum dan Khusus Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Pulau Salemo 
Pulau Salemo merupakan satu dari empat pulau yang berada di wilayah Desa 
Mattiro Bombang, selain Pulau Sagara, Pulau Sabanko, dan Pulau Sakoala. Pulau 
Salemo sendiri adalah ibukota dari Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang 
Tupabbiring Utara. 
Desa Mattiro Bombang berbatasan dengan: 
- Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru di sebelah utara; 
- Desa Mattiro Kanja di sebelah selatan; 
- Desa Mattiro Walie di sebelah barat; dan 
- Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang di sebelah timur. 
Desa Mattiro Bombang sebagai wilayah kepulauan, bertopografi datar dan landai 
dengan rata-rata ketinggian kurang dari 5 meter dengan luas wilayah 22 km2.  Secara 
geografis, Desa Mattiro Bombang juga merupakan satu di antara desa-desa yang 
terdekat dengan daratan Kabupaten Pangkajene Kepulauan dengan tingkat kepadatan 
penduduk yang cukup tinggi. 
Sama dengan penduduk di Kabupaten Pangkep dan Kecamatan Liukang 
Tupabbiring Utara pada umumnya, penduduk perempuan di Desa Mattiro Bombang 
lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Keadaan ini kemungkinan 
disebabkan karena adanya migrasi keluar penduduk laki-laki, terutama sejak 
produksi ikan mengalami penurunan. Sebagian dari mereka bahkan pergi ke luar 
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Sulawesi Selatan, seperti ke Balikpapan, Tarakan (Kalimantan Timur serta ke 
Kotabaru (Kalimantan Selatan), dan Papua. 
Menurut Ustadz Sayyid Abdullah Aliah bahwa kata Salemo berasal dari kata 
“lemo”  yang berarti jeruk karena dahulu kala di pulau itu banyak pohon “lemo 
kapasa”  (jeruk nipis). Ketika Pulau Salemo berada di bawah kekuasaan Kerajaan 
Tanete, Raja Tanete memiliki kebiasaan berekreasi di pulau tersebut sambil makan 
lawa (ikan mentah yang dicampur perasan air jeruk nipis). Maka itu, Raja Tanete 
menanam pohon jeruk nipis. Adapun awalan “sa”, itu berarti bahwa pulau tersebut 
adalah wilayah Kerajaan Tanete, makanya semua pulau yang di wilayah Spermonde 
yang berawalan “sa” berarti masuk wilayah Kerajaan Tanete, seperti Pulau Salemo, 
Sakoala, Sabutung, Sabanko, Samatellu, Sapuli, Sagara, Sarappo, Sanane, Salebbo, 
Saranti. 
Selanjutnya, penduduk di Pulau Salemo adalah keturunan migran. Hal tersebut 
disebabkan Pulau Salemo berada pada jalur perdagangan antara Polmas dan 
Makasar. Jalur tersebut cukup padat, karena itu banyak orang Mandar dari Polmas 
dan orang Bugis dari Tanete (Barru) yang berdomisili di Pulau Salemo. Maka dapat 
dikatakan bahwa kelompok penduduk tersebut merupakan populasi awal yang 
mendiami Pulau Salemo. Itu sebabnya di Pulau Salemo ada Kampong Ugi (Kampung 
Bugis) pada sebelah selatan dan Kampong Mangkasa (Kampung Makassar) di 
sebelah utara. Pada saat ini, penduduk Pulau Salemo sudah berkembang. Selain 
suku-suku tersebut di atas, Pulau Salemo juga dihuni oleh penduduk yang berasal 
dari daerah lain. 
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Pulau Salemo yang memiliki luas 0,275 km2 ini juga merupakan daerah yang 
paling padat  penduduknya, dibandingkan dengan Pulau Sabagko dan Pulau Sagara 
yang masing-masing mempunyai luas 0,998 km2 dan 0,733 km2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Pulau Salemo 
Jumlah penduduk Pulau Salemo sekitar 1.479 orang atau 378 KK (Profil Desa, 
2012). Pulau ini memiliki sejarah yang panjang mengenai perkembangan Islam di 
Sulawesi Selatan. Proses Islamisasi oleh para bangsawan dan pedagang muslim yang 
singgah di Sulawesi Selatan juga berkembang dari pengajian-pengajian kecil yang 
dilakukan oleh ulama-ulama Islam waktu itu, bahkan di Pulau Salemo pernah berdiri 
Pesantren Salemo yang dirintis oleh seorang wali yang masyarakat setempat 
menyebutnya sebagai Puang Awalli atau nama lengkapnya K.H. Abd.Rahim. Satu di 
antara bukti-bukti sejarah keberadaan Pulau Salemo adalah adanya satu masjid yang 
dibangun pada abad ke-18, kemudian di renovasi di tahun 1947, dan pada tahun 1969 
masjid itu diberi nama Masjid Nurul Ulama oleh K.H. Abd. Rahim Cella Panrita. Hal 
inilah yang menjadikan desa Mattiro Bombang diberi julukan desa dengan nuansa 
islami. 
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     Gambar 2. Tugu Pulau Salemo sebagai Kawasan Bernuansa Islami 
 
 
 
 
 
 
  
         Gambar 3. Masjid Nurul Ulama Pulau Salemo 
2. Pemanfaatan Wilayah Pulau Salemo 
Hampir semua wilayah pinggir Pulau Salemo dijadikan tempat bersandarnya 
perahu-perahu nelayan. Hal ini dikarenakan hampir seluruh penduduknya, khususnya 
para laki-laki dewasa memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Wilayah di pinggir 
Pulau Salemo pada bagian timur terdapat satu dermaga yang dimanfaatkan sebagai 
41 
 
tempat beristirahat, memancing, dan persinggahan kapal-kapal pengangkut 
penumpang dan barang. Mereka yang bekerja sebagai pengemudi kapal itu disebut 
palimbang. Selain sebagai media jasa transportasi, wilayah ini dijadikan tempat 
melakukan pembudidayaan ikan jenis kerapu dan sekitar 500 meter dari pinggir 
pulaunya tumbuh rumput laut yang ditanam oleh petani rumput laut dari pulau ini. 
Wilayah timur ini pun menjadi tempat dibangunnya kantor desa yang merupakan 
pusat pemerintahan Desa Mattiro Bombang. Pada bagian utara Pulau Salemo, 
tepiannya dibangun pagar untuk menampung alat Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS) yang merupakan sumber energi penduduk di sini. Selanjutnya, bagian barat 
terdapat pula satu dermaga yang biasa dijadikan tempat beristirahat dan memancing. 
Wilayah ini pun merupakan tempat sebagian besar perahu nelayan ikan besar 
bersandar. Mereka sering melakukan penangkapan ikan di laut bagian barat pulau ini. 
Pada wilayah bagian selatan menjadi tempat dibangunnya tenaga cadangan listrik 
berupa jenset bagi para penduduknya. Terakhir, bagian tengah pulau ini umumnya 
digunakan sebagai sarana pembelajaran dan ibadah, seperti adanya satu masjid besar, 
sekolah berupa SD, SMP, dan SMA, serta tempat anak-anak belajar mengaji. 
3. Mata Pencaharian Hidup dan Wilayah Pengelolaan 
Berbagai pekerjaan dilakukan oleh penduduk pulau ini, antara lain menangkap 
ikan seperti ikan kecil, ikan besar, kepiting, teripang, dan kerang. Ada pula yang 
bekerja sebagai petani rumput laut, pembudidaya ikan kerapu, pengusaha pengupasan 
kepiting, penjual alat-alat kebutuhan rumah tangga, penjual di warung-warung kecil, 
penjual bahan bakar minyak (BBM), pegawai pemerintahan, guru mengaji, hingga 
bekerja sebagai bidan. Khusus pada mata pencaharian mereka sebagai nelaya, hampir 
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seluruh nelayan di Pulau Salemo tidak hanya memiliki satu jenis alat tangkap. 
Sebagian besar dari mereka tidak hanya memiliki puka’ gamasi atau tenggiri, tidak 
juga hanya memiliki jaring kepiting atau rakkang, melainkan ada pula alat tangkap 
mereka lainnya. Sebagai contoh, nelayan kepiting dengan rakkang atau dengan kata 
lain seorang parakkang bernama PM memiliki sekitar 500 buah rakkang dan beberapa 
paya puka’ gamasi. Parakkang adalah pekerjaan utamanya. Dia menggunakan 
rakkangnya untuk menangkap kepiting. Namun puka’ gamasi miliknya digunakan 
untuk menangkap ikan atau biota laut lainnya yang dapat dijadikan sebagai umpan 
pada rakkangnya nanti. Tidak hanya itu, seorang bernama PN yang merupakan 
nelayan tenggiri memiliki puka’ tenggiri dan jaring kepiting. Jika sedang tidak melaut 
untuk menangkap kepiting pada malam hari, dia menggunakan jaring kepitingnya 
untuk menangkap kepiting di pagi hari. Dua contoh di atas merupakan penjelasan 
bahwa mereka berusaha mencari cara bagaimana untuk dapat memenuhi kebutuhan 
diri dan keluarganya sehari-hari dengan kata lain mereka memanfaatkan alternatif 
yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. 
B. Pola Pengelolaan Sumber Daya Laut pada Nelayan 
1. Jenis-jenis Nelayan dan Alat Tangkap serta Pengoperasiannya  
Nelayan yang saya maksud di sini adalah nelayan yang berasal maupun yang 
bertempat tinggal di Pulau Salemo, Kabupaten Pangkep. Informasi-informasi dan data-
data yang saya sajikan adalah berhubungan langsung dengan pola pengelolaan para 
nelayan di Pulau Salemo terhadap sumber daya laut di sekitarnya. Dimulai dari jenis alat 
yang mereka gunakan, modal yang mereka keluarkan dalam sekali melaut, proses atau 
cara mereka menangkap dengan alat tangkapnya, waktu kapan mereka melaut, hingga 
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hasil tangkapan yang mereka peroleh dalam sekali melaut serta perlakuan mereka 
terhadap hasil tangkapannya, akan saya ceritakan di sini. Tidak hanya itu, segala data 
atau informasi yang terkait dengan penerapan undang-udang lingkungan hidup dalam hal 
pola pengelolaan sumber daya laut yang mereka lakukan, ikut pula saya gambarkan di 
sini. 
Maka itu akan saya mulai dengan membagi terlebih dahulu jenis-jenis nelayan yang 
terdapat di Pulau Salemo. Jenis-jenis yang akan saya sebutkan ini berdasarkan jenis yang 
diketahui dan dipahami oleh para warga di Pulau Salemo. Hal tersebut bertujuan agar 
para pembaca dapat dengan mudah memahami penjelasan yang akan saya sajikan karena 
semuanya berdasarkan dari data yang saya peroleh di lapangan. Ada beberapa nelayan 
saya jabarkan dalam pembahasan ini. Berikut jenis- jenis nelayan di Pulau Salemo: 
a. Nelayan Ikan Kecil (Pa’puka’ Gamasi) 
Saya katakan nelayan ikan kecil karena mereka menangkap ikan-ikan yang memiliki 
ukuran tubuh dengan skala kecil atau sedang. Ikan yang mereka dapatkan biasanya ikan 
jenis gamasi, banyara, putti, gulama, bete-bete, manangis, atau ikan kecil lainnya yang 
memiliki nama-nama unik. Nama-nama tersebut diberikan oleh penduduk pulau. Baik 
dari Pulau Salemo itu sendiri maupun dari pulau lainnya yang berada di kawasan Bugis. 
Alat tangkap yang mereka gunakan disebut pukat. Namun saya lebih sering mendengar 
para warga menyebutnya puka’. Lebar puka’ mereka jika diukur dari ujung sampai 
ujungnya dapat mencapai 1 meter setiap payanya. Mereka pun umumnya menggunakan 
puka’ sebanyak 20 hingga 30 paya. Paya di sini adalah hitungan puka’ dalam setiap 
ikatnya. Setiap payanya saling menyambung untuk membentuk satu puka’ yang lebar 
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agar dapat menangkap ikan dalam jumlah banyak. Jika telah membentuk satu puka’ 
dengan ukuran tertentu, tiap ujungnya diberi pelampung, biasanya menggunakan gabus 
atau styrofoam. Hal ini dilakukan agar puka’ mereka memiliki tanda sehingga saat 
diturunkan ke laut, puka’ tidak tenggelam dan mudah ditemukan untuk ditarik kembali ke 
dalam perahu. 
 
Gambar 1: Seorang nelayan sedang memperbaiki puka’ gamasi 
Pada penjelasan di bagian pa’puka’ gamasi ini, banyak informasi yang saya jadikan 
sebagai data dan informasi-informasi tersebut saya peroleh dari beberapa nelayan di 
Pulau Salemo serta didukung dengan hasil observasi saya terkait dengan pa’puka’ 
gamasi. Dimulai dengan pengalaman saya untuk kesekian kalinya yaitu menemani 
informan saya melakukan kegiatannya sebagai nelayan. Sebut saja DM dan adik iparnya, 
MS yang memperbolehkan saya ikut serta melaut untuk menangkap ikan. Diawali dengan 
perjalanan saya di pagi buta yang bisa dikatakan hampir semua penduduk di Pulau 
Salemo masih terjaga dalam tidurnya. Namun sebelumnya, pada sore hari saya sudah 
memiliki kepastian janji dengan DM untuk ikut pada kegiatan melautnya kali ini. 
45 
 
Saya tinggal di rumah ketua RT 8 di pulau ini. Jarak dari rumah beliau menuju rumah 
DM sekitar 300 meter dan saya harus melewati jalan yang sunyi dan udara yang dingin. 
Saat itu bisa dikatakan hanya cahaya bulan tak penuh dan beberapa cahaya lampu dari 
rumah warga yang mampu menerangi perjalanan saya menuju rumah DM. Rasa takut 
tidak mungkin tidak menyelip dalam diri saya. Sepanjang jalan saya mengucap doa agar 
lebih merasa aman dan tenang. Mata saya tak berani melihat ke arah lain selain ke depan 
dan berharap agar perjalanan yang sebenarnya sangat singkat namun terasa lama ini 
segera berakhir dan bisa tiba di rumah DM dengan segera. Saya pun akhirnya tiba di 
depan rumah DM. Ternyata Sang Penghuni rumah belum bangun dari tidurnya. Hal itu 
saya pastikan karena tak ada suara atau bunyi apa pun yang bisa saya dengar dari dalam 
rumah itu. Saya pun memberanikan diri untuk mengucap salam. Khawatir saja jika 
penghuni rumah ini berpikir saya terlalu bersemangat dan terlalu awal mengunjungi dan 
membangunkannya. Tetapi dengan senyum ramahnya meskipun baru saja bangun dari 
tidurnya, DM menjawab salam dan mempersilahkan saya masuk. Saya pun dipersilahkan 
duduk dan sekitar 15 menit menunggu, istri DM menyuguhkan segelas teh hangat. Saya 
sangat tertolong dengan teh ini karena mampu menghilangkan rasa dingin yang 
menyelimuti tubuh. 
Nelayan seperti DM tidak sedikit. Saat beranjak dari rumah DM menuju pinggir pulau 
di mana perahu milik MS bersandar, saya melihat banyak nelayan lainnya pada waktu 
menjelang subuh telah bangun untuk menyiapkan perahu dan peralatan lainnya yang 
mereka miliki untuk melaut. Waktu saat itu menunjukkan pukul 04.30. Bisa dibayangkan 
belum terbit matahari dan dinginnya angin menyelimuti DM dan MS serta nelayan 
lainnya untuk melakukan pekerjaan mereka. Sekitar lima belas menit waktu yang MS dan 
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DM tempuh menuju area penangkapan mereka. Area yang ditempati oleh para nelayan 
gamasi di Pulau Salemo pada umumnya berada pada kedalaman 14 sampai 20 meter dari 
permukaan laut, jarak maksimalnya sekitar 15 mil dari pulau yang merupakan batas jalur 
kapal motor penumpang (PELNI) lewat. Mereka lebih banyak menangkap ikan pada 
daerah barat, selatan, dan utara pulau. 
Setelah tiba pada titik yang ditentukan, puka’ gamasi diturunkan ke laut. Namun 
mereka belum memberhentikan perahu yang dikendarai, melainkan dibiarkan tetap 
menyala untuk menurunkan puka’. Layaknya membentuk lingkaran, perahu mengelilingi 
satu titik pemberhentian tadi dan menurunkan puka’ seperti membentuk lingkaran. Hal 
tersebut dilakukan agar puka’ lebih mudah dibentang secara menyeluruh sehingga ikan-
ikan dapat masuk ke dalamnya. Selama menunggu puka’ mereka diangkat, MS bercerita 
bahwa pada puka’ yang dia gunakan saat itu adalah puka’ miliknya sendiri. Puka’ yang 
digunakannya pun telah dipakai selama enam tahun. Dapat saya lihat pula dari 
kondisinya. Sudah berwarna kuning kecokelatan, tak putih lagi, serta ada beberapa tali 
yang putus dan melebar. Puka’ gamasi tersebut bertipe nomor 20 dengan ukuran 1,25 
inchi. Tali puka’-nya terbuat dari tasi. Puka’ gamasi mudah robek dan melebar karena 
halus. Kalau puka’ khusus untuk menangkap ikan banyara berukuran 2 inchi. Ada pula 
puka’ khusus ikan bete-bete yang lebar namun tipis, pakatto namanya. Namun itu semua 
saya gabungkan dalam kelompok nelayan ikan kecil karena ukuran ikan tangkapan 
mereka dan pola penangkapan yang hampir semua sama antara nelayan ikan kecil yang 
satu dengan lainnya. 
Tidak ada nelayan di Pulau Salemo yang menyewakan alat tangkapnya kepada 
sesama nelayannya. Ada pun nelayan di Pulau Salemo yang meminjamkan alat tangkap 
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atau perahu miliknya terlebih karena yang meminjamnya memiliki hubungan kerabat atau 
tetangga dekat dengan sang pemilik peralatan. Sama halnya dengan DM. Kendaraan yang 
DM dan MS kendarai untuk pergi melaut saat itu adalah perahu milik MS. Perahu milik 
DM sedang diistirahatkan untuk diperbaiki. Maka dari sini dapat dilihat adanya hubungan 
kekerabatan yang mempengaruhi pekerjaan seseorang. Bagi mereka yang memiliki 
hubungan dekat atau kerabat, dapat meminjam ataupun ikut menumpang menggunakan 
alat tangkap kerabatnya. Selain itu, MS tidak meminjam modal atau uang dari pengumpul 
atau bos untuk membuat kapalnya atau membeli alat tangkap, meskipun tak sedikit 
nelayan di Pulau Salemo meminjam pada punggawa atau bos untuk mendapatkan modal 
pembuatan alat pendukung pekerjaan mereka sebagai nelayan. Jadi dari hal ini terlihat 
ada pula nelayan di Pulau Salemo yang lebih memilih untuk bekerja dari modal pribadi 
tanpa perlu meminjam dari punggawa, bos, atau pengumpul di dalam maupun di luar 
lingkungan mereka tinggal (pulau lain). Ini merupakan bentuk dari gaya hidup para 
nelayan yang mandiri dan tak ingin terikat dengan pihak mana pun. Alasan mereka pun 
beragam, mulai dari tak ingin terbebani hidupnya jika berutang, tak ingin terikat dalam 
bekerja, hingga takut jika meminjam dan tak dapat mengembalikan, hal-hal tersebutlah 
yang menjadi alasan mengapa ada beberapa nelayan yang lebih memilih untuk bekerja 
secara mandiri tanpa meminjam modal kepada punggawa atau pengumpul. 
Selanjutnya, dalam masalah perbaikan puka’ gamasi jarang diperbaiki. Namun lebih 
sering membeli puka’ yang baru jika telah rusak parah. Bagi MS, diperlukan dana sebesar 
500 ribu hingga 1 juta untuk membeli puka’ yang baru sebanyak 10 paya atau 10 ikat 
dengan tiap paya panjangnya bisa mencapai 30 meter. Kemudian, perahu yang digunakan 
MS adalah perahu milik ayahnya dan telah diwariskan kepadanya serta telah berusia 
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selama kurang lebih 17 tahun. Ayah MS menyuruh tukang kayu untuk membuatnya dan 
kayu yang membentuk perahu tersebut terbuat dari kayu uli (kayu besi) yang dipesan 
langsung dari Balikpapan, Kalimantan. Selain itu, dana yang digunakan dalam sekali 
melaut sekitar 50 ribu rupiah. Itu sudah termasuk biaya pembelian solar lima liter seharga 
35 ribu rupiah untuk sekali pulang pergi melaut dan rokok seharga 15 ribu rupiah. MS 
sendiri tak merokok, namun kakak iparnya, DM. Maka di sini terdapat bentuk kerja sama 
antaranggota keluarga dalam hal pemenuhan modal untuk melakukan pekerjaan mereka 
sebagai nelayan. 
Begitu asyiknya kami bertiga bercerita, tak terasa setengah jam waktu berlalu dan 
puka’ siap untuk ditarik. Waktu untuk mengangkat puka’ mereka di laut tidaklah 
sebentar. Butuh sekitar setengah jam bahkan lebih untuk dapat mengangkatnya ke perahu. 
Ini dikarenakan ikan-ikan yang terperangkap pada puka’ dilepas terlebih dahulu. Mereka 
memisahkan dan memasukkannya ke dalam basket atau keranjang piring yang telah 
dibawa dari rumah. Namun sebelum mereka menariknya, digunakan terlebih dahulu 
sarung tangan dan plastik besar untuk menutupi baju karena ketika menarik puka’, tidak 
menutup kemungkinan lumpur akan terikut pula pada puka’ dan dapat mengotori pakaian 
mereka. Itulah alasan mengapa digunakan plastik untuk menutupi pakaiannya. Selain itu, 
sarung tangan yang digunakan berrtujuan melindungi tangan-tangan mereka agar tak 
cedera oleh puka’ sewaktu ditarik. Bagi saya hal tersebut tak mudah karena puka’ yang 
bermeter-meter panjangnya di dalam air akan ditarik dan itu terasa berat. Belum lagi 
ditambah dengan ikan-ikan yang terperangkap pada puka’ mereka, maka itu menambah 
berat proses penarikan. Namun saya melihat hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh 
mereka yang bertahun-tahun mengerjakan hal yang sama. Mereka sudah terlatih 
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melakukan hal tersebut. Maka tak dapat saya pungkiri bahwa mereka terlihat sangat 
cekatan ketika harus menarik puka’-nya dan melepas ikan-ikan yang terperangkap 
tersebut. 
Pada hasil tangkapannya, bukan hanya ikan gamasi yang ditangkap oleh DM dan MS 
serta nelayan lainnya di Pulau Salemo. Banyak ikan jenis lain yang ikut terperangkap 
dalam puka’ mereka. seperti ikan bete-bete, ikan banyara, hingga teripang dan kepiting. 
Semuanya tangkapan mereka tersebut memiliki nilai ekonomi jika dijual, seperti 
pernyataan MS berikut: 
“Biasa nyangkut ikan bete-bete jenis lumbu’ besar. Jenis putti dan manangis juga, 
yang harganya seribu per ekor. Kalau banjir harganya 500 rupiah per ekor. Tapi 
kalau teripang, biar teripang hitam dijual. Itu dimasak dulu baru dijemur. Macam-
macam jenisnya itu. Kalau teripang putih mahal, ada 800 ribu itu per ekor yang 
kering. Kalau basah, teripang itu ada yang seribu rupiah per ekor. Paling mahal 15 
ribu. Tergantung ukurannya. Itu yang putih. Kalau yang hitam, per ember 10 ribu. 
Kalau yang hitam kurang tebal kulitnya. Jarang itu teripang. Biasa ta’ 2 ekor (didapat 
pada puka’ miliknya atau nelayan lainnya). Gamasi satu keranjang piring harganya 
50 ribu. Kalau banjir, ikan harganya 35 ribu per keranjang. Biasa juga nyangkut ikan 
gulama. Itu biasa diijemur, baru digoreng. Ada juga dapat kakap. Tapi bukan puka’ 
begini yang ambil, yang nomor 24 itu benangnya. Kalau ini nomor 20, dari ukuran 
talinya. Kalau ini jaring talinya atau tasinya besar, tidak bisa ambil gamasi. Kalau 24 
kuat talinya. Dia tangkap kakap. Lebih besar lubangnya kalau nomor 24”. (Hasil 
wawancara pada tanggal 9 Oktober 2013, pukul 04.20 WITA). 
 
Sayangnya, jika mendapatkan kepiting pada puka’, kepiting tersebut tidak jarang 
merusak puka’ mereka, seperti pada pernyataan MS berikut: 
“Biasa dapat ikan di jaring tapi dimakan sama kepiting, ta’ dua, tiga ekor. Kayak 
rakkang itu, dikasih umpan. Biasa nyangkut kepiting jenis soja dan suji (rajungan) di 
puka’ ini. Kalau ikan diambil dari jaring biasa merusak jaring juga”. (Hasil 
wawancara pada tanggal 9 Oktober 2013, pukul 04.20 WITA). 
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Nelayan gamasi bisa mendapat ikan dari 7 sampai 10 keranjang (basket) tiap sekali 
melaut. Namun jika musimnya tiba, harga ikan-ikan tersebut murah bagi mereka. Hal itu 
dikarenakan banyaknya nelayan (pa’puka’) ikan gamasi yang beroperasi dan nelayan 
lainnya yang ikut pula menangkap ikan dengan puka’ gamasinya meskipun pekerjaan 
utamanya bukanlah nelayan gamasi, sehingga tidak sedikit warga yang memiliki cukup 
banyak persediaan ikan untuk dimakan. Harga normal ikan gamasi berkisar dari tiga 
puluh hingga lima puluh ribu rupiah per keranjang, sedangkan ikan banyara yang biasa 
ditangkap oleh nelayan gamasi berkisar 250 ribu hingga 300 ribu rupiah per keranjang 
(basket). Keranjang di sini mereka sebut dengan basket piring dengan ukuran sedang 
yang kira-kira dapat menampung 8 hingga 10 kilogram ikan. 
Selanjutnya, ketika matahari mulai tinggi dan semua ikan telah mereka pisahkan dari 
puka’ dan dimasukkan ke dalam keranjang piring, saat itu pula mereka segera kembali ke 
daratan. Saat perahu kami mendekati tepi pulau, sudah banyak orang yang berdiri 
menunggu di sana. Pemandangan tersebut tidak jarang terlihat setiap pagi. Sebagian besar 
dari mereka hendak membeli ikan-ikan yang dibawa oleh para nelayan seperti DM dan 
MS. Mereka membeli untuk dimakan sebagai lauk pauk di rumah pada hari itu bahkan 
untuk persiapan hingga esok hari. Tidak semua nelayan gamasi mau menjual ikan-ikan 
hasil tangkapannya. Contohnya saja DM dan MS. Mereka tak dapat menjual ikan-ikannya 
lantaran hasil yang didapat pada waktu itu (9 Oktober 2013) sangat sedikit. Hanya 
berkisar satu setengah kilogram ikan dengan jenis yang banyak. Bukannya pelit, namun 
bagi MS dan nelayan lainnya, sulit mendapatkan ikan pada musim sekarang. Saat bulan 
Oktober adalah waktu di mana “ikan kurang”, dengan kata lain sulit mendapatkan 
tangkapan dalam jumlah yang besar. Mereka sebut saat itu adalah musim angin timur. 
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Mereka lebih memilih untuk menjadikan ikan-ikan tersebut sebagai lauk makan mereka 
dibandingkan harus dijual kepada para tetangga. Kalau dijual mereka sulit membeli bahan 
makanan dari hasil penjualannya tersebut. Jadi lebih baik mereka memakan hasil 
tangkapannya sendiri. Inilah yang dapat saya katakan sebagai bentuk dari pertahanan 
hidup mereka sebagai nelayan, di mana pola pikir dan pola hidup yang diterapkan 
bertujuan agar tetap bertahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, khususnya 
kebutuhan akan pangan. 
Namun beda kondisinya jika musimnya telah tiba. Musim di mana ikan gamasi dan 
ikan lainnya berada dalam jumlah yang banyak adalah pada bulan November hingga 
Maret. Jika musim barat, ombak di laut besar, para nelayan pun tak dapat leluasa keluar 
untuk melaut. Mereka takut tenggelam meskipun pada waktu itu ikan dekat dari pulau 
mereka yaitu pada bulan Januari hingga bulan Mei. Sama halnya dengan pernyataan 
informan saya yang lainnya bernama MA berikut ini: 
“Kalau musim barat itu banyak-banyak ikannya. Itu mulai bulan sebelas sampai 
bulan empat. Selebihnya seperti bulan lima dan bulan enam sedikit-sedikit (ikan). 
Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, itu musim timur. Kalau angin sudah kencang 
bagus itu. Banyak ikan. Asal bisa turun (melaut). Angin kencang kalau bulan satu, 
dua, tiga. Akhir bulan empat sudah agak-agak (tidak terlalu kencang). Istilahnya dua 
jam, tiga jam pasang jaring, diangkat mi. Ada tanda-tandanya itu kalau angin 
kencang, sudah balik mi (ke daratan)”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Oktober 
2013, pukul 08.30 WITA). 
 
,dan  pernyataan MS berikut ini: 
“Kalau banyak ikan, musimnya, jatuh-jatuh begitu saja (dari jaring yang ditarik). 
Semua lubang mau dimasuki (oleh ikan). Biasa ditarik saja jaringnya (masuk ke 
perahu). Pas di pulau baru diambil ikannya dari jaring, daripada jatuh-jatuh di laut, di 
darat baru dibongkar ikannya (dilepas dari jaring). Ditarik saja jaringnya di kapal. 
Ambil ikannya di darat. Kalau ada tetangga minta, ambil saja”. (Hasil wawancara 
pada tanggal 9 Oktober 2013, pukul 04.20 WITA). 
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Bagi mereka yang bekerja tidak sendiri, seperti DM dan MS yang pergi melaut 
bersama dalam satu perahu, mereka langsung menjual hasil tangkapannya dan hasil dari 
penjualannya akan dibagi dua. 
“Kalau sudah dapat ikan, langsung dijual. Biasa banyak orang daripada ikan. Sedikit 
ikan didapat, banyak orang yang beli. Mau beli orang tapi kurang (bukan musimnya). 
Tapi kalau itu musimnya, minta, ambil saja. Orang di Salemo yang beli saja. Bukan 
pengumpul. Kalau musimnya, ada orang dari Maros dengan jolloro’ beli ikan. Bebas 
dijual di mana saja. Hasilnya (untung) dibagi dua dengan bapak (DM selaku kakak 
ipar MS).” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Oktober 2013, pukul 04.20 WITA). 
 
Jika ada hasil yang didapat dari penjualannya, maka mereka gunakan untuk 
kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dimulai dari kebutuhan pangan, pembayaran listrik 
dan air, hingga biaya pemeliharaan kapal angkut, perahu nelayan, serta alat tangkap. 
Tidak hanya itu. Saat menjelang Idul Adha, Idul Fitri, dan Maulid. Hasil dari penjualan 
tangkapan mereka ditabung untuk membeli sembako dan keperluan lainnya dalam 
menyambut hari-hari besar Islam tersebut. Selain itu, setiap bulan warga di Pulau Salemo 
menyumbang uang untuk kelanjutan pembangunan masjid. Biasa membayar 20 ribu, 30 
ribu, hingga 50 ribu untuk tiap bulannya. Mereka menyumbang dengan sukarela dan 
sesuai kemampuan masing-masing kepala rumah tangga. 
b. Nelayan Ikan Besar (Pa’puka’ Tenggiri) 
Kita berlanjut pada pembahasan nelayan ikan besar atau pa’puka’ tenggiri. 
Dikatakan seperti itu karena ikan yang mereka tangkapan umumnya jenis tenggiri dan 
ikan lainnya dengan ukuran tubuh yang besar. Puka’-nya pun beda dengan puka’ nelayan 
lainnya. Puka’ mereka terbuat dari benang. Puka’ dengan benang berwarna putih 
memiliki ukuran lubang sekitar 5 inchi sedangkan yang berwarna kuning berukuran 3,5 
inchi, seperti informan saya yang berinisial PN. Puka’ yang digunakan PN memiliki 
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panjang sekitar 300 depa dengan panjang setiap depanya kurang lebih 1,5 meter. Maka 
panjang puka’-nya dapat mencapai 450 meter dan itu tidak jauh berbeda dengan puka’ 
milik nelayan tenggiri lainnya. Bila puka’ tenggiri yang dimiliki tersangkut dan robek 
sehingga rusak, maka mereka memperbaikinya. Namun jika tak dapat diperbaiki atau 
rusak total, mereka membeli puka’ tenggiri yang baru. 
 
Gambar 2: Puka’ Ikan Besar/Tenggiri 
Saat bulan Oktober di mana akan berakhirnya musim timur dan beralih ke musim 
barat atau pancaroba, sekitar pukul 9 atau 10 malam mereka turun ke laut. Bila bulan 
gelap atau dengan kata lain bulan masuk dalam 15 harinya dan menjelang purnama, 
mereka turun pada sekitar pukul 5 sore. Hal tersebut dikarenakan jika malam tiba ikan-
ikan susah untuk ditangkap lantaran cahaya bulan memperjelas keberadaan puka’ mereka 
sehingga ikan-ikan tak masuk ke dalam puka’. Selain itu, musimnya ikan tenggiri tiba 
pada bulan Juni sampai November. Tapi mereka paling banyak mendapatkan tenggiri jika 
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menangkap pada bulan Juli hingga Agustus. Hasil ikan yang didapat pada bulan-bulan itu 
bisa mencapai 40 sampai 50 kilogram. Bukan hanya terkait musim atau bulan mereka 
menangkap. Namun pada hari-hari tertentu dalam satu bulan mereka menangkap, ada 
pula waktu khusus mereka bisa melaut. Contohnya saja MA yang bukan hanya bekerja 
menjadi nelayaN gamasi tapi juga menangkap ikan dengan puka’ tenggiri. Dia melaut 
mulai dari terangnya bulan ke satu (hari ke satu dalam bulan perhitungan nelayan) sampai 
bulan sepuluh. Jika terang bulan atau bulan purnama, para nelayan tenggiri seperti MA 
dan PN tidak turun. 
Jika mereka melaut pada sore hari, puka’ bisa diturunkan hingga 3 kali. Sekali 
diturunkan mereka menunggu sekitar 3 jam untuk ditarik kembali. Maka kurang lebih 9 
jam waktu yang dihabiskan para nelayan tenggiri untuk melaut dari sore hingga pagi hari. 
Tetapi jika menjelang bulan akan penuh atau hampir purnama, mereka hanya satu kali 
menurunkan puka’-nya ke laut. Mengapa demikian? Cara mereka seperti ini, mulai sore 
mereka sudah melihat munculnya bulan, mereka pergi saat itu juga ke laut. Kurang lebih 
waktu menunjukkan pukul 11 malam, saat itu bulan sudah hilang atau mereka sebut bulan 
sedang gelapnya, maka puka’ yang mereka turunkan sejak sore hari ditarik ke perahu dan 
mereka pun tetap mendapatkan ikan. Namun tidak menutup kemungkinan mereka 
menurunkan puka’-nya kembali jika dirasa terdapat banyak ikan saat itu. Dapat dilihat di 
sini bahwa nelayan tenggiri memiliki caranya sendiri agar bagaimana mereka tetap 
mendapatkan ikan untuk dijual esok harinya sehingga pemasukan mereka tetap ada di 
setiap hari. 
Lama sebentarnya puka’ diturunkan pun tergantung dari waktu atau musimnya serta 
kedalaman air laut tempat mereka menangkap ikan. Jarak melaut yang ditempuh mereka 
55 
 
sekitar 3 mil dari pulau dan dengan kedalaman air sekitar 15 meter dari permukaan laut. 
Menurut mereka, pada kedalaman seperti itu banyak ikan tenggiri yang bisa ditangkap. 
Kemudian, pada masalah pengeluaran biaya untuk modal bekerja, umumnya nelayan di 
Pulau Salemo memakai solar atau bensin sebanyak 5 liter untuk satu kali pulang pergi 
melaut. Begitu pula dengan PN yang menghabiskan sekitar 35 ribu rupiah untuk membeli 
solar sebanyak 5 liter. Rokoknya pun tak lupa dibeli untuk menemaninya semalaman 
melaut. Maka dapat diperkirakan 50 ribu rupiah uang yang dikeluarkan PN dan nelayan 
tenggiri lainnya jika melaut dalam semalam. Modal yang dikeluarkannya pun dapat 
kembali esok hari karena telah ditutupi dari hasil penjualan tenggiri dan tangkapan 
lainnya. 
Selain ikan tenggiri, ada pula ikan jenis lain yang ikut tertangkap pada puka’ mereka, 
seperti ikan pedang, cakalang, lari, commo’-commo’. Ikan commo’-commo’ sendiri 
memiliki panjang sekitar 5 sentimeter dan memiliki daging yang tebal. Harga tiap 
ekornya sekitar 15 ribu per kilogram sedangkan ikan cakalang diberi harga penjualan 
sekitar 20 ribu per kilogram. Sayangnya ikan pedang tidak dijual pada pengumpul karena 
ikan pedang memiliki banyak tulang dan pengumpul tak mau membeli ikan seperti itu. 
Jadi mereka hanya mengambil ikan pedang untuk dimakan seperti mengolahnya menjadi 
bakso atau diberikan kepada tetangga yang membeli atau meminta. 
Hasil tangkapan mereka tiap kali melaut tak menentu jumlahnya. Sama halnya 
dengan yang nelayan lain. Terkadang mendapatkan banyak ikan, tak jarang pula kurang 
terkecuali pada saat musimnya sedang banyak ikan. Kadang tangkapan mereka hari itu 
mencapai 10 kilogram, terkadang pula hanya 5 kilogram. Namun beda halnya jika tiba 
pada bulan Juli dan Agustus. Tangkapan mereka bisa mencapai 20 hingga 30 kilogram 
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dalam sekali menarik puka’. Bagi mereka kurang jika dalam sekali menarik puka’ hanya 
mendapatkan 10 kilogram ikan. Jadi bisa dibayangkan apabila puka’ diturunkan dan 
ditarik sebanyak 3 kali atau lebih, ikan-ikan bisa memenuhi seluruh badan perahu 
mereka. 
Penghasilan dari penjualan ikan-ikan mereka pun tidak tetap dalam satu harinya. 
Kisaran pendapatan mereka antara 200 hingga 400 ribu rupiah untuk sekali melaut. Ikan-
ikan tangkapan mereka tersebut langsung dijual kepada pengumpul atau tetangga. Namun 
ada pula nelayan tenggiri yang hanya menjual kepada satu orang pengumpul, seperti PN 
yang sudah sekitar 7 tahun menjadi nelayan tenggiri. Dia tak menjual kepada pengumpul 
lain karena memiliki sangkutan atau utang terhadap HA yang merupakan pengumpul 
kepiting dan ikan di Pulau Salemo. HA membeli ikan-ikan tenggiri PN dengan harga 22 
ribu untuk setiap kilogramnya. Walaupun ada pengumpul selain HA yang mau membeli 
ikan tangkapannya dengan harga tinggi yaitu 25 ribu per kilogramnya, PN tak bisa 
berpindah. Jika ketahuan menjual kepada pengumpul lain, dia akan dimarahi oleh HA. Ini 
merupakan bentuk dari hubungan antara punggawa dan sawinya di mana adanya 
keterikatan yang mengharuskan sawi tetap setia bekerja untuk punggawanya dan tak 
boleh bekerja dengan punggawa lain hingga keterikatan tersebut telah dilepaskan karena 
utang atau tunggakan sawi telah lunas. 
Ukuran ikan tenggiri yang didapat tidak selamanya besar. Ada pula hasil tangkapan 
mereka berukuran kecil, maka ikan tenggiri dengan ukuran kecil hanya dihargai 22 ribu 
per kilogram. Beda jika ukuran ikan tangkapannya besar, bisa dihargai 25 ribu per 
kilogramnya. Tapi ada hal yang berbeda dalam masalah penjualan dan pembelian ikan 
tenggiri antara nelayan tenggiri yang memiliki sangkutan atau utang dengan pengumpul 
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yang meminjamkan modal. Masalah itu terkait pada harga penjualan dan pembelian ikan 
tenggiri. Saya ambil contoh kasus pada transaksi ikan tenggiri dengan ukuran besar. Bagi 
nelayan yang memiliki utang dengan pemilik modal dalam hal ini pengumpul, setiap 
kilogram ikan tenggiri yang disetornya dihargai 25 ribu rupiah dan pengumpul menjual 
ke tempat di luar pulau seharga 27 ribu rupiah. Namun beda halnya dengan nelayan yang 
tidak memiliki utang dengan pengumpul. Ikan tenggiri yang dijualnya tetap dihargai 27 
ribu per kilogramnya sesuai dengan harga di pasaran. Hal tersebut dilakukan untuk 
membantu para nelayan yang berhutang agar dapat mencicil pelunasan tunggakannya 
terhadap pengumpul.  
Mereka umumnya bekerja dengan dibantu seorang teman atau sawi. Namun ada juga 
dari mereka yang bekerja sendiri. PN sendiri bekerja bersama temannya, itu jika angin 
sedang kencang. Tapi jika angin tak bertiup kencang, PN bisa melaut sendiri. PN tidak 
hanya bekerja menangkap ikan besar seperti tenggiri dan cakalang. Dia juga melakukan 
pekerjaan lain seperti menangkap kepiting dan menanam rumput laut. Pada pekerjaannya 
sebagai pa’puka’ kepiting, dalam sekali melaut rata-rata tangkapannya mencapai satu 
hingga dua kilogram kepiting dan semuanya langsung diberikan kepada HA untuk 
menutupi pinjamannya pada HA. PN menangkap kepiting dengan jaring kepiting bukan 
rakkang atau sampe. Pada sore atau malam hari dia turun ke laut untuk menangkap ikan 
dengan puka’ tenggirinya dan esok paginya dia kembali ke daratan. Dia selesai 
melakukan aktifitasnya sebagai nelayan tenggir pada sekitar pukul 7 pagi. Setelahnya dia 
beristirahat dan sarapan. Namun pada sekitar pukul 9 atau 10 dia kembali turun ke laut. 
Kali ini tidak untuk menangkap ikan melainkan menangkap kepiting dengan jaringnya. 
Jika sudah merasa cukup dan siang hari telah tiba, PN pun kembali ke daratan dan 
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beristirahat agar sore atau malam harinya dia dapat memiliki cukup tenaga untuk 
menangkap ikan lagi. Kegiatan seperti hampir setiap hari dilakukannya. Hanya saja ada 
perbedaan antara pekerjaannya sebagai pa’puka’ tenggiri dan pa’puka’ kepiting. Hal itu 
terdapat pada waktu atau musim-musim alat tangkapannya digunakan, di mana pada 
musim barat puka’ tenggiri yang dimilikinya disimpan atau diistirahatkan dulu sedangkan 
jaring kepiting hampir setiap hari digunakan dan tak mengenal musim barat maupun 
timur. PN beralasan jika musim barat tiba, angin bertiup kencang dan nelayan tenggiri 
sulit untuk melaut. Maka itu sebagian besar dari mereka melakukan pekerjaan lain seperti 
menanam rumput laut yang juga dilakukan oleh PN. Pada musim barat adalah waktu di 
mana musim hujan tiba. Sangat cocok untuk menanam rumput laut sehingga ada 
pemasukan tambahan untuk mereka. Namun pekerjaan sebagai petani rumput laut tidak 
terlepas dari pengeluaran untuk modal bekerja mereka. Dibutuhkan modal yang besar 
agar mereka dapat membeli bibit, media penanaman seperti tali dan kayu, serta modal 
untuk membayar upah pekerja yang mengikat bibit pada tali. Tidak besar dana yang 
dikeluarkan untuk bekerja sebagai petani rumput laut, tapi tidak sedikit pula keuntungan 
yang mereka dapat dari penjualan hasil panennya. 
Selama menjadi nelayan tenggiri, ada kalanya mereka libur melakukan penangkapan 
ikan. Itu terjadi jika mesin perahu mereka rusak, tiba hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan 
Maulid. Jika lebaran atau Idul Fitri, mereka bisa tidak melaut selama 3 hari berturut-turut. 
Setelah itu barulah mereka kembali menangkap ikan. Hasil dari penjualan ikan-ikan 
tenggiri mereka pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan 
pangan, pembayaran listrik dan air, pendidikan anak bagi yang memiliki anak, perawatan 
bagi mereka yang sakit, hingga sumbangan rutin masjid dan bantuan untuk para tetangga 
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bagi mereka yang mengadakan hajatan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. 
Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pola pemanfaatan hasil penjualan tangkapan yang 
dilakukan oleh nelayan tangkap lainnya. 
c. Nelayan Kepiting 
Berlanjut pada nelayan kepiting. Ada tiga jenis nelayan kepiting yang terdapat di 
Pulau Salemo. Nelayan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis alat tangkapnya, 
seperti pa’puka’ kepiting yang menangkap kepiting dengan jaring, passulo yang 
menangkap dengan sampe, dan parakkang dengan bubu bambu atau rakkang-nya. Pada 
pembahasan ini akan dibedakan antara pukat/puka’ dan jaring. Masyarakat Salemo relatif 
menyamakan antara jaring dan pukat pada alat tangkap nelayan di pulaunya. Namun 
dalam pandangan dan pemahaman saya, keduanya merupakan alat tangkap yang berbeda. 
Cara pukat beroperasi ialah dengan menurunkannya di laut dalam bentuk lingkaran 
sehingga ikan terperangkap di dalamnya dan itu dilakukan oleh para nelayan ikan kecil 
dan ikan besar (pa’puka’ gamasi dan pa’puka’ tenggiri). Berbeda dengan jaring yang 
beroperasi dengan melebarkan dan memanjangkan jaringnya seperti net sehingga biota 
laut yang menjadi sasaran dalam hal ini kepiting terjaring di dalamnya dan itu digunakan 
oleh nelayan kepiting yang akan saya bahas terlebih dahulu pada bagian ini. 
i. Nelayan Kepiting dengan Jaring (Pa’puka’ Kepiting) 
Nelayan kepiting atau pa’puka’ kepiting di Pulau Salemo awalnya menggunakan 
jaring sebagai media penangkapannya. Namun sekarang hanya beberapa nelayan kepitng 
yang masih bertahan menggunakan jaringnya dikarenakan sebagian besar dari mereka 
beralih menggunakan rakkang untuk menangkap kepiting. Mereka beralasan hasil 
tangkapan jika menggunakan rakkang lebih banyak dibandingkan menggunakan jaring. 
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Otomatis mereka lebih mendapatkan keuntungan. Namun tidak sedikit dari mereka 
ternyata bergantung dari pengumpul atau bos. Hal tersebut akan saya jelaskan pada 
bagian parakkang selanjutnya. 
Dimulai dari alat tangkapnya. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan kepiting 
tersebut untuk beroperasi di laut umumnya berjumlah 30 paya, dalam hal ini satu paya 
dikatakan satu ikat yang akan disambungkan dengan paya lainnya dalam jumlah banyak 
untuk membentuk satu jaring kepiting. Itu pun jaringnya bermacam-macam. Ada yang 
panjang, ada pula yang pendek. Ada yang menggunakan 25 meter, ada pula yang 
panjangnya hingga 50 meter. Tiap paya panjangnya sekitar lima meter jika dilebarkan. 
Ada pun pa’puka’ yang dalam satu paya pada jaringnya memiliki panjang yang berbeda. 
Itu semua bergantung dari daya beli atau keinginan pa’puka’ itu sendiri. 
 
Gambar 3: Jaring Kepiting 
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Masa maksimal pemakaian jaring kepiting adalah dua bulan. Setelah itu mereka 
menggantinya dengan yang baru. Jaring kepitingnya pun umumnya milik sendiri. Tetapi 
ada pula pa’puka’ kepiting lain yang meminjam jaring dari sesama nelayan untuk 
melakukan aktifitas penangkapan kepiting. Baik karena keinginan untuk makan kepiting 
atau untuk kebutuhan lainnya. Setiap kali melaut jaring yang dimiliki tidak jarang 
mengalami kerusakan atau robek. Mereka pun tidak begitu saja mengganti dengan yang 
baru. Tetapi diperbaiki terlebih dahulu dengan menjahitnya hingga dapat digunakan 
kembali. Sayangnya jaring kepiting mereka tidak jarang pula hilang tiap kali dipasang 
dan ditinggal untuk diambil hasilnya esok pagi. 
Pada umumnya biaya yang dikeluarkan oleh pa’puka’ di Pulau Salemo dalam 
membuat jaring kepitingnya sekitar 26 ribu untuk tiap paya atau tiap ikat talinya yang 
akan digunakan sebagai jaringnya, 6 ribu per bungkus untuk karetnya yang digunakan 
pada sekitar jaring dan itu dibeli di Makassar, namun jika dibeli di Salemo harganya 
mencapai 7 ribu per bungkusnya. Bagi YS, satu di antara informan-informan saya, biaya 
yang banyak dikeluarkan yaitu saat membeli besi sebagai pemberat jaringnya. Biaya yang 
dikeluarkan sekitar 28 ribu per kilogramnya. Itu pun jika dibeli di Makassar, tetapi jika 
dibeli di Salemo harganya bisa mencapai 30 ribu per kilogram. Belum lagi jika harus 
menyuruh orang untuk membuatnya, harganya ditambah 7 ribu untuk per kilo besinya.  
Namun YS lebih memilih membuat atau memasak besinya sendiri daripada harus 
menyuruh orang lain untuk mengerjakannya. Baginya ada untung yang didapatnya jika 
membuatnya sendiri, meskipun itu sedikit. Selanjutnya, tiap paya menggunakan 1 
kilogram batu dan setengah kilogram karet. Menurut YS, dibutuhkan biaya hingga 
ratusan ribu rupiah untuk pembuatan setiap paya jaringnya, sedangkan ada sekitar 35 
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paya yang digunakan YS untuk membentuk satu jaring kepitingnya. Maka bisa dikatakan 
YS mengeluarkan biaya lebih dari 3 juta untuk pembelian bahan baku dan pembuatan 
jaring yang dia gunakan sebagai alat tangkap kepitingnya tersebut. 
Tidak tentu kapan para pa’puka’ melaut untuk menangkap kepiting. Namun rata-rata 
pa’puka’ dan nelayan tangkap lainnya melaut pada pagi hari. Tidak terkecuali YS, sekitar 
pukul lima atau setengah enam pagi dia sudah ke laut. Jika terlambat bangun biasanya 
melaut pukul enam pagi. Ketika sudah di laut, dia pun memasang jaring kepitingnya di 
area yang dikehendaki, setelah itu esok paginya YS kembali ke laut untuk mengambil 
jaringnya dengan harapan ada kepiting yang tertangkap. Jika YS telah mengambil semua 
tangkapannya, jaringnya diturunkan atau dipasang kembali ke laut untuk diambil hasilnya 
esok pagi. Namun ada pa’puka’ yang menjaga jaringnya saat melaut dan hari itu pun dia 
pulang dan ada pula yang mengambilnya kembali untuk dipasang esok paginya. Semua 
tergantung dari kehendak dan kebutuhan akan kepiting pada masing-masing pa’puka’. 
Hal itu dia lakukan hampir setiap hari, tergantung dari kondisi alam, kemauan, dan 
kemampuan setiap pa’puka’ untuk menangkap kepiting. Terkait dengan kondisi alam. 
Contohnya saja jika angin bertiup kencang, khususnya sekitar pada bulan November 
hingga April. Saat itu mereka sebut dengan musim barat. Bagi mereka angin sedang tak 
bersahabat sehingga mereka pun tak berani untuk menurunkan perahunya ke tengah laut. 
Mereka khawatir angin kencang dan ombak yang deras menghanyutkan perahu mereka, 
merusak alat tangkap yang mereka gunakan bahkan menenggelamkan mereka. 
Berhubungan dengan musim menangkap kepiting, tidaklah menentu. Bagi mereka 
untuk menangkap kepiting tidak dibutuhkan waktu atau musim tertentu. Maka dapat saya 
katakan bahwa setiap hari kepiting dapat ditangkap oleh nelayan di Pulau Salemo. Tidak 
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perlu menunggu kapan musimnya kepiting dapat diperoleh karena setiap hari kepiting 
ada untuk ditangkap, meskipun jumlahnya tak dapat diperkiraan oleh mereka. Berbeda 
halnya dengan ikan kecil seperti gamasi dan ikan besar seperti tenggiri yang perlu 
menunggu musim tertentu agar mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak ikan. 
Pada area penangkapan kepiting, mereka terkadang menempuh jarak yang jauh dari 
pinggir Pulau Salemo untuk memasang jaring kepitingnya. Jaraknya sekitar 3 mil dari 
pulau. Tetapi jika musim angin kencang atau musim barat datang, sebagian besar dari 
mereka tidak menempuh jarak yang jauh untuk melakukan penangkapan kepiting 
melainkan hanya di sekitar Pulau Salemo. Bahan bakar yang digunakan pun tidak 
menentu dalam sekali melaut. Jika jarak yang akan ditempuh untuk menjaring kepiting 
jauh dari pulaunya, banyak pula solar atau bensin yang digunakan. Jika dekat atau sekitar 
pulau, sedikit pula solar yang dihabiskan. Begitu pula dengan YS yang menggunakan tiga 
hingga lima liter solar dalam sekali melaut (pulang dan pergi). Harga jual tiap liter solar 
di Pulau Salemo berkisar antara 6.500 hingga 7.000 rupiah. Maka biaya yang dikeluarkan 
untuk pembeliannya sekitar 35 ribu rupiah, ditambah lagi dengan pembelian rokok, maka 
sekitar 50 ribu rupiah dana yang YS keluarkan setiap kali melaut, begitu pula dengan 
pa’puka’ lainnya yang pada umumnya merokok saat bekerja. 
Selanjutnya pada alat transportasi untuk melaut. Perahu yang digunakan mereka 
umumnya mengeluarkan biaya sekitar dua juta rupiah dalam pembuatannya. Itu pun 
perahu dengan ukuran paling kecil. Berbeda dengan perahu dalam ukuran lumayan besar 
seperti jolloro’ yang menghabiskan dana sekitar 30 juta. Contohnya saja DM yang 
mengeluarkan biaya sekitar 2 juta rupiah untuk membuat perahunya. Modal untuk 
membuat perahu dia peroleh dari hasil kerja kerasnya sebagai nelayan kepiting dan 
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pekerjaan lainnya. Dia tidak meminjam di bos atau pengumpul. Berbeda dengan YS. 
Biaya untuk membeli perahu dan kelengkapan melaut lainnya didapat dari meminjam 
modal pada seorang pengumpul kepiting di Pulau Salemo, sebut saja HA. Tidak hanya 
YS, pada umumnya nelayan di sini pun meminjam modal uang pada HA. 
Pada masalah biaya perbaikan, ada dari mereka yang menggunakan dana sendiri 
untuk memperbaiki perahu dan jaring. Tetapi ada pula yang meminjam dana pada 
pengumpul. Jika jaring yang dimiliki hanyut, mereka membeli jaring kepiting yang baru. 
Tapi jika rusak atau robek, mereka biasanya memperbaikinya atau menjahitnya. Pernah 
YS menyuruh orang lain untuk memperbaiki jaringnya yang robek. Biaya perbaikannya 
saja mencapai 8 ribu rupiah untuk setiap paya atau ikatnya, sedangkan hasil tangkapan 
kepiting dari jaringnya tersebut tidak cukup untuk menutupi biaya perbaikan yang dia 
keluarkan. Jadi YS lebih memilih memperbaiki jaringnya sendiri atau istri dan anaknya 
yang membantu memperbaikinya. Begitu pula dengan perahu, jika ingin diperbaiki, 
mereka menaikkan perahunya ke daratan seperti yang dilakukan DM. Dibutuhkan waktu 
sekitar dua setengah bulan dalam masa perbaikannya karena perlu dikeringkan, dicat, dan 
sebagainya. Bagi DM, perahu itu tak selamanya dipakai. Maka ada kalanya setiap alat 
yang mendukung pekerjaan para nelayan memerlukan waktu istirahat untuk perbaikan, 
perawatan, dan pemudaan kembali agar pekerjaan mereka sebagai nelayan dapat lebih 
dipermudah dengan alat yang dimiliki dan memberi pengaruh baik pula pada hasil 
tangkapan mereka. 
Berbicara mengenai hasil tangkapan, dalam sekali melaut hasil yang didapatkan tidak 
menentu. Terkadang banyak kepiting yang terjaring, terkadang pula sedikit bahkan 
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pernah ada yang hanya mendapat satu ekor kepiting di jaringnya seperti pernyataan DM 
berikut: 
“Tidak tentu juga dapat kepiting. Biasa sekalinya ada. Biasa tidak ada. Tidak kayak 
ikan kalau keluar. Justru kalau pas ada (kepiting) kan lama di laut. Biasa sampai jam-
jam dua belas (malam) baru pulang”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 
2013, pukul 09.11 WITA). 
 
Pa’puka’ kepiting di Pulau Salemo hampir setiap hari menangkap kepiting terkecuali jika 
harus memperbaiki jaring atau perahunya, terserang penyakit atau memiliki urusan lain. 
Hasil tangkapannya pun berkisar antara dua hingga lima kilogram setiap kali melaut dan 
YS mengalami hal yang sama. Hasil tangkapan yang didapat mereka, dimasukkan ke 
dalam basket berbahan styrofoam atau keranjang dari jerigen bekas. Hasil kepiting yang 
diperoleh ada yang langsung dijual kepada pengumpul di Pulau Salemo dan pulau di 
sekitarnya, ada pula yang menyimpannya di rumah. Contohnya saja YS. Selain dijual, 
terkadang dia mengambil satu hingga dua kilogram kepiting tangkapannya untuk 
dimakan bersama anggota keluarganya atau untuk menjamu tamu yang datang dari luar 
pulau. 
Harga kepiting yang dibeli oleh pengumpul berkisar antara 22 hingga 23 ribu rupiah 
per kilogram. Selain itu pengumpul yang terkenal di Pulau Salemo adalah HA. Sebagian 
besar nelayan kepiting, baik pa’puka’, passulo, mapun parakkang menjual kepiting-
kepitingnya kepada HA. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar nelayan kepiting di 
Pulau Salemo bergantung pada HA yang sering memberikan pinjaman dana untuk modal 
mereka bekerja sebagai nelayan. Begitu pula dengan YS yang sudah hampir 16 tahun 
menjadi pa’puka’ kepiting. Hasil tangkapannya dijual pada HA. YS tak menjual ke 
pengumpul mana pun karena sejak awal menjadi pa’puka’, dia sudah bergantung pada 
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HA yang membantunya dalam hal permodalan alat tangkap dan perahu. Terkecuali jika 
YS dan anggota keluarganya membutuhkan kepitingnya untuk mereka makan atau 
menjamu tamu yang datang dari luar pulau, akan dia ambil satu hingga dua kilogram 
kepitingnya tersebut. Namun berbeda dengan DM yang sudah langganan menjual 
tangkapannya kepada HA meskipun dia tak memiliki tunggakan atau hutang pada 
pengumpul tersebut. 
Hasil dari penjualan kepiting mereka tersebut digunakan untuk menutupi utang pada 
pengumpul dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti kebutuhan makan dan 
minum, membayar tagihan listrik atau pemeliharaan kesehatan jika mereka atau ada 
anggota keluarganya yang sakit hingga pemenuhan modal lainnya untuk pekerjaan 
mereka sebagai nelayan, dan masih banyak lagi kebutuhan hidup mereka yang ditutupi 
dari hasil mereka menjual kepiting-kepiting tersebut. Berkaitan dengan masalah 
pembiayaan kesehatan, mereka yang biasa menyetor atau menjual kepiting-kepitingnya 
pada HA tak dapat meminjam uang kepadanya jika beralasan untuk pembayaran 
pemeliharaan kesehatan atau ada anggota mereka yang sakit dan uang mereka tak cukup 
untuk biaya kesehatan. Mereka hanya dapat meminjam kepada pengumpul tersebut jika 
uang yang dipinjam akan digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan 
pekerjaannya sebagai nelayan, seperti untuk membeli jaring yang baru jika jaring 
sebelumnya hanyut atau hilang dan biaya perbaikan perahu. 
ii. Nelayan Kepiting dengan Sampe (Passulo) 
Awalnya saya berpikir passulo adalah nelayan yang menangkap kepiting dengan 
menusuk satu di antara bagian tubuh kepiting yang akan ditangkapnya. Namun ternyata 
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dugaan saya salah. Passulo tak menangkap kepiting dengan cara tersebut melainkan 
menyaring dengan alat yang mereka sebut sampe. Alat tangkap ini terlihat sederhana. 
Mereka cukup bermodalkan bambu panjang, besi secukupnya, dan jaring. Tak lupa 
mereka menggunakan strongkeng atau lampu minyak yang merupakan alat bantu 
penerang mereka saat beroperasi. 
Passulo menggunakan dua bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 1,5 meter. 
Bambu yang pertama, pada satu ujungnya dipasangkan jaring dengan diameter sekitar 50 
sentimeter hingga 1 meter yang pinggirnya telah dipasang kerangka besi untuk memberi 
bentuk pada jaring, sedangkan bambu yang kedua tak dipasangkan dengan benda apapun. 
Bambu kedua digunakan untuk membantu bambu pertama agar kepiting yang akan 
ditangkap dapat masuk dengan mudah pada jaring di bambu pertama. Saya sepertinya 
merasa sulit untuk menjelaskannya secara detail. Maka itu saya perlihatkan gambar 
sampe di bawah ini agar pembaca dapat lebih memahami seperti apa bentuk dari sampe 
tersebut. 
 
Gambar 4: Sampe/tanggo yang digunakan passulo untuk menangkap kepiting. 
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Jangka waktu awetnya pemakaian sampe tergantung dari bagaimana pemiliknya 
menggunakan alat tersebut. Sampe jarang mengalami kerusakan. Bertahun-tahun sampe 
dapat digunakan, kecuali jika hilang atau jatuh saat membawa perahu berlayar. Apabila 
hal tersebut terjadi, passulo membuat sampe yang baru. Biayanya pun tak banyak, cukup 
dengan uang sekitar 30 ribu, mereka sudah bisa membeli bambu dan troll-nya (jaring). 
Besinya pun jarang dibeli, terkadang hanya mengambil besi yang ada di sekitar rumah 
mereka. Selain itu,seringkali lampu minyak yang digunakan pun mengalami kerusakan, 
apalagi saat mereka beroperasi hal tersebut tak jarang terjadi. Biaya perbaikannya pun 
minimal 100 ribu rupiah. Jika membeli lampu minyak yang baru bisa menghabiskan dana 
hingga 200 ribu.  
Bahan bakar minyak yang digunakan passulo tidak lebih dari dua liter, bahkan ada 
yang hanya memakai satu liter bensin. Mereka cukup menggunakan satu liter untuk 
perahunya dan satu liternya lagi untuk strongkeng. Terkadang pula mereka tak 
menyalakan mesin perahunya. Cukup mendayung mereka sudah sampai di tempat 
kepiting-kepiting yang akan ditangkap. Jarak tempuh mereka pun tak begitu jauh, tidak 
sama dengan nelayan tangkap lainnya. Area tangkap passulo hanya berkisar 100 meter 
hingga 200 meter dari pinggir pulau. Mereka sering menangkap kepiting-kepiting yang 
bersembunyi atau yang keluar dari balik batu karang. Selanjutnya, malam hari adalah 
waktu di mana para passulo beroperasi. Menurut mereka kepiting bermunculan pada 
malam hari dan tak dapat melihat dengan jelas atau mengetahui keberadaan mereka yang 
akan menangkap. Selain itu beberapa passulo di Pulau Salemo memiliki pekerjaan lain 
pada pagi dan siang hari. Namun tidak setiap malam mereka melaut untuk massulo. 
Mereka melihat kondisi angin bertiup pada malam itu. Jika angin tak bersahabat atau 
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dengan kata lain bertiup kencang, maka mereka tak dapat turun ke laut untuk massulo. 
Menurut mereka, susah menangkap kepiting jika angin bertiup kencang, kepiting susah 
dilihat karena air laut bergelombang, dan pastinya mereka khawatir akan keselamatan 
diri. Jika hal tersebut terjadi, maka passulo memutuskan untuk beristirahat atau bermain 
kartu dengan sesama nelayan dan para tetangga untuk mengusir rasa bosan dan penat 
mereka. Passulo pun tidak sampai pagi beroperasi di laut, cukup satu hingga dua jam 
mereka menangkap kepiting, setelahnya mereka kembali ke rumah. Mereka merasa satu 
hingga dua jam sudah cukup untuk menangkap kepiting dan tak semuanya dapat 
ditangkap. Bagi mereka mulai dari jumlahnya yang sudah berkurang hingga jenis 
kepiting yang belum waktunya untuk ditangkap (masih kecil) yang menjadi alasan 
mereka tak berlama-lama di laut. Namun jika kepiting sedang banyak-banyaknya dan 
mereka sudah waktunya untuk ditangkap (sudah besar dan banyak dagingnya), mereka 
bisa lebih dari tiga jam di laut. Hal itu merupakan suatu keuntungan dan berkah bagi 
mereka. 
Hampir semua nelayan kepiting memiliki bos atau punggawanya masing-masing. 
Namun selama saya di Salemo, saya belum menemukan passulo yang memiliki bos 
seperti nelayan kepiting pada umumnya. Contohnya saja PH yang lebih memilih bekerja 
secara mandiri tanpa berutang atau meminjam modal untuk mendukung pekerjaannya 
sebagai passulo. Mengapa demikian? Berikut alasan PH: 
“ Kalau saya tidak (pinjam modal pada bos). Tidak terikat. Takut. Lebih baik saya 
mandiri. Lebih baik saya istilahnya sedikit-sedikit didapat yang penting tidak 
dibebani. Itu kan barang rusak, bukan barang hilang. Kalau hilang bagaimana? (alat 
tangkap dan perahu). Nah utang belum lunas. Kalau kita punya utang itu kadang-
kadang saya lihat (nelayan lain) kalau mau istirahat, turun lagi (melaut). Terikat. Itu 
kalau ada harga mahal, tidak bisa kita pindah (ke orang yang mau beli kepiting 
dengan harga tinggi). Ada pembeli baru, mahal, tidak bisa kita pindah karena kita 
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sudah terikat di sini (pada satu bos). Jadi kalau tidak terikat, siapa yang mahal, di situ 
dibawa”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 2013, pukul 16.00 WITA). 
Maka dengan kata lain, PH beranggapan tak bebas jika nelayan memiliki ikatan dengan 
satu bos tertentu yang di mana nelayan tersebut memiliki utang sehingga tidak dapat 
dengan bebas menjual hasil tangkapannya kepada orang yang menawarkan harga lebih 
tinggi daripada bosnya tersebut.  
Passulo pada umumnya bekerja sendiri, tidak berdua atau berkelompok jika massulo. 
Modalnya pun modal sendiri seperti PH dan dia bebas menjualnya kepada siapapun 
terutama bagi mereka yang mau membeli hasil tangkap kepiting milik PH dengan harga 
yang tinggi. PH berpendapat pasti mereka membeli kepitingnya karena khususnya para 
pengumpul sangat membutuhkan pasokan kepiting yang akan dijual kepada pembeli 
lainnya yang berada di luar Pulau Salemo, seperti perusahaan-perusahaan tertentu yang 
berada di Makassar. Namun ada pula pengumpul atau bos yang tidak mau membeli 
kepiting dari nelayan-nelayan yang menawarkan hasil tangkapannya. Hal itu terjadi jika 
ada nelayan tertentu yang masih memiliki utang atau ikatan dengan pengumpul atau bos 
lainnya sehingga dikhawatirkan terjadi konflik antarpengumpul dan tidak menutup 
kemungkinan nelayan yang menjual kepada pengumpul lain akan diambil kembali perahu 
atau jolloro’ yang digunakan nelayan tersebut. Hal itu lumrah dikarenakan nelayan yang 
masih memiliki tunggakan atau ikatan dengan satu pengumpul seharusnya menjual 
kepitingnya kepada pengumpul tersebut hingga utangnya lunas dan tidak memiliki ikatan 
lagi. Setelahnya barulah dia bebas menjual hasil tangkapannya ke pengumpul lain atau 
pembeli manapun. Pola hubungan antara nelayan dan pengumpul tersebut merupakan 
pola hubungan antara punggawa dan sawi, di mana bos atau pengumpul berperan sebagai 
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punggawa atau pemilik modal dan nelayan adalah sawinya yang meminjam modal atau 
bekerja untuk punggawanya itu. 
Hasil tangkapan para passulo tidak menentu setiap malamnya. Ada yang 
mendapatkan satu kilogram, dua kilogram. Jika mereka beruntung, lima hingga delapan 
kilogram kepiting dapat mereka peroleh pada satu malam melaut. Kepiting yang mereka 
tangkap langsung dijual pada pengumpul yang mau membelinya. Setiap kilogram 
kepiting dihargai antara kisaran 22 ribu hingga 23 ribu rupiah. Namun jika ada acara 
tertentu, tamu, atau mereka memang sedang ingin makan kepiting, tangkapannya tersebut 
dikonsumsi sendiri atau diberikan kepada tamu yang datang dari luar pulau. Tergantung 
dari mereka, ingin langsung dijual ke pengumpul atau dikonsumsi sendiri. Itu semua 
pilihan mereka dan inilah bentuk dari kebebasan para nelayan di Salemo. Mereka bebas 
bagaimana memanfaatkan hasil tangkapannya. Apakah mereka akan menjualnya kepada 
pengumpul untuk melunasi utangnya ataukah mereka hanya konsumsi untuk memenuhi 
kebutuhan pangannya, atau bahkan mereka memberikan kepada tetangga dan tamu-tamu 
yang berkunjung. Itu semua adalah pilihan mereka sendiri. Sama halnya dengan 
pernyataan PH berikut: 
“Cuma dijual di pengumpul sini (kepitingnya). Kadang kalau ada acara, tamu, 
dimakan hasil tangkapan sendirinya. Kadang juga dimakan biar tidak ada tamu. 
Pengen juga, ya makan. Kita yang cari. Kenapa susah-susah kita beli. Ada, makan 
saja”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 2013, pukul 16.00 WITA). 
 
Hasil dari penjualan kepiting mereka gunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-
hari, seperti makan, minum, pembayaran listrik dan air, pemeliharaan kesehatan, 
pemeliharaan alat tangkap dan perahu, perbaikan rumah, sumbangan rutin warga untuk 
pembangunan masjid, kebutuhan sekolah anak meskipun biaya sekolah di Salemo gratis 
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namun diperlukan untuk pembelian kebutuhan perlengkapan sekolah, hingga sumbangan 
untuk tetangga yang mengadakan acara, baik pernikahan, sunatan, aqiqah hingga jika ada 
tetangga yang melahirkan mereka membeli perlengkapan bayi dan sabun cuci untuk 
disumbangkan kepada ibu yang baru melahirkan. Semua itu adalah sebagian kecil dari 
bentuk kehidupan para nelayan dan warga lainnya di Pulau Salemo. Maka dilihat pula 
bagaimana mereka menjalin suatu hubungan antarsesamanya di pulau tersebut. 
iii. Nelayan Kepiting dengan Rakkang (Parakkang) 
Rakkang adalah satu di antara tiga alat tangkap kepiting di Pulau Salemo, setelah 
jaring yang digunakan oleh pa’puka’ dan sampe yang digunakan oleh passulo. Rakkang 
di Pulau Salemo terbuat dari bambu, jaring, dan semen. Bambu digunakan sebagai 
kerangka untuk membentuk jaring yang akan digunakan untuk menangkap kepiting yang 
masuk ke dalam rakkang tersebut, sedangkan semen dipasang pada bagian dasar rakkang 
untuk pemberat sehingga rakkang tak mudah terbawa oleh arus dan rusak. Semen dibuat 
dalam bentuk bundar atau lingkaran sehingga mudah untuk disatukan pada jaring yang 
telah dipasang pada kerangka bambu. Maka jadilah rakkang yang biasa digunakan oleh 
sebagian besar nelayan kepiting di Pulau Salemo. Rakkang bisa saya katakan sebagai 
primadona alat tangkap alternatif di kalangan nelayan Pulau Salemo. Mengapa demikian? 
Hal itu dikarenakan sebagian besar nelayan di pulau ini, khususnya nelayan kepiting, 
menggunakan rakkang sebagai alat tangkap mereka. Hasil kepiting yang ditangkap 
dengan rakkang pun lebih banyak jika dibandingkan dengan menggunakan jaring 
kepiting. 
Sebelum adanya rakkang di Pulau Salemo, sudah ada alat tangkap kepiting yang 
mirip fungsi kerjanya, yakni bubu yang terbuat dari besi. Bubu awalnya diperkenalkan 
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oleh seorang pengumpul kepiting di pulau itu, sebut saja PB. Awalnya dia membeli bubu 
besi tersebut dari Pasuruan, Jawa Tengah. Kemudian dia mencoba untuk menerapkannya 
di pulau ini. Pertama kali diperkenalkan, belum ada nelayan yang tertarik untuk 
menggunakannya. Mereka berpikir masih banyak ikan di laut dan jaring kepiting mereka 
masih bisa digunakan untuk menangkap kepiting, jadi tak perlu untuk mengganti alat 
tangkap dengan jenis baru. Namun setelah mereka merasa ikan mulai berkurang, hasil 
tangkapan mulai menurun, beberapa dari mereka pun beralih ke bubu besi. Bukti 
nyatanya seperti yang dialami PM, seorang informan saya yang sekarang berprofesi 
sebagai parakkang. Hanya 30 buah bubu yang digunakan PM pertama kalinya. Namun 
setelah melihat hasil tangkapan kepitingnya banyak daripada saat menangkap dengan 
jaring kepiting, PM mulai menambah jumlah bubunya. Sayangnya bubu yang digunakan 
tidak bertahan lama karena dalam jangka waktu 2 tahun sudah mengalami korosi atau 
berkarat. Maka itu, berawal dari keterampilan nelayan bugis seperti nelayan di Pulau 
Salemo yang memodifikasi bubu. Terciptalah rakkang yang fungsinya tetap sama seperti 
bubu. Hanya saja bahan baku pembuatan dan jangka lama pemakaiannya berbeda. Bubu 
dalam kurun waktu 2 tahun sudah tidak dapat digunakan sedangkan rakkang bisa 3 
sampai 5 tahun masa pemakaiannya. Meskipun sesekali ada satu atau dua buah rakkang 
yang harus diperbaiki atau diganti yang baru karena bambunya patah atau jaringnya 
robek. Biaya pembuatannya berbeda pula. Bagi mereka bubu besi yang berukuran 
segiempat tersebut mahal. Harganya sekitar 35 ribu per buah, sedangkan rakkang per 
buahnya hanya 10 ribu rupiah. Itu sudah termasuk bambu, jaring, dan semen sebagai 
pemberatnya. Maka dengan begitu mereka dapat menghemat biaya pengeluaran untuk 
pembuatan dan perbaikan alat tangkap. 
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Gambar 5 dan 6 : Bubu besi dan rakkang. 
Rakkang yang dimiliki kebanyakan dibikin sendiri. Jumlah rakkang yang dimiliki 
setiap parakkang pun berbeda. Ada yang memiliki 300 rakkang, 350, 400, bahkan ada 
yang mempunyai 500 rakkang di Pulau Salemo. Semua itu tergantung dari kemampuan 
finansial dan tenaga parakkang masing-masing serta kemampuan setiap perahunya untuk 
menampung rakkang pada kapasitas tertentu. Contohnya saja, jika perahunya besar 
seperti jolloro’ yang dimiliki PM dan PA, dapat menampung hingga 600 rakkang. 
Namun jika ukuran perahunya seperti bala-bala yang dimiliki PU, hanya dapat 
menampung sekitar 350 rakkang dalam sekali angkut, seperti pernyataannya berikut: 
“Punya rakkang 350 biji. Dari kemampuannya saja orang. Dari kapalnya. Kalau 
kapalnya bisa muat segitu, orangnya kuat, nah (bisa banyak-banyak rakkang yang 
dipakai). Ada yang 700 buah, orang Sagara. Salemo, ada nekayan yang pakai 500 
buah. Dari anggotanya ji orang. Kalau ada anak buahnya. Kalau sendiri-sendiri 
paling dia kuasai 400 buah. Macam saya ini kasihan. Kalau pagi kan anakku sekolah. 
Tidak bisa diganggu karena masuk pagi semua. SMP. Jadi kalau sore ditemani saja 
pasang umpan untuk rakkang. Kalau pagi-pagi sendiri kerja”. (Hasil wawancara pada 
tanggal 8 Oktober 2013, pukul 16.00 WITA). 
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Tidak ada pula batasan di Pulau Salemo mengenai jumlah rakkang yang dimiliki para 
parakkang. Mereka bebas menggunakan berapa banyak rakkang dalam kegiatannya 
menangkap kepiting, dengan catatan tidak mengganggu kegiatan menangkap parakkang 
dan nelayan lainnya.  
Rakkang yang dimiliki PM dan PA memiliki tanda atau pelampung di tiap ujung tali 
rakkang-nya. Jarak tiap rakkang yang satu dengan lainnya sekitar 6 depa atau sekitar 7 
meter. Setiap tanda dibatasi 100 buah rakkang. Maka ada 6 buah pelampung yang 
digunakan PM dan PA untuk menandai semua rakkang-nya. Hal itu bertujuan agar 
rakkang mereka mudah diketahui dan ditemukan jika sudah saatnya untuk dianggkat dan 
diambil hasilnya. Selain itu, berfungsi untuk rakkang tidak hanyut atau hilang karena 
gelombang air laut. Masuk pada area, jarak antara pinggir pulau ke tempat PM dan PA 
menurunkan rakkang-nya saat itu (10/10) yakni sekitar 3 mil atau sekitar 3 kilometer 
dengan kedalaman air laut sekitar 13 meter dari permukaan air laut. Ada pula parakkang 
lainnya seperti PM dan MN menurunkan rakkang-rakkang-nya pada jarak yang lebih 
jauh sehingga mereka pergi dari rumah lebih awal, sekitar pukul 4 pagi (saat itu PM dan 
MN berangkat pukul 05.39 WITA).  
Para parakkang tidak mengenal musim untuk melaut. Kalau pun tiba musim barat 
dan angin saat itu bertiup kencang, hasil tangkapan mereka pun bisa lebih banyak dari 
hari-hari biasanya. Hampir setiap hari mereka menurunkan rakkang-nya untuk 
menangkap kepiting. Mereka baru beristirahat jika tidak ada umpan, harus memperbaiki 
perahu atau rakkang-nya, menyambut hari raya besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul 
Adha, atau karena ada urusan di luar pulau yang harus mereka selesaikan. Selama mereka 
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masih memiliki tenaga serta dana untuk membeli umpan dan bahan bakar perahunya, 
selama itu pula mereka tetap ma’rakkang. Sebagai contoh, PM dulu memiliki hampir 
semua alat tangkap. Mulai dari jaring kepiting, puka' ikan gamasi, puka’ ikan tenggiri, 
sampai rakkang. Namun faktor umur dan keterbatasan tenaga yang menyebabkan PM 
hanya fokus pada satu alat tangkap, yakni rakkang. Kalau pun harus menggunakan puka’ 
ikan gamasi atau puka’ tenggirinya, itu tidak lain hanya untuk mencari umpan agar dapat 
mengoperasikan rakkang-nya. 
Umpan yang mereka gunakan berasal dari sumber daya di laut juga, seperti ikan dan 
gurita. Harga setiap keranjang piring umpan yang dijual berkisar 30 ribu sampai 40 ribu 
rupiah dengan berat sekitar 10 kilogram umpan. Umpan yang dibeli tersebut digunakan 
selama dua hari. Maka dalam sekali melaut, umpan yang mereka gunakan sekitar 5 
kilogram. Jika umpan yang dibutuhkan tidak ada untuk ditangkap atau dirasa ikan kurang 
jika harus turun melaut, mereka membeli umpan pada penjual di Pulau Salemo. Mereka 
melihat adanya perbedaan antara parakkang di pulau mereka dengan pulau tetangganya, 
Sagara. Parakkang di pulau tersebut sudah disediakan terlebih dahulu umpan oleh 
pengumpulnya atau bosnya sehingga mereka tak perlu repot mencari umpan, sedangkan 
di pulau mereka sendiri pengumpul atau bos tidak menyediakan umpannya. Maka 
parakkang yang memiliki pengunpul di Salemo harus mencari umpan terlebih dahulu 
untuk dipasang di rakkang-nya. 
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Gambar 7: alat-alat yang digunakan parakkang berupa perahu/jolloro’, rakkang (alat tangkap 
kepiting), puka’ gamasi (untuk menangkap umpan), dan bambu-bambu yang sudah dipasang umpan. 
 
Masuk ke pembiayaan. PM telah menghabiskan dana sekitar 5 juta rupiah untuk 
membuat rakkang-rakkang-nya. Belum lagi perahu yang dikendarainya yang juga 
membutuhkan dana tidak kalah banyak. Perahu yang mereka kendarai untuk melaut rata-
rata mengalami perbaikan atau peremajaan sebanyak sekali dalam dua bulan, sedangkan 
rakkang tergantung dari kondisinya. Apakah saat itu mengalami kerusakan atau tidak. 
Jika ada rakkang yang rusak, mereka langsung menggantinya. Kebanyakan kerusakan 
terjadi pada bambu yang digunakan sebagai penegak untuk terbentuknya rakkang. 
Bambu tidak jarang patah ketika diturunkan atau ditarik di laut. 
Tidak jauh berbeda dengan nelayan lainnya di Pulau Salemo. Hasil tangkapan 
mereka setiap kali melaut tidak dapat dipastikan. Jumlahnya berkisar 4 kilogram hingga 
10 kilogram dalam sekali menurunkan rakkang-nya. Semua kepiting dijual juga kepada 
pengumpul-pengumpul di Pulau Salemo atau di pulau sekitarnya seperti Pulau Sagara. 
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Kalaupun ada yang tidak dijual sekitar 3 sampai 4 ekor kepiting atau udang besar seperti 
lobster, mereka bawa pulang untuk dikonsumsi bersama anggota keluarga atau tamu yang 
datang dari luar pulau. 
Modal yang digunakan parakkang untuk membuat perahu dan rakkang yang 
berjumlah ratusan tersebut, kebanyakan berasal dari pinjaman kepada pengumpul, 
sehingga setelah melaut dan mendapatkan kepiting, semuanya langsung dijual kepada 
pengumpul tersebut. Mereka tidak bisa menjual kepada pengumpul yang bukan bosnya. 
Itulah sebabnya mengapa semua parakkang di Pulau Salemo mempunyai bosnya masing-
masing. Selain itu, hasil dari penjualan kepiting-kepiting mereka diambil sebagian untuk 
memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagian lagi untuk melunasi pinjamannya yang 
langsung diberikan kepada pengumpul saat menjual. 
Berlanjut pada pola penangkapan oleh parakkang. Saat saya mewawancarai PM dan 
menantunya PA, banyak kepiting yang tertangkap di rakkang dibuang begitu saja. Ketika 
saya tanyakan mengapa, mereka hanya menjawab seperti berikut: 
“Masih kecil dan kalau pun dijual susah karena dagingnya masih sedikit”. (Hasil 
wawancara pada tanggal 8 Oktober 2013, pukul 16.00 WITA). 
 
Inilah suatu bentuk dari kepedulian nelayan di Pulau Salemo terhadap lingkungannya. 
Mereka tidak dengan rakus meraup semua hasil laut yang mereka dapat. Kepiting-
kepiting yang mereka pikir masih bisa berkembang biak dibiarkan begitu saja dan tidak 
diambil untuk dijual meskipun sudah terperangkadi rakkang mereka. Selain itu, harga 
yang diberikan untuk menjual kepiting-kepiting tersebut rendah sehingga percuma bagi 
mereka untuk tetap mengambil kepiting yang masih kecil itu. 
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d. Nelayan Pancing Rawe 
Setelah pembahasan mengenai nelayan ikan besar dan kecil. Sekarang kita masuk 
pada nelayan ikan yang terakhir. Nelayan yang satu ini tidak menggunakan puka’ ikan 
atau jaring kepiting, melainkan dengan pancing yang disebut pancing rawe. Nelayan 
pancing rawe di Pulau Salemo hanya berkisar 2 sampai 3 orang karena sebagian besar 
nelayan di Pulau Salemo memilih menggunakan puka’ ikan, jaring kepiting atau rakkang 
untuk melakukan penangkapan di laut. Data yang saya peroleh berasal dari hasil 
wawancara saya dengan dua nelayan pancing rawe di pulau ini, yaitu PB dan NM. Hanya 
mereka berdua yang saya dapatkan masih setia dengan alat tangkapnya itu. Sayangnya 
seorang lagi tidak dapat saya temui untuk diwawancarai. 
Alat yang mereka gunakan berupa ratusan mata pancing yang tajam dengan tiap mata 
pancingnya disambungkan dengan seutas tali tasi yang kuat. Bila hendak melaut, alat 
transportasi yang mereka kendarai menuju lokasi penangkapan adalah jolloro’ atau bala-
bala. Setiap mata pancingnya diberi jarak 2 depa atau sekitar 2 meter. Jadi bila mata 
pancing yang dimiliki sekitar 200 mata pancing seperti milik PB, maka panjang 
keseluruhannya sekitar 600 depa atau 600 meter. Jika susunannya tidak cocok atau tidak 
beraturan bisa membahayakan mereka karena tidak menutup kemungkinan mata 
pancingnya dapat melukai kulit. Selain itu jika tak tersusun rapi tiap mata pancingnya, 
pancing rawe mereka tidak bisa diturunkan ke laut karena panjang mata pancingnya 
memanjang ke bawah dan harus dibentangkan ke laut secara teratur atau bersusun. 
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 Gambar 7: Pancing rawe dengan ratusan mata pancingnya. 
Area penangkapan mereka biasanya di sekitar Pulau Salemo, bahkan NM sering 
menangkap di daerah Samatallu. PB sendiri memancing pada kedalaman 4 meter dan 
berlokasi di dekat karang. 
“4 meteran (kedalam laut untuk memancing). Di dekat-dekat sini saja. Biasa di atas 
karang-karang begini. Di tebingnya ini dibentang biasa (pancingnya)”. (Hasil 
wawancara pada tanggal 12 Oktober 2013, pukul 08.44 WITA). 
 
Setelah shalat maghrib biasanya nelayan pancing rawe mulai melaut. Mereka dapat 
memancing hingga pagi. Contohnya saja NM yang melaut dengan anaknya dari sekitar 
pukul 8 malam hingga 8 pagi. Tapi itu semua tergantung dari kemampuan mereka atau 
jumlah umpan yang dimiliki. Tergantung pula dari kondisi cuacanya. Jika angin 
berhembus kencang atau ikan dilihat kurang banyak untuk ditangkap, mereka lebih cepat 
pulang dari biasanya. Namun bila ikan tangkapan berjumlah banyak ketika menarik 
pancing yang sebelumnya diturunkan pertama kali, maka tidak menutup kemungkinan 
mereka bisa menurunkan pancingnya hingga dua kali dan baru pulang bila matahari 
sudah terbit alias keesokan harinya. 
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Hampir setiap hari mereka melaut dengan pancing rawenya. Namun ada kalanya 
mereka tidak melaut. Jika ada umpan untuk pancingnya mereka dapat melaut, tetapi jika 
tak ada mereka melakukan pekerjaan lain. Keberadaan umpan itu bukan hanya karena 
tidak punya modal yang cukup untuk membelinya, meskipun ada uang untuk membeli 
umpan, tapi jika umpannya sendiri tak ada atau sulit didapat, mereka pun tak punya 
umpan untuk dipasang, seperti pada pernyataan NM di bawah ini: 
“Faktor penghambat selama jadi nelayan pancing rawe biasa dari modal. Kalau tidak 
ada modal, tidak bisa turun karena tidak ada pembeli umpan. Kan dibeli umpan. 
Kadang-kadang tidak ada umpannya dijual. Biar ada uang. Kalau kencang angin itu, 
tidak bisa turun itu yang puka’ ikan untuk umpan (menangkap ikan untuk dijadikan 
umpan)”. (Hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2013, pukul 17.00 WITA). 
 
Berlanjut pada modal penangkapan. Dimulai dari alat transportasi yang mereka 
kendarai. Perahu yang digunakan NM menghabiskan dana sekitar 20 juta rupiah dalam 
pembuatannya. Sumber dananya berasal dari uang pribadi. NM tidak meminjam modal di 
pengumpul atau bos mana pun karena takut apabila punya sangkutan atau utang tidak 
dapat dia lunasi dan ikan yang didapatnya mau tidak mau harus dijual ke pengumpul 
tempat di mana dia meminjam modal. Maka itu dia bekerja untuk dirinya sendiri bukan 
untuk pengumpul atau bos mana pun, serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya 
sehari-hari. Perahu PB pun demikian, merupakan perahu milik pribadi dan tidak 
meminjam modal kepada siapa pun dalam pembuatannya melainkan menggunakan dana 
pribadi yang berasal dari hasil kerja payahnya selama menjadi nelayan pancing rawe dan 
pekerjaan lain seperti massulo (menangkap ikan dengan sampe yang dilakukan passulo), 
dan sebagainya. 
Masuk pada penggunaan bahan bakar minyak dan kebutuhan lainnya sebelum 
memancing. Sama seperti sebagian besar nelayan lainnya, NM menggunakan solar 
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sekitar 5 liter dalam sekali melaut yang menghabiskan uang sekitar 35 ribu rupiah. Harga 
untuk umpannya sendiri antara 30 sampai 40 ribu rupiah. Jadi sekitar 70 ribu uang yang 
dikeluarkan NM untuk sekali memancing. Beda dengan PB yang menghabiskan uang 
sekitar 50 ribu setiap kali memancing. Itu sudah termasuk pembelian 2 liter bensin karena 
mesin perahunya menggunakan bahan bakar bensin yang dibelinya seharga 12 ribu, 
pembelian umpannya seharga 20 ribu, dan rokoknya. 
Umpan-umpan yang mereka beli tersebut digunakan untuk satu atau dua kali 
menurunkan pancing. Besoknya mereka membeli umpan lagi jika hari ini umpannya 
habis digunakan. Umpan yang digunakannya terdiri dari gurita atau berbagai jenis ikan. 
Banyak sedikitnya umpan menentukan pula jangka waktu mereka memancing. Jika 
umpan yang dibeli banyak, tidak jarang mereka menurunkan pancingnya sebanyak 2 kali. 
Tapi bila sedikit, maka hanya satu kali pancing diturunkan. PB sendiri bila selesai shalat 
mahgrib, dia langsung ke laut untuk memancing. Setelah menarik pancing dan malam 
telah larut, dia tak lagi menurunkan pancingnya melainkan menurunkan sampe-nya untuk 
mencari kepiting, teripang, dan gurita. Apabila subuh tiba, pancingnya yang sudah 
dipasangkan dengan umpan diturunkan kembali ke laut untuk menangkap ikan. Perlu 
diketahui bahwa selama hasil tangkapan dari sampe miliknya, seperti gurita, digunakan 
untuk umpan pada mata pancing rawenya sendiri. inilah bentuk dari cara-cara nelayan di 
Salemo dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya. 
Sebelum mereka turun ke laut, mereka memasang umpan terlebih dahulu di daratan 
dan biasanya mereka memasangnya sebelum shalat maghrib. Jika perahu yang dikendarai 
mereka sudah jalan dan telah sampai di area tujuan penangkapan, maka pancing yang 
sudah mereka pasang dengan umpan tersebut dibentangkan ke laut sepanjang mungkin 
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dan secara bersusun atau berjejer sehingga saatnya untuk ditarik yaitu sekitar satu jam 
kemudian, ikan-ikan yang terkena mata pancingnya ditarik pula secara berjejer. Berbeda 
dengan PB yang tidak setiap hari menangkap dengan pancing rawe. Ikan kerapu adalah 
ikan yang menjadi sasaran tangkapannya. Dia mau menangkap dengan pancing rawe jika 
harga kerapu sedang tinggi, seperti pernyatannya berikut: 
“Sudah lama (jadi nelayan pancing rawe). Tapi baru ini lagi mulai (memancing 
dengan pancing rawe) karena ikan-ikan kerapu kan tidak terlalu mahal harganya. 
Sekarang harganya agak bagus. Baru kita mulai (kembali menangkap ikan dengan 
pancing rawe). (Hasil wawancara pada tanggal 12 Oktober 2013, pukul 08.44 
WITA). 
 
Saat menunggu pancingnya untuk ditarik, PB melakukan pekerjaan nelayan lainnya 
di laut. Dia menangkap kepiting, teripang atau gurita dengan sampe, dengan kata lain dia 
juga berkerja sebagai passulo. Tapi dia bisa melakukan pekerjaan itu jika angin tak 
berhembus kencang atau cuaca sedang teduh. Bila angin kencang, maka air laut pun tak 
tenang sehingga PB sulit untuk melihat dan menangkap kepiting, teripang atau gurita. 
Inilah satu di antara bermacam gambaran terhadap pola penangkapan sumber daya laut di 
sekitarnya yang dilakukan nelayan Pulau Salemo. 
“Biasanya kalau malam cari kepiting, teripang. Kalau sudah dipasang (pancing 
rawenya), pergi-pergi lagi cari kepiting. Nantikan dibentang ini, satu dua jam ditarik 
lagi”. (Hasil wawancara pada tanggal 12 Oktober 2013, pukul 08.44 WITA). 
 
Pada penggunaan pancing rawe diperlukan pengawasan yang ekstra. Mereka harus lebih 
berhati-hati saat membentang pancingnya ke laut. Tidak jarang mata pancing melukai diri 
mereka sendiri, seperti tertancap pada kulit dan anggota tubuh lainnya, meskipun tiap 
mata pancingnya sudah dipasang dengan umpan berupa ikan atau gurita. 
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Selama 20 tahun menjadi nelayan pancing rawe, terkadang dalam sekali melaut ikan 
yang dipancing NM bisa mencapai 30 kilogram hingga 1 pikul yang sama dengan 100 
kilogram bahkan bisa lebih dari itu. Ikan yang ditangkap pun bermacam jenisnya. Ada 
ikan pari, manangi, kakap, dan ikan jenis lainnya. NM menjual ikan-ikan tangkapannya 
ke siapa saja. Baginya di mana harga yang cocok, di situlah ikan-ikannya dijual. Ikan 
jenis pari yang didapatnya sering dijual kepada HA. Satu kilogram dihargai 7 ribu rupiah 
yang lebarnya sekitar 1 meter dan berat satu ekornya bisa mencapai 30 hingga 40 
kilogram. Jarang pengumpul yang mau membeli ikan pari. Maka itu NM lebih sering 
menjualnya ke HA karena hanya dia yang mau membeli ikan pari. Untung yang biasa 
diperoleh sekitar 200 ribu lebih dan itu sudah dikurangi dengan biaya pengeluaran dan 
sebagainya. NM yang bekerja bersama anaknya tersebut tidak mengenal bagi hasil, 
terkecuali bagi mereka nelayan tangkap lain yang bekerja dengan kerabatnya maka hasil 
dari penjualan tangkapan akan mereka bagi sesuai kesepakatan masing-masing. Selain 
dijual kepada pengumpul dan orang lain, NM pun menikmati ikan pancingannya, 
mengolahnya menjadi lauk untuk dimakan di rumah bersama anggota keluarganya. 
Tergantung dari kebutuhan dan keinginan mereka. Tapi sebagian besar dijual dan 
sebagian kecilnya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. 
Beda halnya dengan PB yang pancing rawenya dia khususkan untuk menangkap ikan 
kerapu karena pancing miliknya sering dipasang di area karang laut. PB sendiri menjual 
tangkapan kepada pengumpul atau bos yang memodalinya untuk membeli mata pancing, 
tali, dan semua perlengkapan alat pancing rawenya. Bos atau pengumpul yang biasa PB 
setor hasil tangkapannya bukanlah orang Salemo atau yang bertempat tinggal di Salemo 
melainkan bos yang bertempat tinggal di pulau tetangga, yaitu Pulau Sabanko. Jadi 
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setelah memancing, PB tidak langsung pulang ke rumahnya tetapi terlebih dahulu 
mengantar hasil tangkapannya ke bos. Hal tersebut dikhawatirkan ikan yang 
ditangkapnya, yaitu ikan kerapu, bila sudah mati harganya tidak tinggi lagi dan berbeda 
dengan ikan kerapu yang masih hidup dan memiliki harga jual tinggi. Kalau ada ikan 
yang sudah mati, sekitar 2 sampai 3 ekor, akan dia bawa pulang untuk dijadikan lauk 
makan di rumah. 
Seekor ikan kerapu bisa dijual hingga 50 ribu per kilogramnya. Tapi tergantung dari 
jenis dan ukurannya. PB biasanya mendapatkan kerapu jenis batik, mosso, dan tikus. 
Harganya bermacam-macam. Jika beratnya mencapai 6 ons baginya itu sudah termasuk 
size super atau jenis super. Harganya berkisar antara 25 ribu sampai 50 ribu per 
kilogramnya. Namun pada kerapu jenis tikus, PB menjualnya dengan harga 200 ribu 
sampai 300 ribu untuk setiap kilogramnya. Kerapu jenis ini tergolong langka bagi PB dan 
pengumpul kerapu. Semua hasil penjualan yang NM dan PB peroleh digunakan untuk 
memenuhi kebutuhannya dan keluarga sehari-hari. Dimulai dari pemenuhan kebutuhan 
pendidikan anak-anak mereka. Meskipun sekolah di Pulau Salemo tidak memberatkan 
biaya pembayaran sekolah tiap bulannya alias gratis, tetap diperlukan juga biaya untuk 
pembelian seragam, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya. Tidak jauh berbeda dengan 
nelayan lainnya yang menggunakan alat tangkap berbeda dari mereka berdua. 
Pembayaran listrik, air, sumbangan masjid, dan lain-lain dipenuhi dengan hasil dari 
penjualan ikan-ikan yang mereka pancing tersebut. 
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e. Penangkap Kerang (Pattude) 
Warga Pulau Salemo yang masih bertahan dengan pekerjaan utamanya sebagai 
penangkap kerang atau biasa disebut pattude hanyalah PS yang berumur lebih dari 50 
tahun. Beliau telah 30 tahun menjadi penangkap kerang di Salemo. Hanya bermodalkan 
ember besar dan perahu dengan bahan bakarnya, dia sudah dapat melakukan 
pekerjaannya mencari kerang di pinggir pantai. Saat mencari kerang, PS hanya 
menggunakan sarung tangan untuk menggali pasir pantai, meraba-rabanya, dan 
memungut kerang. Waktu mencari kerang dilakukan pada saat air laut surut, khususnya 
di musim kemarau. Surut air laut pertama pada pukul 7 pagi dan saat itulah PS sudah 
berada di pantai mencari kepiting. Sekitar pukul 3 sore, PS kembali ke rumahnya. Area 
penangkapan kerang yang biasa dikunjungi PS berada di luar Pulau Salemo. Daerah 
karang atau gusun di sekitar Pulau Salemo, Pulau Sabanko, dan Pulau Sagara yang 
menjadi area PS mencari kerang. 
PS harus menggunakan perahu miliknya untuk dapat sampai ke tempat-tempat 
penangkapannya. Tanpa ditemani oleh siapapun, PS bekerja sendiri. Sehari menangkap, 
ember besar yang awalnya kosong, bisa terisi penuh karena kerang. Saat di rumah, 
kerang-kerang tersebut dibagi ke dalam ember-ember dengan ukuran yang lebih kecil, 
sehingga bisa mencapai 5 ember kecil berisi kerang untuk dijual. Setiap embernya 
dihargai 10 ribu rupiah dengan isi kerang sekitar 150 buah. Hasil tangkapannya pun 
dijual kepada siapa saja yang datang padanya untuk membeli kerang. Biasa pula PS 
membawa kerang-kerangnya atau menitipkannya kepada makelar untuk dijual ke kota 
(Pangkep), jika kerang yang didapatnya mencapai 1.000 buah. Ada kerang yang khusus 
untuk dijual dan ada pula untuk dimakan sendiri oleh PS dan anggota keluarganya.   
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“Ada khusus dijual. Ada yang dimakan untuk konsumsi sendiri, yang tidak mau dibeli 
orang, yang kecil-kecil”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Oktober 2013, pukul 17.45 
WITA), 
seperti pada gambar di bawah ini: 
 
Gambar 8: Kedua kerang di bagian kiri gambar adalah kerang yang tidak dijual sedangkan keempat 
kerang di bagian kanan gambar adalah kerang yang dijual oleh pattude. 
 
Pada modal, kurang lebih 20 ribu rupiah biaya yang dikeluarkan PS dalam sehari 
menangkap kerang. Semuanya sudah termasuk 2 liter bensin seharga 14 ribu yang 
digunakan untuk bolak-balik, rokok, serta makanan yang dibuatkan khusus oleh istrinya. 
Maka bisa dikatakan untung bersih yang didapat PS dari sehari mencari kerang adalah 30 
ribu. Hasil penjualannya pun ada yang diambil untuk dimakan bersama anggota keluarga 
atau menyambut tamu seperti yang dilakukan para nelayan yang sudah saya bahas 
sebelumnya. 
Sebenarnya tidak hanya PS yang melakukan penangkapan kerang. Ada pun warga di 
Pulau Salemo yang mengisi waktunya dengan mencari kerang di sekitar wilayah PS 
bekerja. Hanya saja perbedaan mereka dengan PS adalah pada letak porsi kerjanya. PS 
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hampir setiap hari mencari kerang di pantai sedangkan mereka hanya pada saat tidak 
melaut ikut pula mencari kerang untuk dijual atau dimakan saja. Ini juga yang merupakan 
bentuk dari pengelolaan sumber daya laut yang dilakukan para nelayan di Pulau Salemo. 
Mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk dapat mengambil sumber daya laut 
yang tersedia di lingkungan sekitarnya. Hal itu pun tidak bisa dipisahkan dari tujuan 
mereka untuk memenuhi kebutuhan individu dan anggota keluarga mereka sehingga 
sumber daya laut di sekitarnya sangat benar dimanfaatkan demi kelangsungan hidup 
mereka. 
2. Pengetahuan dan Kepercayaan terhadap Laut 
Hampir seluruh nelayan asli Pulau Salemo menganggap laut adalah milik mereka 
bersama sehingga tidak ada batasan wilayah di mana pun mereka menurunkan alat 
tangkapnya untuk melakukan kegiatan penangkapan sumber daya laut seperti ikan kecil, 
ikan besar, kepiting, teripang, cumi, dan lainnya. Mereka pun percaya adanya nabi dan 
malaikat yang menjaga laut mereka tersebut. Maka itu, setiap kali mereka akan 
menurunkan perahu untuk pertama kalinya, diadakan acara membaca doa terlebih dahulu. 
Acara tersebut seperti berupa syukuran atas berkah dan rezeki yang mereka dapat serta 
pemanjatan doa demi keselamatan mereka saat di laut maupun di darat. Hal itu sudah 
turun temurun mereka percaya hingga sekarang seperti pada pernyataan seorang informan 
saya berinisial PH berikut: 
“Baca doang (doa) sering. Dipanggil ustadz ke sini (rumah) pas syukuran lahir anak, 
perahu baru, baru mau turun ke laut, pasti baca doa. Kalau pertama mau turun 
apalagi kalau kita bikin baru (alat). Jaring baru mau diturunkan. Kadang-kadang 
rejeki kurang lagi, kasih baik lagi, kasih kandas kapal, baru dibacakan doa. Bacakan 
pisang tiga sisir. Itu kan kalau mau kasih turun kapal, kita beli pisang manurung, 
harus jenis itu. Dibaca mi itu dua sisir untuk Nabi Muhammad, yang satu sisir untuk 
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Nabi Khaidir. Baca doa, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan 
rejeki sama Allah karena itu Nabi Khaidir sudah diutuskan sama Allah jaga ini laut. 
Dia yang kuasai di bawah laut, semua”. (Hasil wawancara pada tanggal 22 
November 2013, pukul 09.40 WITA). 
Kepercayaan yang mereka dapatkan tersebut berasal dari pemahaman dan cerita-
cerita para orang tua mereka terdahulu yang disampaikan secara turun temurun dan 
hingga sekarang menjadi pedoman dan kepercayaan mereka. Maka dapat dilihat di 
sini adanya lebih dari satu aturan yang mengatur mereka dalam melakukan 
pengelolaan sumber daya laut di sekitarnya. Adanya norma agama yang menjadi 
dasar mereka untuk tidak menangkap dengan alat-alat yang merusak lingkungan, 
pemahaman mereka terhadap sanksi sosial seperti pengucilan oleh warga sekitar jika 
menggunakan alat-alat terlarang tersebut (illegal), serta adanya pemahaman mereka 
terhadap kepercayaan orang tua terdahulu atau nenek moyang akan adanya nabi atau 
malaikat yang menjaga lautnya. 
C. Penerapan Undang-Undang Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan SDL pada 
Nelayan 
1. Pemahaman Nelayan terhadap Hukum 
Sulit rasanya untuk lancar membahas bagian ini. Mengapa saya katakan 
demikian? Setiap kali bertanya kepada informan-informan saya mengenai “Apa itu 
hukum?, “Seperti apa seharusnya itu hukum?”, mereka hanya menjawab “Hukum ya 
harus ditaati”, “Hukum itu ya orang tidak boleh menangkap dengan bom, bius, dan 
troll”, “Hukum itu ya mereka yang menangkap dengan bom dan bius harus ditangkap 
sama polisi”. Jawaban mereka itu kurang lebih sama. Saya sempat merasa sulit untuk 
mencari jawaban yang berbeda dan akhirnya saya menemukan inti dari semua 
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jawaban mereka yaitu “Hukum adalah suatu aturan yang harus ditaati dan tidak untuk 
dilanggar”. Benar apa yang mereka katakan. Itulah gambaran dari pemahaman 
beberapa nelayan yang saya wawancarai terkait hal di atas. Maka tidak heran bahwa 
mereka pantang menggunakan, bius apalagi bom dalam kegiatan pengelolaan sumber 
daya laut yang mereka lakukan. 
2. Norma dan Jenis Hukum yang berlaku pada Masyarakat Nelayan Pulau 
Salemo 
Norma di sini adalah dasar dari aturan-aturan yang mengatur atau mengontrol 
para nelayan di Pulau Salemo dalam perilakunya mengelola sumber daya laut, 
khususnya di lingkungannya bertempat tinggal. Terdapat satu norma kuat yang 
mendasari para nelayan di Pulau Salemo untuk tidak menggunakan alat-alat terlarang 
seperti bom, bius, dan kapal troll dengan puka’ harimaunya dalam melakukan 
penangkapan ikan. Norma tersebut adalah norma agama. Sebelum mereka 
mengetahui bahwa ada larangan tertulis oleh pemerintah mengenai larangan 
pemakaian alat-alat terlarang tersebut, sudah terlebih dahulu mereka mengetahuinya 
dari para ulama yang dulu pernah menetap dan menyebarkan ajaran agama Islam di 
pulau ini. Para ulama itu sudah sering menyampaikan pesan-pesan moral kepada 
mereka khususnya saat khutbah shalat Jumat seperti pernyataan seorang informan 
saya, AA berikut: 
“Banyak ulama, lebih 30 ulama di sini (di Pulau Salemo). Ulama-ulamanya dari 
segala penjuru. Ada dari Labakkang, Segeri, seperti Haji Sanusi Baco, Kiai Haji 
Muhammad Bilal, K.H. Ramli yang mengajar mengaji, tinggal di Salemo Rata-rata 
mereka khutbah, dilarang jangan membom dan membius. Mereka biasa bilang jangan 
membom dan membius. Itu haram hukumnya. Menurut agama Islam, barang siapa 
yang melakukan kegiatan mubazir contohnya menangkap dengan cara membom dan 
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membius, maka ikan-ikan-ikan kecil atau bibitnya tidak diambil. Innamubassiriina 
ikhwanu syaiton. Maka itu adalah perbuatan setan”. (Hasil wawancara pada tanggal 
10 Oktober 2013, pukul 16.23 WITA). 
 
AA juga biasa menyampaikan hal tersebut saat membawakan ceramah pada 
khutbah shalat Jumat di Masjid Nurul Ulama yang merupakan satu-satunya masjid di 
Pulau Salemo. Hal tersebut yang menyebabkan hingga sekarang tidak ada seorang 
pun nelayan yang menggunakan alat-alat terlarang seperti puka’ harimau, bom, dan 
bius dalam kegiatannya menangkap hasil-hasil laut. 
“Dari dulu tidak ada pembom dan pembius. Tidak pernah ada yang coba-coba karena 
di Salemo dulu masyarakatnya adalah masyarakat religius dan dalam agama itu 
haram” (Hasil wawancara oleh AA pada tanggal 10 Oktober 2013, pukul 16.23 
WITA). 
 
Hal itu pula yang membuat Pak Syarifuddin (alm.) yang saat itu menjabat pada tahun 
1990-an menetapkan dua daerah di kawasan Kabupaten Pangkep sebagai daerah 
bernuansa religius. Kedua daerah tersebut adalah Desa Tondong Tallasa, Kecamatan 
Balocci dan Pulau Salemo yang terletak di Desa Mattiro Bombang, Kecamatan 
Tuppabiring Utara, Kabupaten Pangkep. 
Pemahaman dari beberapa warganya pun yang semakin menguatkan pikiran 
mereka untuk tidak melakukan penangkapan dengan alat-alat yang dilarang 
pemerintah tersebut, seperti pada pernyataan AA berikut: 
 “Allah itu tidak menurunkan musibah andaikata masyarakat peduli terhadap 
agamanya. Itu sudah ketentuan Allah. Jika masyarakatnya tidak peduli dengan 
agamanya, akan diturunkan bala bencana seperti kekurangan air, gempa bumi, 
kebakaran. Salemo saja bagus airnya” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 
2013, pukul 16.23 WITA). 
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Memang benar apa yang dikatakan AA. Hal itu dibuktikan dengan kondisi air di 
Pulau Salemo. Berdasarkan pengalaman saya dan informasi dari beberapa informan, 
hanya ada dua pulau di Kabupaten Pangkep yang memiliki air dengan kualitas 
terbaik. Jika dibandingkan dengan air dari pulau lainnya di Kabupaten Pangkep, air 
di Pulau Salemo dan Pulau Sabutung yang lebih segar dan jernih. Air di pulau lain 
masih terasa asin dan kurang jernih. Selain itu, Hal yang membedakan Pulau Salemo 
dengan ketiga pulau di sekitarnya itu adalah masyarakatnya yang religius. Mereka 
banyak melakukan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya, seperti shalat, 
puasa, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan pernyataan AA: 
“Masyarakatnya di sini banyak yang melakukan syariat, sedangkan di Sakoala tidak 
mempedulikan syariat Islam, seperti shalat, puasa. Biasa di Sakoala kalau puasa sama 
saja kalau tidak puasa. Merokok di jalan. Banyak yang minum (minuman keras). Di 
Salemo tidak ada. Kalau Sagara tidak. Hanya itu Sakoala. Tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara tiga pulau itu juga. Salemo yang paling disorot sebagai desa 
religius” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Oktober 2013, pukul 16.23 WITA). 
 
Selanjutnya, selama mereka melaut, faktor penghambatnya hanya angin yang 
berhembus kencang. Kalau pun ditanya persaingan sesama nelayan, jawabannya tidak 
ada, di Pulau Salemo hampir tidak pernah terjadi konflik antarsesamanya. Kalau pun 
ada sebatas masalah terkaitnya puka’ nelayan yang satu dengan puka’ milik nelayan 
lain atau jaring sesama nelayan. Penyelesaiannya pun secara kekeluargaan dengan 
menggunakan hukum adat dan agama serta sesuai dengan kesepakatan masing-
masing tanpa ada yang dirugikan. Hukum negara baru dipakai dalam penyelesaian 
konflik oleh nelayan dari luar pulau dan tidak dapat diselesaikan oleh Pak Kepala 
Desa. 
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Area penangkapan pun tidak dibatasi. Mereka bebas menangkap di area mana 
saja. Begitu pula jika di satu titik area terlihat banyak ikan dan ternyata hasil 
tangkapan satu nelayan memang banyak, maka nelayan yang lainnya pun ikut 
menurunkan puka’-nya di area tersebut, seperti pada pernyataan MA berikut: 
“Tidak pernah ada konflik sesama nelayan karena di sini luas mata pencahariannya, 
bebas menangkap di mana-mana. Tidak ada aturan apa-apa karena sesama manusia 
kan kalau dihalangi rakyat kecil, mereka tidak mau. Kalau di situ banyak ikan (di 
satu area), banyak nelayan di situ. Tidak dihalangi itu. Jadi masing-masing 
(menangkap dengan puka’-nya)”. (Hasil wawancara pada tanggal 9 Oktober 2013, 
pukul 08.30 WITA). 
Semua nelayan berhak menangkap di daerah manapun meskipun dulu pernah ada 
anggota dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan Coremap 
mengadakan sosialisasi Peraturan Desa tentang Daerah Perlindungan Laut (DPL) 
pada tahun 2007. Hasil dari sosialisasi tersebut menciptakan terbentuknya batas-batas 
daerah di laut yang dilarang untuk didatangi para nelayan ketika menangkap ikan. 
Sayangnya batas-batas DPL tersebut tidak bertahan lama. Hanya sekitar dua tahun 
batas-batas tersebut dapat dilihat keberadaanya. Sebagian besar dari nelayan dan 
anggota masyarakat lainnya yang pernah mengikuti sosialisasi dan terlibat dalam 
peletakan pembatas tersebut mengatakan pelampung-pelampung yang dijadikan 
sebagai batas DPL itu dirusak atau dipotong oleh nelayan dari luar Pulau Salemo dan 
diterpa ombak saat musim barat tiba sehingga rusak dan hilang terbawa arus laut. 
Ada pun aturan antara nelayan yang melibatkan nelayan ikan besar dengan 
nelayan puka’ kepiting berupa jadwal tiap nelayan dalam melakukan penangkapan. 
Aturan tersebut dibuat dikarenakan seringnya puka’ tenggiri milik nelayan ikan besar 
tersangkut dengan puka’ milik nelayan kepiting. Hal itulah yang tidak jarang 
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menimbulkan konflik kecil di antara mereka. Maka dibuat peraturan atau kesepakatan 
yaitu saat masuk pada hari ke-1 sampai ke-10 saat bulan belum terlalu 
terang/purnama, nelayan ikan besar/tenggiri menurunkan puka’-nya jauh di luar 
pulau, sekitar 3 mil atau lebih, sedangkan puka’ kepiting beroperasi di dalamnya, 
yakni kurang dari 3 mil jarak menuju area penangkapannya. Pada saat terang 
bulan/purnama di hari ke-12 sampai ke-17, barulah nelayan puka’ kepiting dapat 
jauh-jauh menurunkan puka’-nya karena para nelayan ikan besar/tenggiri 
mengistirahatkan puka’ ikannya. Nelayan ikan besar tidak dapat menurunkan puka’-
nya karena cahaya bulan purnama dapat menerangi puka’ sehingga ikan-ikan susah 
untuk terperangkap. Setelah itu, masuk pada hari ke-21 hingga ke-12, nelayan ikan 
besar kembali melaut pada jarak yang sudah disepakati bersama. Hal itu tidak 
merugikan pihak manapun, baik nelayan ikan besar maupun nelayan puka’ kepiting, 
serta menjadi solusi bagi keduanya sehingga dapat mengurangi bahkan 
menghilangkan konflik di antara mereka. 
Selanjutnya, kembali mengulang hal yang terkait dengan norma yang sudah saya 
bahas di atas. Aturan yang terdapat pada nelayan di Pulau Salemo mengenai 
pengelolaan sumber daya laut adalah tidak diperbolehkannya siapa pun yang 
melakukan penangkapan ikan menggunakan alat-alat seperti bom, bius, bahkan kapal 
troll. Hal tersebut sudah sejak lama tertanam di masyarakat pulau ini. Bagi siapa saja 
yang menggunakan alat tersebut akan diberi sanksi moral seperti dikucilkan oleh 
seluruh warga. Hal itu dibuktikan dengan satu kasus yang melanda seorang pendatang 
dari Pulau Saugi. Sebut saja PU yang sekarang bekerja sebagai parakkang. Pasca 
menikah dengan perempuan yang berasal dari Pulau Salemo, dia pun pindah ke pulau 
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ini. Pekerjaannya sebelum pindah ke Salemo adalah pa’troll yang membawa kapal 
troll mini dengan menggunakan puka’ harimau untuk menangkap ikan-ikan. 
Masyarakat di Pulau Salemo sangat menentang jika ada warganya yang bekerja 
sebagai pembom, pembius, dan pa’troll. PU yang sempat mengoperasikan troll-nya, 
tidak dapat mengoperasikannya lebih lama karena warga setempat memarahinya. 
Itulah alasan utama PU beralih pekerjaan sebagai parakkang hingga sekarang. Berikut 
pernyataan PU terkait kasus yang dialaminya: 
“Dulu pernah jadi pa’troll di sini. Saya timbang semua udangnya di sini. Pertama 
kali tinggal di sini, ma’troll. Berhenti, banyak omel. Tidak sama di Saugi. Satu 
macam ji (semua nelayannya bekerja sebagai pa’troll)”. (Hasil wawancara pada 
tanggal 22 November 2013, pukul 15.58 WITA). 
 
Berasal dari kasus inilah dapat dilihat bahwa penduduk di Pulau Salemo taat terhadap 
aturan yang mereka sepakati bersama. Maka hingga sekarang tidak ada seorang pun 
yang berani menangkap ikan dengan kapal troll apalagi menggunakan bom dan bius. 
Apabila ada yang seperti itu, mereka akan mengalami hal yang sama seperti PU. 
Dikucilkan oleh warga setempat dan lebih parahnya lagi diusir dari pulau. 
Selain pemahaman mereka terhadap ajaran agama Islam dan aturan pemerintah 
akan larangan penggunaan alat-alat terlarang tersebut, ada alasan yang tidak kalah 
utama yang menyebabkan para nelayan tidak menggunakannya. Beberapa tokoh 
masyarakat dan seluruh warga pernah menentang keras adanya kapal troll yang 
beroperasi di sekitar wilayah pulau mereka dan mengakibatkan beberapa orang dari 
mereka harus mendekam di penjara. AR yang merupakan pelaku utama dari kejadian 
tersebut bercerita sebagai berikut: 
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“Tahun 1983. Masih pakai troll besar yang pakai puka’ harimau. Waktu itu saya usir 
itu. Saya kena bahaya itu. Ada pengumumannya pemerintah bilang bisa dibakar troll 
begitu. Jadi saya mau mengganggu di sana. Kebetulan saya ganggu itu, ada orangnya 
melayang di laut. Jadi dapat ka’ hukuman 2 tahun (penjara). 5 anak buahku kena 
humuman. Ada satu tahun setengah, 3 (orang lainnya) satu tahun lagi. Dapat 
hukuman karena itu ada orangnya hilang itu puka’ harimau (awak kapal troll). Jatuh 
di laut. Dapat hukuman penjara 2 tahun karena juragan, kaptennya (AR merupakan 
punggawa dari kelima sawinya tadi)”. (Hasil wawancara pada tanggal 22 November 
2013, pukul 19.45 WITA). 
 
Setelah kejadian yang dialami AR tersebut, tidak ada lagi kejadian serupa yang 
menyusul. Itulah kejadian terbesar yang pernah dialami para nelayan di Pulau 
Salemo terkait keteguhan mereka memerangi nelayan yang menggunakan alat-alat 
tangkap yang dapat merusak lingkungannya. Bagi AR dan nelayan lainnya 
menangkap dengan puka’ harimau yang dilakukan pa’troll adalah suatu tindakan 
perusakan lingkungan laut, seperti pendapat AR berikut: 
“Rusak lingkungan itu. Ikan kecil dibuang itu. Ikan besar itu diambil. Jadi di sini itu 
tempat di laut rusak. Dia hantam semua. Tidak ada ikan disisakan. Di dasar laut 
ditarik di kapal besar. Itu mulai rusak di sini lingkungan”. (Hasil wawancara pada 
tanggal 22 November 2013, pukul 19.45 WITA). 
 
Bukan hanya merusak lingkungan. Kapal troll mini yang menggunakan puka’ 
harimau tersebut tidak jarang juga merusak alat tangkap para nelayan di Pulau 
Salemo. Rakkang dan puka’ ikan maupun puka’ kepiting yang dipasang oleh mereka, 
ditabrak begitu saja. Hal itu sangat merugikan para nelayan di pulau ini. Mereka pun 
sudah sering menegur keberadaan kapal tersebut. Sayangnya tidak ada perubahan 
yang terjadi. Kalau pun mereka yang ditegur itu tidak beroperasi pada siang hari 
lantaran sering ditegur oleh nelayan setempat, malam hari pun menjadi waktu 
pergantian operasi kapal mereka. Pada malam hari para warga sudah terlelap tidur 
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dan bagi para pa’troll waktu itu tepat untuk mengoperasikan puka’ harimau mereka 
dengan leluasa tanpa ada gangguan dari nelayan-nelayan tersebut. 
Semenjak kejadian yang menimpa AR, dia sudah tak mau lagi terlalu turut 
campur dengan pa’troll atau pembom yang beroperasi di wilayah laut sekitar 
pulaunya. Dia merasa trauma jika menegur mereka kembali, malah dia yang 
dipenjarakan. AR menjadi merasa serba salah dengan situasi saat ini. Dia pun lebih 
memilih tidak ikut campur menegur para nelayan yang nakal itu. Cukup para nelayan 
generasi sekarang yang sudah seharusnya menjaga laut mereka dari tindakan 
nelayan-nelayan yang tidak bertanggung jawab seperti pa’troll dan pembom. 
Pasca peristiwa yang dialami AR dan kelima anak buahnya tersebut, kapal troll 
yang besar sudah tidak pernah terlihat lagi beroperasi. Istilah AR sudah “mati”. 
Tetapi berhentinya beroperasi kapal troll besar tersebut, muncul lagi kapal troll yang 
lain. Namun dengan ukuran yang relatif kecil dan biasa disebut troll mini. Meskipun 
ukuran kapal mereka lebih kecil daripada kapal troll besar yang pertama, tetapi alat 
tangkap yang digunakan tidak jauh berbeda. Keduanya sama-sama menggunakan 
puka’ harimau dan troll-troll mini tersebut sering terlihat beroperasi di bagian barat 
Pulau Salemo. Ternyata bukan kapal troll mini saja, bagang rambo pun menjadi 
kendala para nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang sedikit. Bagang rambo 
sama halnya dengan kapal troll yang tidak jarang merusak rakkang dan puka’ milik 
para nelayan di pulau ini. Saat beroperasi pun bagang rambo menggunakan bom. 
Namun para nelayan di bagang tersebut tidak berani terlalu mendekat dengan area 
yang biasa para nelayan Pulau Salemo menangkap ikan. Bagi para nelayan bagang 
rambo itu sangat meresahkan. Apabila bagang rambo mendekat, maka nelayan-
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nelayan pun tak berpikir panjang untuk menghadang dan melarang mereka 
beroperasi di tempatnya. Itulah yang sekarang menjadi momok para nelayan di Pulau 
Salemo untuk diwaspadai. Para nelayan tidak segan-segan menegur mereka yang 
mulai mengganggu kegiatan menangkap mereka saat berada di laut sekitar pulaunya. 
Tidak jarang perkelahian terjadi antara nelayan Pulau Salemo dengan pa’troll dan 
nelayan bagang rambo yang menggunakan bom tersebut. 
Itulah alasan mereka selain kedua alasan di atas yang membuat pemahaman 
mereka terbentuk. Pemahaman yang tertanam dalam diri mereka bahwa menangkap 
ikan dengan bom, bius, dan troll itu dilarang. Baik oleh agama maupun pemerintah. 
Mereka berpikir jika menggunakan alat-alat semacam itu akan merusak lingkungan 
dan menghambat pertumbuhan ikan sehingga akan berdampak pada hasil tangkapan 
mereka kelak. Kekhawatiran mereka pun terjadi. Hasil tangkapan mereka yang 
dulunya banyak, kini berkurang. Itu terjadi karena masih ada saja kapal troll mini 
yang menggunakan puka’ harimau beroperasi menangkap ikan pada malam hari. 
Pa’bagang rambo pun tak kalah sadisnya menangkap ikan-ikan di sekitar pulau 
mereka dengan bomnya. Mereka itulah yang menyebabkan para nelayan di Pulau 
Salemo kurang mendapatkan hasil tangkapan. Jika ditanya mengapa mereka tak 
menegur dengan keras seperti kejadian pada tahun 1983 tersebut, jawaban mereka 
adalah “sudah berusaha ditegur tapi siapa yang mau menjaga laut mereka siang dan 
malam?”. “Mereka beroperasi malam, sedangkan kita penduduk pulau pada malam 
hari sudah terlelap tidur”. Hanya itu jawaban mereka akan kondisi yang terjadi saat 
ini. Mereka pun tak dapat berbuat banyak jika mereka menegur hingga 
mendatangkan pihak berwajib seperti polisi dan bagian angkatan laut. Mereka tidak 
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jarang berhadapan dengan kondisi di mana mereka menegur yang melakukan 
pemboman dan penangkapan dengan alat-alat terlarang, malah dibebaskan begitu 
saja oleh pihak berwajib tersebut. Mereka menganggap para pa’troll dan pembom itu 
memiliki tameng atau backingan layaknya bos yang memiliki banyak uang sehingga 
dengan uang urusan mereka dengan pihak berwajib itu sudah beres dan mereka tak 
dapat dijebloskan ke penjara karena ulahnya itu. Para nelayan di Pulau Salemo pun 
berpikir panjang jika mereka akan menegur yang empunya kapal troll dan melakukan 
pemboman di sekitar pulaunya, akan berurusan pula dengan pihak berwajib karena 
ribut. Jika hal tersebut terjadi, waktu yang harusnya mereka gunakan untuk bekerja 
menangkap ikan dipakai untuk menyelesaikan urusan mereka dengan pihak berwajib 
dan nelayan yang melakukan pelanggaran tersebut. Maka akan berdampak pada 
penghasilan mereka sebagai nelayan dan akhirnya tidak dapat menghidupi anggota 
keluarganya. Itulah alasan mereka mengapa lebih memilih sekedar menegur daripada 
harus bertengkar hingga beradu fisik dengan para pa’troll atau pembom tersebut. 
Ada pun kasus lainnya yang dialami oleh nelayan di Pulau Salemo seperti PN 
yang merupakan nelayan ikan besar dengan puka’ tenggirinya, pernah dibuat rusak 
puka’-nya oleh pa’troll yang beroperasi di tempat dia menurunkan puka’-nya. 
Alhasil puka’ itu robek dan sudah dipastikan PN mengalami kerugian. PN pun 
menegur awak yang mengendarai kapal troll tersebut. Mereka pun minta maaf 
kepada PN. Sayangnya PN tak meminta ganti rugi kepada pa’troll tersebut dengan 
alasan waktunya akan lebih banyak terbuang jika harus minta ganti rugi. PN harus ke 
pulau tempat mereka berasal dan meminta ganti rugi kepada bos mereka. Bisa 
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memakan waktu dan ongkos untuk pergi ke pulau mereka yang menjadi alasan PN 
enggan meminta ganti rugi. 
Keadaan ini sangat dilematis. Para nelayan di Pulau Salemo tak ingin lingkungan 
sekitarnya dirusak oleh tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Namun di sisi 
lain mereka tak mau terlibat terlalu dalam dengan pihak berwajib dan nelayan dari 
luar tersebut. Maka itu sampai sekarang mereka cukup melakukan peneguran 
terhadap siapa saja yang menangkap dengan menggunakan alat-alat terlarang tadi di 
sekitar pulau laut mereka dan berusaha menyelesaikan keributan apabila terjadi 
dengan secepatnya, karena jika berlanjut lebih lama lagi apalagi sampai harus bolak-
balik ke kota untuk menyelesaikannya, akan berakibat buruk pada pendapatan 
mereka sebagai nelayan. 
3. Penerapan Aturan terkait dengan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan 
Sumber Daya Laut 
Ketika mewawancarai semua informan saya, semua jawaban mereka sama saat 
ditanya “Apakah sebelumnya pernah mendengar tentang Undang-Undang 
Lingkungan Hidup?”, dan jawaban mereka adalah “Tidak pernah”. Mereka hanya 
pernah mendengar mengenai Undang-Undang Perikanan saat saya tanya tentang hal 
tersebut. Saya pun berusaha mengaitkan apa yang sudah saya targetkan dengan fakta 
di lapangan. Ternyata ada kaitannya meskipun jawaban mereka tersebut tidak sesuai 
harapan saya sebelumnya. Tidak semua pasal yang terdapat pada Undang-Undang 
Lingkungan Hidup akan saya bahas pada skripsi ini, melainkan beberapa pasal yang 
hanya terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut (SDL) yang dilakukan oleh 
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nelayan di Pulau Salemo. Pasal tersebut adalah pasal 4 tentang ruang lingkup yang 
berbunyi: 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pemanfaatan; 
c. pengendalian; 
d. pengawasan; dan 
e. penegakan hukum. 
Saya mulai dengan perencanaan yang merupakan awal dalam upaya perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup di sini adalah lingkungan hidup 
di Pulau Salemo dan lebih spesifiknya pada sumber daya laut yang dikelola dan 
dimanfaatkan oleh para nelayannya. Perencanaan di sini lebih terkait pada usaha 
pemerintah dalam merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam 
rangka perumusan kebijakan mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan 
tugas pelaksanaan pengawasan pembangunan dan pengelolaan serta pengembangan 
lingkungan hidup. Tujuannya pun seperti yang tercantum pada UU RI No.32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah dibahas 
pada Bab II sebelumnya. 
Pada pemanfaatan yang langsung berhubungan dengan para nelayan di Pulau 
Salemo, sudah bisa kita pahami dari gambaran yang saya paparkan mengenai pola 
penangkapan yang dilakukan oleh mereka. Meskipun tidak pernah mendengar 
Undang-Undang Lingkungan Hidup sebelumnya, tanpa mereka sadari perilaku 
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penangkapan sumber daya laut yang mereka lakukan telah menggambarkan upaya 
yang positif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nelayan di Pulau 
Salemo tahu benar akan akibat dari penggunaan alat-alat terlarang tersebut. Ada yang 
takut cacat atau tewas jika menggunakannya, ada juga yang berpendapat bahwa 
dengan menggunakan bom, bius atau troll dapat merusak lingkungan laut, 
menghambat bahkan mematikan pertumbuhan ikan, sampai ada yang takut dikenakan 
sanksi penjara. Selain itu, ada beberapa dari mereka yang benar-benar tidak tahu 
bagaimana membuat menggunakan bom dan bisu. Jika pun ada yang tahu, mereka 
memang enggan menggunakannya karena bersifat merusak lingkungan dan dapat 
mencelakai diri sendiri. Pemahaman seperti itu mereka dapatkan secara turun-
temurun dari pesan-pesan orang tua mereka terdahulu. Khususnya para ulama yang 
dulu pernah menyiarkan dakwah Agama Islam kepada masyarakat di Pulau Salemo. 
Pesan-pesan tersebut pun diwariskan kepada generasi mereka, anak-anak dan cucu-
cucu mereka sehingga sekarang tak ada satu pun nelayan di pulau ini menangkap 
dengan alat-alat terlarang tadi. 
Mereka benar-benar menjaga lingkungan hidup mereka, menjaga kondisi sumber 
daya laut mereka agar tidak rusak dan tidak berakibat buruk pada mata 
pencahariannya. Hal ini patut untuk dicontoh sebagai manusia yang sampai sekarang 
masih berusaha untuk melanjutkan kehidupan agar tetap menjaga lingkungan 
hidupnya demi kelangsungan hidup yang lebih baik dengan kualitas lingkungan yang 
lebih baik pula. Keseimbangan sangat diperlukan di sini. Pola pemanfaatan 
lingkungan hidup yang tidak memberi dampak kerusakan padanya dapat mendukung 
hidup manusia untuk mendapatkan apa yang diharapkan, yakni kualitas hidup yang 
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baik dengan sumber daya alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan dengan baik dan 
benar tanpa merusak lingkungan itu sendiri. 
Masuk pada pengendalian, di sini dapat saya gambarkan seperti usaha dari 
beberapa anggota masyarakat dari dan atau di luar Pulau Salemo untuk memberikan 
sosialisasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut yang berada 
di tempat tinggalnya tersebut. Bukan hanya memberikan sosialisasi, para nelayan 
yang terlibat langsung dengan kegiatan pengelolaan sumber daya laut pun ikut serta 
mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh dinas terkait seperti Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Pangkep. Hal ini dimaksudkan para anggota masyarakat 
khususnya nelayan-nelayan di Pulau Salemo lebih memahami bagaimana melindungi 
dan mengelola lingkungan hidupnya terutama terhadap sumber daya laut dengan baik 
dan benar agar tidak terjadi suatu bentuk tindakan yang dapat mengancam kondisi 
lingkungan hidupnya tersebut. 
Berlanjut pada pengawasan, sangat disayangkan bahwa dari hasil wawancara 
dengan semua informan saya, tak satu pun yang mengatakan “iya” ketika ditanyai 
mengenai “apakah ada polisi atau siapa pun yang bertugas mengontrol atau 
mengawasi laut di wilayah Pulau Salemo?”. Walaupun demikian, mereka menjadi 
mandiri untuk mengawasi laut mereka sendiri, seperti pada pernyataan PH (passulo) 
berikut: 
“Sering saya kejar kalau malam (patroll dan pembom). Kita juga turun massulo itu 
bukan hanya cari (kepiting dengan sampe). Kita (para nelayan) juga menjaga 
lingkungan. Perlindungan di situ (laut di lingkungan mereka)”. (Hasil wawancara 
pada tanggal 8 Oktober 2013 pukul 16.00 WITA). 
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Hal itu menjadi bentuk nyata dari sikap nelayan di Pulau Salemo terhadap 
lingkungan hidupnya, khususnya lingkungan laut. Tanpa disadari mereka telah 
menaati aturan pada Bab XI mengenai peran masyarakat pasal 70 ayat (1) dan poin 
pertama dari ayat (2) yang tercantum di dalam UU RI No.32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan bunyi: 
(1) masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk 
berperan aktif dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
(2) peran masyarakat dapat berupa: 
a. pengawasan sosial; 
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau 
c. penyampaian informasi dan/atau laporan. 
Tetapi pengawasan yang mereka lakukan belum bisa dikatakan maksimal karena 
masih saja ada nelayan dari luar pulau ini mengoperasikan alat-alat terlarangnya saat 
menangkap ikan di sekitarnya. Alasan mereka yakni tidak selamanya mereka bisa 
menjaga laut, mereka butuh istirahat juga agar bisa melaut di esok hari, dan usaha 
mereka mengawasi laut tersebut membutuhkan dana operasional pula. Mereka 
membutuhkan biaya untuk membeli bahan bakar jika harus mengawasi laut dengan 
menggunakan perahu. Itulah satu di antara hambatan-hambatan yang dialami para 
nelayan dalam usahanya menjaga lingkungan laut mereka dari nelayan-nelayan yang 
tidak bertanggung jawab tadi. Usaha mereka sedikit tertolong dengan nelayan-nelayan 
ikan besar yang melakukan pekerjaannnya di malam hari. Tidak jarang mereka 
melihat para nelayan dengan kapal troll-nya dan bagang rambonya menangkap di area 
yang tak jauh dari para nelayan ikan besar tersebut menurunkan puka’-nya. Tidak 
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jarang pula mereka menegur para nelayan troll tersebut untuk tidak beroperasi di 
wilayah mereka karena dapat merusak puka’ dan menangkap ikan yang seharusnya 
belum waktunya ditangkap.  
Terakhir, pada penegakan hukum. Sudah jelas bahwa nelayan-nelayan di Pulau 
Salemo telah melakukan pengawasan terhadap lingkungan lautnya. Hal itu pun sedikit 
membantu dalam mengurangi nelayan-nelayan “nakal” tersebut, meskipun sampai 
sekarang masih saja ada nelayan-nelayan yang beroperasi di wilayah laut sekitar 
Pulau Salemo dengan puka’ harimau dan bom. Sayangnya, siapa pun dari mereka 
yang terlibat konflik khususnya dalam hal wilayah penangkapan dengan para nelayan 
di Pulau Salemo, tidak bertahan lama jika berurusan dengan pihak berwajib seperti 
polisi dan angkatan laut. Mengapa saya berani mengatakan hal demikian? Itu 
disimpulkan dari semua pernyataan para informan saya yang pernah terlibat langsung 
dengan kasus-kasus yang menghadapkan mereka pada nelayan-nelayan yang 
menggunakan alat-alat terlarang tersebut. Menurut mereka, para nelayan “nakal” itu 
memiliki bos yang bisa mengurus masalah mereka jika harus berhadapn dengan pihak 
berwajib. Nelayan di Pulau Salemo hanya bisa pasrah jika urusan yang mereka hadapi 
harus terlibat dengan uang. Selain itu, nelayan di Pulau Salemo tidak dapat 
memberikan bukti yang kuat bahwa terdapat nelayan-nelayan yang menggunakan 
bom dan puka’ harimau di wilayah sekitar pulau mereka. Setiap kali mereka didekati 
nelayan dari Pulau Salemo, saat itu pula mereka melihat para nelayan “nakal” itu 
dapat menyembunyikan barang-barang bukti yang dapat membuat mereka bermasalah 
lebih lama dengan pihak berwajib jika kedapatan. Hal-hal semacam itulah yang 
membuat para nelayan di pulau ini jadi malas untuk bertindak lebih daripada sekedar 
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menegur para nelayan tersebut. Inilah bentuk dari usaha mereka, para nelayan Pulau 
Salemo yang dibatasi dengan kondisi dan situasi sosial yang mereka hadapi sebagai 
pengelola sumber daya laut di daerahnya sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa sejak dulu anggota 
masyarakat di Pulau Salemo khususnya para nelayannya telah mengetahui dan 
memahami akan larangan penggunaan alat-alat tangkap yang dapat merusak lingkungan 
seperti bom, bius, dan puka’ harimau yang dioperasikan oleh kapal troll. Walaupun 
sekarang telah ada hukum formal atau aturan-aturan dari pemerintah pusat yang 
membahas mengenai larangan penggunaan alat-alat tersebut dalam hal ini perundangan 
perikanan, tanpa mengabaikannya, mereka tetap mematuhi norma agama dan kebiasaan 
yang telah diwariskan oleh para ulama dan orang tua terdahulu. Norma dan aturan yang 
dianut mereka itu mengandung nilai-nilai moral yang membentuk sikap mereka dalam 
penyelamatan lingkungan hidupnya. Inilah bentuk nyata dari adanya pluralisme hukum 
yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Bukan hanya norma 
agama yang mereka pahami dalam kaitannya dengan hal tersebut. Hukum lokal yang 
membentuk ideologi dan kebiasaan mereka dengan tidak menggunakan alat-alat 
terlarang itu pun menjadi alasan untuk tetap bekerja/melaut sesuai dengan sistem aturan 
yang ada meskipun mereka tidak pernah mendengar apalagi memahami Undang-Undang 
Lingkungan Hidup sebelumnya. Informasi dan pemahaman mereka mengenai hukum 
formal yang membahas mengenai hal larangan pemakaian bom, bius, dan puka’ harimau 
tersebut semakin menguatkan sikap mereka untuk tetap menjaga lingkungan hidup 
khususnya sumber daya laut di sekitarnya. Maka itu alat-alat tangkap seperti puka’/jaring 
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ikan dan kepiting, sampe, rakkang, dan pancing rawe yang mereka gunakan bisa 
dikatakan ramah lingkungan. Waktu dan musim saat melaut pun mereka perhatikan 
karena tidak selamanya kondisi alam memungkinkan mereka untuk melaut dan mencari 
ikan, kepiting, dan biota laut lainnya. Semuanya menggambarkan ketaatan mereka 
sebagai nelayan dalam menjaga lingkungan hidupnya sehingga sumber daya alam yang 
menjadi sumber penghidupannya tersebut dapat dinikmati pula oleh anak dan cucu 
mereka kelak. 
B. Saran 
Saran yang dapat disampaikan terkait dengan pembahasan pada skripsi saya ini 
adalah para nelayan, khususnya yang berada di sekitar wilayah perairan Sulawesi Selatan 
dan umumnya di Indonesia untuk lebih mematuhi segala bentuk peraturan yang terkait 
dengan pekerjaan mereka sebagai nelayan dalam menjaga kelestarian lingkungan 
mereka. Lingkungan yang dimaksud di sini bukan hanya lingkungan laut, melainkan 
lingkungan darat yang menjadi asal mereka berada. Hal itu dapat dicontoh dari pola 
pengelolaan sumber daya laut yang dilakukan oleh para nelayan di Pulau Salemo, 
Kabupaten Pangkep. Selain itu, dalam mendukung pelaksanaan hukum yang ada, 
diharapkan adanya keterbukaan dari pemerintah dan instansi-instansinya dalam 
pengambilan kebijakan dan hasil-hasil kerja mereka terhadap masyarakat khususnya 
masyarakat pulau agar mereka dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang ditentukan 
oleh pemerintahnya demi kelangsungan hidup mereka. Terutama yang berkenaan dengan 
masalah lingkungan hidup seperti laut. Selain itu, kerja sama antara pemerintah dan 
masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk di 
dalamnya sumber daya laut perlu ditingkatkan lagi. Bila hal tersebut terealisasikan, maka 
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diharapkan terjadi penurunan dalam pelanggaran terkait pengelolaan lingkungan hidup, 
khususnya sumber daya laut. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 32 TAHUN 2009 
TENTANG 
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga 
negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan; 
c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan 
kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam 
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga 
perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; 
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e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan 
iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu 
perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
f. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan 
terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu 
dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 
b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
 
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1.  Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 
hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 
2.  Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang 
dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek 
lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin 
keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup 
generasi masa kini dan generasi masa depan. 
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH 
adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya 
perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh 
dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas 
lingkungan hidup. 
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan 
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung 
perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. 
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8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, 
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan 
nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. 
10.Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian 
analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu 
wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 
11.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian 
mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan 
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan. 
12.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang 
selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi 
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 
13.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau 
komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya 
dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. 
14.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 
dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga 
melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 
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15.Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, 
dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat 
tetap melestarikan fungsinya. 
16.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung 
atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga 
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. 
17.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap 
sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup. 
18.Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin 
pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap 
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 
19.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh 
aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan 
selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu 
yang dapat dibandingkan. 
20.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 
21.Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau 
komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk 
hidup lain. 
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22.Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. 
23.Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. 
24.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan 
limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan 
persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. 
25.Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari 
kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. 
26.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang 
diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 
27.Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas 
kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup. 
28.Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan 
oleh pemerintah. 
29.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan 
fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem 
alam dan lingkungan hidup. 
30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk 
antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 
31.Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim 
di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan 
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yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata 
ekonomi, politik, sosial, dan hukum. 
32.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum 
maupun yang tidak berbadan hukum. 
33.Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk 
mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. 
34.Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan 
menimbulkan keresahan masyarakat. 
35.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha 
dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau 
kegiatan. 
36.Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk 
melakukan usaha dan/atau kegiatan. 
37.Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
38.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintah daerah. 
39.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup. 
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BAB II 
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 
Bagian Kesatu 
Asas 
Pasal 2 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: 
a. tanggung jawab negara; 
b. kelestarian dan keberlanjutan; 
c. keserasian dan keseimbangan; 
d. keterpaduan; 
e. manfaat; 
f. kehati-hatian; 
g. keadilan; 
h. ekoregion; 
i. keanekaragaman hayati; 
j. pencemar membayar; 
k. partisipatif; 
l. kearifan lokal; 
m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan 
n. otonomi daerah. 
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Bagian Kedua 
Tujuan 
Pasal 3 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: 
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup; 
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; 
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak 
asasi manusia; 
h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 
j. mengantisipasi isu lingkungan global. 
 
Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 
Pasal 4 
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pemanfaatan; 
122 
 
c. pengendalian; 
d. pemeliharaan; 
e. pengawasan; dan 
f. penegakan hukum. 
BAB III 
PERENCANAAN 
Pasal 5 
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan 
melalui tahapan: 
a. inventarisasi lingkungan hidup; 
b. penetapan wilayah ekoregion; dan 
c. penyusunan RPPLH. 
Bagian Kesatu 
Inventarisasi Lingkungan Hidup 
Pasal 6 
(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas 
inventarisasi lingkungan hidup: 
a. tingkat nasional; 
b. tingkat pulau/kepulauan; dan 
c. tingkat wilayah ekoregion. 
(2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai 
sumber daya alam yang meliputi: 
a. potensi dan ketersediaan; 
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b. jenis yang dimanfaatkan; 
c. bentuk penguasaan; 
d. pengetahuan pengelolaan; 
e. bentuk kerusakan; dan 
f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. 
Bagian Kedua 
Penetapan Wilayah Ekoregion 
Pasal 7 
(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan 
oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. 
(2)  Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan kesamaan: 
a. karakteristik bentang alam; 
b. daerah aliran sungai; 
c. iklim; 
d. flora dan fauna; 
e. sosial budaya; 
f. ekonomi; 
g. kelembagaan masyarakat; dan 
h. hasil inventarisasi lingkungan hidup. 
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Pasal 8 
Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan 
sumber daya alam. 
Bagian Ketiga 
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Pasal 9 
(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas: 
a. RPPLH nasional; 
b. RPPLH provinsi; dan 
c. RPPLH kabupaten/kota. 
(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan 
inventarisasi nasional. 
(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan: 
a. RPPLH nasional; 
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan 
c. inventarisasi tingkat ekoregion. 
(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan: 
a. RPPLH provinsi; 
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan 
c. inventarisasi tingkat ekoregion. 
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Pasal 10 
(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: 
a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; 
b. sebaran penduduk; 
c. sebaran potensi sumber daya alam; 
d. kearifan lokal; 
e. aspirasi masyarakat; dan 
f. perubahan iklim. 
(3) RPPLH diatur dengan: 
a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional; 
b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan 
c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota. 
(4) RPPLH memuat rencana tentang: 
a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; 
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; 
c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan 
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. 
(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang 
dan rencana pembangunan jangka menengah. 
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Pasal 11 
Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
BAB IV 
PEMANFAATAN 
Pasal 12 
(1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. 
(2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan 
sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 
hidup dengan memperhatikan: 
a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; 
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan 
c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. 
(3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh: 
a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan 
pulau/kepulauan; 
b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion 
lintas kabupaten/kota; atau 
c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota 
dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 
 
BAB V 
PENGENDALIAN 
Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 13 
(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka 
pelestarian fungsi lingkungan hidup. 
(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. pencegahan; 
b. penanggulangan; dan 
c. pemulihan. 
(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-
masing. 
Bagian Kedua 
Pencegahan 
Pasal 14 
Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: 
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a. KLHS; 
b. tata ruang; 
c. baku mutu lingkungan hidup; 
d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 
e. amdal; 
f. UKL-UPL; 
g. perizinan; 
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; 
i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; 
j. anggaran berbasis lingkungan hidup; 
k. analisis risiko lingkungan hidup; 
l. audit lingkungan hidup; dan 
m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. 
Paragraf 1 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
Pasal 15 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip 
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu 
wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: 
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a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan 
jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota; dan 
b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau 
risiko lingkungan hidup. 
(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme: 
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan 
hidup di suatu wilayah; 
b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan 
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau 
program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. 
Pasal 16 
KLHS memuat kajian antara lain: 
a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 
b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; 
c. kinerja layanan/jasa ekosistem; 
d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 
f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 
Pasal 17 
(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, 
rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. 
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(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung 
dan daya tampung sudah terlampaui, 
a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai 
dengan rekomendasi KLHS; dan 
b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. 
Pasal 18 
(1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan 
masyarakat dan pemangku kepentingan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
Paragraf 2 
Tata Ruang 
Pasal 19 
(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap 
perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. 
(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
Paragraf 3 
Baku Mutu Lingkungan Hidup 
Pasal 20 
(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan 
hidup. 
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(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: 
a. baku mutu air; 
b. baku mutu air limbah; 
c. baku mutu air laut; 
d. baku mutu udara ambien; 
e. baku mutu emisi; 
f. baku mutu gangguan; dan 
g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
(3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan 
persyaratan: 
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan 
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf g diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri. 
Paragraf 4 
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup 
Pasal 21 
(1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku 
kerusakan lingkungan hidup. 
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(2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan 
kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim. 
(3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: 
a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; 
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang; 
c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan 
dan/atau lahan; 
d. kriteria baku kerusakan mangrove; 
e.  kriteria baku kerusakan padang lamun; 
f.  kriteria baku kerusakan gambut; 
g.  kriteria baku kerusakan karst; dan/atau 
h.  kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
(4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada paramater antara lain: 
a. kenaikan temperatur; 
b. kenaikan muka air laut; 
c. badai; dan/atau 
d. kekeringan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
Paragraf 5 
Amdal 
Pasal 22 
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(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib 
memiliki amdal. 
(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: 
a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 
b. luas wilayah penyebaran dampak; 
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; 
d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; 
e. sifat kumulatif dampak; 
f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau 
g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pasal 23 
(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan 
amdal terdiri atas: 
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; 
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; 
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam 
pemanfaatannya; 
d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan 
buatan, serta lingkungan sosial dan budaya; 
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi 
sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; 
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik; 
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g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati; 
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; 
dan/atau 
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi 
lingkungan hidup. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi 
dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri. 
Pasal 24 
Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan 
kelayakan lingkungan hidup. 
Pasal 25 
Dokumen amdal memuat: 
a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; 
b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan; 
c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan; 
d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha 
dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan; 
e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau 
ketidaklayakan lingkungan hidup; dan 
f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 
Pasal 26 
(1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan 
melibatkan masyarakat. 
135 
 
(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang 
transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. 
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. yang terkena dampak; 
b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau 
c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. 
(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap 
dokumen amdal. 
Pasal 27 
Dalam menyusun dokumen amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) 
dapat meminta bantuan kepada pihak lain. 
Pasal 28 
(1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib 
memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. 
(2) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimasud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. penguasaan metodologi penyusunan amdal; 
b. kemampuan melakukan pelingkupan, prakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan 
keputusan; dan 
c. kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 
(3) Sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
lembaga sertifikasi kompetensi penyusun amdal yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal diatur 
dengan peraturan Menteri. 
Pasal 29 
(1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, 
atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 
(3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Menteri. 
Pasal 30 
(1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas 
wakil dari unsur: 
a. instansi lingkungan hidup; 
b. instansi teknis terkait; 
c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang 
sedang dikaji; 
d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; 
e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan 
f. organisasi lingkungan hidup. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri 
atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu. 
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(3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
Pasal 31 
Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan 
kewenangannya. 
Pasal 32 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau 
kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. 
(2) Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, 
dan/atau penyusunan amdal. 
(3) Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah diatur dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 33 
Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan 
Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Paragraf 6 
UKL-UPL 
Pasal 34 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL. 
(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib 
dilengkapi dengan UKL-UPL. 
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Pasal 35 
(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup. 
(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan kriteria: 
a. tidak termasuk dalam ketegori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (1); dan 
b. kegiatan usaha mikro dan kecil. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan hidup diatur dengan peraturan Menteri. 
Paragraf 7 
Perizinan 
Pasal 36 
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKLUPL wajib memiliki 
izin lingkungan. 
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan 
kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-
UPL. 
(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang 
dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 
(4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya. 
139 
 
Pasal 37 
(1)  Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak 
permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau 
UKL-UPL. 
(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: 
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, 
penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau 
informasi; 
b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi 
tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau 
c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 
Pasal 38 
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat 
dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. 
Pasal 39 
(1)  Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib 
mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan. 
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah 
diketahui oleh masyarakat. 
Pasal 40 
(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. 
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(3)  Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. 
Pasal 41 
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan 
Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Paragraf 8 
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 
Pasal 42 
(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah 
wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. 
(2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; 
b. pendanaan lingkungan hidup; dan 
c. insentif dan/atau disinsentif. 
Pasal 43 
(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi: 
a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
b. penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup 
penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; 
c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan 
d. internalisasi biaya lingkungan hidup. 
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(2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf 
b meliputi: 
a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; 
b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; 
dan 
c. dana amanah/bantuan untuk konservasi. 
(3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara 
lain diterapkan dalam bentuk: 
a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; 
b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; 
c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; 
d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; 
e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; 
f. pengembangan asuransi lingkungan hidup; 
g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan 
h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
Paragraf 9 
Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup 
Pasal 44 
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Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib 
memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 
Paragraf 10 
Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup 
Pasal 45 
(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk 
membiayai: 
a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 
b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. 
(2) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang 
memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 
Pasal 46 
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dalam rangka pemulihan kondisi 
lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat 
undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan 
anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. 
Paragraf 11 
Analisis Risiko Lingkungan Hidup 
Pasal 47 
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(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap 
lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan 
keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. 
(2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pengkajian risiko; 
b. pengelolaan risiko; dan/atau 
c. komunikasi risiko. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
Paragraf 12 
Audit Lingkungan Hidup 
Pasal 48 
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit 
lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. 
Pasal 49 
(1) Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: 
a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau 
b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup. 
(3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan 
secara berkala. 
Pasal 50 
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(1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Menteri dapat melaksanakan atau menugasi 
pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 
(2) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup. 
Pasal 51 
(1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan 
oleh auditor lingkungan hidup. 
(2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat 
kompetensi auditor lingkungan hidup. 
(3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan: 
a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup; 
b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, 
pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan 
c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan 
hidup. 
(4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 52 
Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Menteri. 
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Bagian Ketiga 
Penanggulangan 
Pasal 53 
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib 
melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan: 
a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada 
masyarakat; 
b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 
c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau 
d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Bagian Keempat 
Pemulihan 
Pasal 54 
(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib 
melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. 
(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
tahapan: 
a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; 
b. remediasi; 
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c. rehabilitasi; 
d. restorasi; dan/atau 
e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Pasal 55 
(1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib 
menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. 
(2)  Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan 
pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan 
dana penjaminan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Pasal 56 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
BAB VI 
PEMELIHARAAN 
Pasal 57 
(1)Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: 
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a. konservasi sumber daya alam; 
b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau 
c. pelestarian fungsi atmosfer. 
(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 
kegiatan: 
a. perlindungan sumber daya alam; 
b. pengawetan sumber daya alam; dan 
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. 
(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. 
(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; 
b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan 
c. upaya perlindungan terhadap hujan asam. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta 
pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
BAB VII 
PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 
Bagian Kesatu 
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 
Pasal 58 
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(1) Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, 
mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 
Bagian Kedua 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
Pasal 59 
(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang 
dihasilkannya. 
(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, 
pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3. 
(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, 
pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. 
(4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota 
sesuai dengan kewenangannya. 
(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup 
yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin. 
(6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Bagian Ketiga 
Dumping 
Pasal 60 
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Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup 
tanpa izin. 
Pasal 61 
(1) Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah 
ditentukan. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 
BAB VIII 
SISTEM INFORMASI 
Pasal 62 
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup 
untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
(2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib 
dipublikasikan kepada masyarakat. 
(3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status 
lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup diatur dengan peraturan 
Menteri. 
BAB IX 
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH 
150 
 
Pasal 63 
(1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang: 
a. menetapkan kebijakan nasional; 
b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional; 
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS; 
e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL; 
f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca; 
g. mengembangkan standar kerja sama; 
h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup; 
i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan 
nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk 
rekayasa genetik; 
j. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan 
iklim dan perlindungan lapisan ozon; 
k. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3; 
l. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai perlindungan lingkungan laut; 
m. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup lintas batas negara; 
n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, 
peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah; 
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o. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; 
p. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan 
antardaerah serta penyelesaian sengketa; 
r. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat;  
s. menetapkan standar pelayanan minimal; 
t. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, 
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup; 
u. mengelola informasi lingkungan hidup nasional; 
v. mengoordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi 
ramah lingkungan hidup; 
w. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 
x. mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup; 
y. menerbitkan izin lingkungan; 
z. menetapkan wilayah ekoregion; dan 
aa. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. 
(2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan 
berwenang: 
a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi; 
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi; 
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d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL; 
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat 
provinsi; 
f.  mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup lintas kabupaten/kota; 
h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan 
daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; 
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan 
antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa; 
l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang 
program dan kegiatan; 
m. melaksanakan standar pelayanan minimal; 
n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, 
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi; 
o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi; 
p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi 
ramah lingkungan hidup; 
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q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 
r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan 
s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi. 
(3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota 
bertugas dan berwenang: 
a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; 
b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; 
c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota; 
d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKLUPL; 
e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat 
kabupaten/kota; 
f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; 
g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 
h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; 
i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan; 
j. melaksanakan standar pelayanan minimal; 
k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum 
adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; 
l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; 
m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat 
kabupaten/kota; 
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n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan; 
o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan 
p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. 
Pasal 64 
Tugas dan wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan 
dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri. 
BAB X 
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 
Bagian Kesatu 
Hak 
Pasal 65 
(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi 
manusia. 
(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses 
partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. 
(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau 
kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 
(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup. 
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diatur dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 66 
Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat 
dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. 
Bagian Kedua 
Kewajiban 
Pasal 67 
Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
Pasal 68 
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: 
a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; 
b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan 
c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup. 
Bagian Ketiga 
Larangan 
Pasal 69 
(1) Setiap orang dilarang: 
a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 
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b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke 
media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
e. membuang limbah ke media lingkungan hidup; 
f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 
g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 
h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 
i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau 
j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau 
memberikan keterangan yang tidak benar. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-
sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. 
BAB XI 
PERAN MASYARAKAT 
Pasal 70 
(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif 
dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
(2) Peran masyarakat dapat berupa: 
a. pengawasan sosial; 
b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau 
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c. penyampaian informasi dan/atau laporan. 
(3) Peran masyarakat dilakukan untuk: 
a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; 
c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; 
d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan 
sosial; dan 
e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. 
BAB XII 
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF 
Bagian Kesatu 
Pengawasan 
Pasal 71 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan 
pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan 
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. 
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam 
melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan 
pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. 
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Pasal 72 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan 
pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. 
Pasal 73 
Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah 
menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup. 
Pasal 74 
(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) 
berwenang: 
a. melakukan pemantauan; 
b. meminta keterangan; 
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; 
d. memasuki tempat tertentu; 
e. memotret; 
f. membuat rekaman audio visual; 
g. mengambil sampel; 
h. memeriksa peralatan; 
i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau 
j. menghentikan pelanggaran tertentu. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan 
koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. 
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(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat 
pengawas lingkungan hidup. 
Pasal 75 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan 
tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan 
Pasal 74 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
Bagian Kedua 
Sanksi Administratif 
Pasal 76 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran 
terhadap izin lingkungan. 
(2) Sanksi administratif terdiri atas: 
a. teguran tertulis; 
b. paksaan pemerintah; 
c. pembekuan izin lingkungan; atau 
d. pencabutan izin lingkungan. 
Pasal 77 
Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau 
kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan 
sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. 
Pasal 78 
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung 
jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. 
Pasal 79 
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. 
Pasal 80 
(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: 
a. penghentian sementara kegiatan produksi; 
b. pemindahan sarana produksi; 
c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; 
d. pembongkaran; 
e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; 
f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau 
g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan 
fungsi lingkungan hidup. 
(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran 
yang dilakukan menimbulkan: 
a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; 
b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau 
perusakannya; dan/atau 
c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran 
dan/atau perusakannya. 
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Pasal 81 
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah 
dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. 
Pasal 82 
(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran 
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. 
(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk 
melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan 
hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 
Pasal 83 
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
BAB XIII 
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN 
Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 84 
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar 
pengadilan. 
(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak 
yang bersengketa. 
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(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang 
bersengketa. 
Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan 
Pasal 85 
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai 
kesepakatan mengenai: 
a. bentuk dan besarnya ganti rugi; 
b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; 
c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; 
dan/atau 
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan 
hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa 
mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. 
Pasal 86 
(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan 
hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. 
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan 
hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Bagian Ketiga 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan 
Paragraf 1 
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan 
Pasal 87 
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar 
hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan 
kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau 
melakukan tindakan tertentu. 
(2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, 
dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan 
tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. 
(3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan 
atas pelaksanaan putusan pengadilan. 
(4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan. 
Paragraf 2 
Tanggung Jawab Mutlak 
Pasal 88 
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan 
dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan 
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hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur 
kesalahan. 
Paragraf 3 
Tenggat Kedaluwarsa untuk Pengajuan Gugatan 
Pasal 89 
(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung 
sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
(2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang 
menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. 
Paragraf 4 
Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Pasal 90 
(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan 
hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha 
dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri. 
Paragraf 5 
Hak Gugat Masyarakat 
Pasal 91 
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(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya 
sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
(2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta 
jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. 
(3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Paragraf 6 
Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup 
Pasal 92 
(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian 
fungsi lingkungan hidup. 
(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa 
adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. 
(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: 
a. berbentuk badan hukum; 
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk 
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 
c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 
(dua) tahun. 
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Paragraf 7 
Gugatan Administratif 
Pasal 93 
(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: 
a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; 
b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang 
wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau 
c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang 
tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. 
(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum 
Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 
BAB XIV 
PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN 
Bagian Kesatu 
Penyidikan 
Pasal 94 
(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana lingkungan hidup. 
(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang: 
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a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di 
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak 
pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, 
catatan, dan dokumen lain; 
f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan 
bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup; 
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
h. menghentikan penyidikan; 
i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; 
j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang 
diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau 
k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. 
(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, 
penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara 
Republik Indonesia. 
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(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat 
pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik 
Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna 
kelancaran penyidikan. 
(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada 
penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik 
Indonesia. 
(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan 
kepada penuntut umum. 
Pasal 95 
(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat 
dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan 
kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Bagian Kedua 
Pembuktian 
Pasal 96 
Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas: 
a. keterangan saksi; 
b. keterangan ahli; 
c. surat; 
d. petunjuk; 
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e. keterangan terdakwa; dan/atau 
f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
BAB XV 
KETENTUAN PIDANA 
Pasal 97 
Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. 
Pasal 98 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya 
baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau 
bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 
(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau 
mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
Pasal 99 
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara 
ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, 
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dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau 
bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan 
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). 
(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat 
atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 
(sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). 
Pasal 100 
(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu 
gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi 
administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu 
kali. 
Pasal 101 
Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media 
lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit 
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Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). 
Pasal 102 
Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
Pasal 103 
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan 
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
Pasal 104 
Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa 
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
Pasal 105 
Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah). 
 
172 
 
Pasal 106 
Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 
belas miliar rupiah). 
Pasal 107 
Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke 
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 
(1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
Pasal 108 
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) 
huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Pasal 109 
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
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Pasal 110 
Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
Pasal 111 
(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan 
amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
(2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan 
tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
Pasal 112 
Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
Pasal 113 
Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, 
merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam 
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kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 
Pasal 114 
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Pasal 115 
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan 
pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri 
sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
Pasal 116 
(1)  Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, 
tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: 
a.  badan usaha; dan/atau 
b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang 
bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 
(2)  Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang 
bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi 
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perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana 
tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. 
Pasal 117 
Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan 
berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. 
Pasal 118 
Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana 
dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam 
dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. 
Pasal 119 
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat 
dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: 
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 
c. perbaikan akibat tindak pidana; 
d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau 
e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. 
Pasal 120 
(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. 
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(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, 
Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di 
bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap. 
BAB XVI 
KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 121 
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap 
usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum 
memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup. 
(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap 
usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum 
memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup. 
Pasal 122 
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap 
penyusun amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. 
(2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun, setiap 
auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. 
Pasal 123 
Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin 
lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. 
 
177 
 
BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 124 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang 
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan 
Undang-Undang ini. 
Pasal 125 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
Pasal 126 
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 
(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. 
Pasal 127 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 
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PENJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 32 TAHUN 2009 
TENTANG 
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 
I. UMUM 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi 
setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku 
kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia 
dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup 
lain. 
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua 
samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang 
tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia 
dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman 
hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola 
dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan 
terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. 
Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. 
Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, 
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tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, 
tenggelamnya pulaupulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersediaan sumber 
daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan 
membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga 
mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat 
mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun 
yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus 
dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas 
keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat 
memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip 
kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan 
terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan 
nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara 
taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. 
3.  Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi 
Iingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program 
pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan 
mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini mewajibkan 
Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis 
(KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar 
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau 
program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana 
181 
 
dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan 
bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau 
program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan 
segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung 
lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi. 
4. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya 
hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah 
bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang 
aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup 
manusia serta makhluk hidup lain. Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi 
masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah 
bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat 
mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk 
hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya 
perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia. 
Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari 
pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis 
mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan 
lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam 
pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan 
diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi 
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hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama 
dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha. 
5. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan 
dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif 
berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu 
dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 
jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi 
perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Undang-
Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, 
hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian 
sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak 
gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut 
diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh 
pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan. 
6. Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman 
minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku 
mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. 
Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang 
mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan 
183 
 
penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium 
ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran 
baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. 
7. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat 
dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses 
perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian 
aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. 
8. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur: 
a. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; 
b. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; 
c. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; 
d. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang 
meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan 
hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan 
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi 
lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran 
berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
e. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; 
f. pendayagunaan pendekatan ekosistem; 
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g. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global; 
h. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses 
keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; 
i. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; 
j. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih 
efektif dan responsif; dan 
k. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri 
sipil lingkungan hidup. 
9. Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk 
melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang 
ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah 
dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing 
yang tidak diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan 
Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan 
koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio 
menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup 
wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk 
menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan 
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pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah 
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah. 
II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 
Cukup jelas. 
Pasal 2 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah: 
a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi 
masa depan. 
b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul 
kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu 
generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas 
lingkungan hidup. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan 
lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, 
budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. 
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Huruf d 
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai 
komponen terkait. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan 
pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan 
hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan 
lingkungannya. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak 
suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari 
ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas 
daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi 
geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 
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Huruf i 
Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan 
keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber 
daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di 
sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 
Huruf j 
Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab 
yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 
Huruf k 
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong 
untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Huruf l 
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
masyarakat. 
Huruf m 
Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, 
efisiensi, dan keadilan. 
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Huruf n 
Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pasal 3 
Cukup jelas. 
Pasal 4 
Cukup jelas. 
Pasal 5 
Cukup jelas. 
Pasal 6 
Cukup jelas. 
Pasal 7 
Cukup jelas. 
Pasal 8 
Cukup jelas. 
Pasal 9 
Cukup jelas. 
Pasal 10 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
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Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal 11 
Cukup jelas. 
Pasal 12 
Cukup jelas. 
Pasal 13 
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Ayat (1) 
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan 
ini, antara lain pengendalian: 
a. pencemaran air, udara, dan laut; dan 
b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
Pasal 15 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi 
dan/atau aspek fungsional. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi: 
a. perubahan iklim; 
b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; 
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c. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau 
kebakaran hutan dan lahan; 
d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; 
e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan; 
f. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan 
sekelompok masyarakat; dan/atau 
g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 16 
Cukup jelas. 
Pasal 17 
Cukup jelas. 
Pasal 18 
Ayat (1) 
Pelibatan masyarakat dilakukan melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 19 
Cukup jelas. 
Pasal 20 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 
energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya di dalam air. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang 
ditenggang untuk dimasukkan ke media air . 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 
energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya di dalam air laut. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, 
dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya dalam udara ambien. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang 
ditenggang untuk dimasukkan ke media udara. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang 
ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan. 
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Huruf g 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal 21 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “produksi biomassa” adalah bentukbentuk pemanfaatan sumber daya 
tanah untuk menghasilkan biomassa. Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah 
untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat 
ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa. Kriteria baku kerusakan tanah untuk 
produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas 
perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang. 
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Huruf c 
Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan 
dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan 
dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan 
yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal 22 
Cukup jelas. 
Pasal 23 
Ayat (1) 
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Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Jasad renik dalam huruf ini termasuk produk rekayasa genetik. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 24 
Cukup jelas. 
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Pasal 25 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menghindari, 
meminimalkan, memitigasi, dan/atau mengompensasikan dampak suatu usaha dan/atau kegiatan. 
Pasal 26 
Ayat (1) 
Pelibatan masyarakat dilaksanakan dalam proses pengumuman dan konsultasi publik dalam 
rangka menjaring saran dan tanggapan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 27 
Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan. 
Pasal 28 
Cukup jelas. 
Pasal 29 
Cukup jelas. 
Pasal 30 
Cukup jelas. 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
Pasal 32 
Cukup jelas. 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
Pasal 34 
Cukup jelas. 
Pasal 35 
Cukup jelas. 
Pasal 36 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 37 
Cukup jelas. 
Pasal 38 
Cukup jelas. 
Pasal 39 
Ayat (1) 
Pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman 
tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan 
kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan 
keputusan izin. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 40 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan izin usaha dan/atau kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang disebut 
dengan nama lain seperti izin operasi dan izin konstruksi. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, karena kepemilikan beralih, perubahan 
teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau 
kegiatan yang berpindah tempat. 
Pasal 41 
Cukup jelas. 
Pasal 42 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “instrumen ekonomi dalam perencanaan pembangunan” adalah upaya 
internalisasi aspek lingkungan hidup ke dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan 
dan kegiatan ekonomi. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pendanaan lingkungan” adalah suatu sistem dan mekanisme 
penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya 
pungutan, hibah, dan lainnya. 
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Huruf c 
Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau 
nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan 
kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi 
lingkungan hidup. Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter 
dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar 
mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas 
fungsi lingkungan hidup. 
Pasal 43 
Ayat (1) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “neraca sumber daya alam” adalah gambaran mengenai cadangan 
sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “produk domestik bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang 
diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan “produk domestik 
regional bruto” adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah pada 
periode tertentu. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah” 
adalah cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah 
daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. 
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Huruf d 
Yang dimaksud dengan “internalisasi biaya lingkungan hidup” adalah memasukkan biaya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perhitungan biaya produksi atau biaya 
suatu usaha dan/atau kegiatan. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “dana jaminan pemulihan lingkungan hidup” adalah dana yang disiapkan 
oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak 
karena kegiatannya. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “dana penanggulangan” adalah dana yang digunakan untuk 
menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu 
usaha dan/atau kegiatan. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “dana amanah/bantuan” adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan 
donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup. 
Ayat (3) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup” adalah 
pengadaaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pajak lingkungan hidup” adalah pungutan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pajak 
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pengambilan air bawah tanah, pajak bahan bakar minyak, dan pajak sarang burung walet. Yang 
dimaksud dengan “retribusi lingkungan hidup” adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan pemerintah daerah 
seperti retribusi pengolahan air limbah. Yang dimaksud dengan “subsidi lingkungan hidup” 
adalah kemudahan atau pengurangan beban yang diberikan kepada setiap orang yang 
kegiatannya berdampak memperbaiki fungsi lingkungan hidup. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup” adalah sistem 
lembaga keuangan yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup dalam kebijakan pembiayaan dan praktik sistem lembaga keuangan bank dan lembaga 
keuangan nonbank. Yang dimaksud dengan “pasar modal ramah lingkungan hidup” adalah pasar 
modal yang menerapkan persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi 
perusahaan yang masuk pasar modal atau perusahaan terbuka, seperti penerapan persyaratan 
audit lingkungan hidup bagi perusahaan yang akan menjual saham di pasar modal. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan “perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi” adalah jual beli 
kuota limbah dan/atau emisi yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup 
antarpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “pembayaran jasa lingkungan hidup” adalah pembayaran/imbal yang 
diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. 
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Huruf f 
Yang dimaksud dengan “asuransi lingkungan hidup” adalah asuransi yang memberikan 
perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan “sistem label ramah lingkungan hidup” adalah pemberian tanda atau 
label kepada produkproduk yang ramah lingkungan hidup. 
Huruf h 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas 
Pasal 44 
Cukup jelas. 
Pasal 45 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Kriteria kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi, antara lain, kinerja 
mempertahankan kawasan koservasi dan penurunan tingkat pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup. 
Pasal 46 
Cukup jelas. 
Pasal 47 
Ayat (1) 
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Yang dimaksud dengan “analisis risiko lingkungan” adalah prosedur yang antara lain digunakan 
untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) 
limbah B3. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Dalam ketentuan ini “pengkajian risiko” meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, 
penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran kemungkinan munculnya dampak 
yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan 
hidup. 
Huruf b 
Dalam ketentuan ini “pengelolaan risiko” meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang 
memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk 
pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi 
dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
Pasal 49 
Ayat (1) 
Huruf a 
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Yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha 
dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak 
yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang 
minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir. Dokumen audit lingkungan hidup 
memuat: 
a. informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit; 
b. temuan audit; 
c. kesimpulan audit; dan 
d. data dan informasi pendukung. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 50 
Cukup jelas. 
Pasal 51 
Cukup jelas. 
Pasal 52 
Cukup jelas. 
Pasal 53 
Cukup jelas. 
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Pasal 54 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup 
untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. 
Huruf c 
Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, 
fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan 
perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 
Huruf d 
Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup 
atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 
Huruf e 
Cukup jelas 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 55 
Cukup jelas. 
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Pasal 56 
Cukup jelas. 
Pasal 57 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk 
menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan 
lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. 
Huruf a 
Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, 
ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem karst. 
Huruf b 
Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka 
panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber 
daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan 
dapat membangun: 
a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; 
b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau 
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
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Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”pengawetan sumber daya alam” adalah upaya untuk menjaga keutuhan 
dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan ”mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan 
dampak perubahan iklim. Yang dimaksud dengan ”adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang 
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, 
termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat 
perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, 
dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Pasal 58 
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Ayat (1) 
Kewajiban untuk melakukan pengelolaan B3 merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya 
kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup yang berupa terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang cukup besar untuk 
menimbulkan dampak negatif. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 59 
Ayat (1) 
Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, 
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk 
penimbunan limbah B3. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 
dan telah mendapatkan izin. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
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Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Pasal 60 
Cukup jelas. 
Pasal 61 
Cukup jelas. 
Pasal 62 
Ayat (1) 
Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran 
penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 63 
Cukup jelas. 
Pasal 64 
Cukup jelas. 
Pasal 65 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan 
dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas 
informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam 
pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk 
mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan 
hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain 
yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan 
tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai 
dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik 
pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata 
ruang. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Pasal 66 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara 
hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan 
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untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata 
dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. 
Pasal 67 
Cukup jelas. 
Pasal 68 
Cukup jelas. 
Pasal 69 
Ayat (1) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
B3 yang dilarang dalam ketentuan ini, antara lain, DDT, PCBs, dan dieldrin. 
Huruf c 
Larangan dalam ketentuan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. 
Huruf d 
Yang dilarang dalam huruf ini termasuk impor. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
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Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Cukup jelas. 
Huruf j 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan 
luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal 
dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. 
Pasal 70 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Pemberian saran dan pendapat dalam ketentuan ini termasuk dalam penyusunan KLHS dan 
amdal. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
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Pasal 71 
Cukup jelas. 
Pasal 72 
Cukup jelas. 
Pasal 73 
Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang serius” adalah tindakan melanggar hukum yang 
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan 
menimbulkan keresahan masyarakat. 
Pasal 74 
Cukup jelas. 
Pasal 75 
Cukup jelas. 
Pasal 76 
Cukup jelas. 
Pasal 77 
Cukup jelas. 
Pasal 78 
Cukup jelas. 
Pasal 79 
Cukup jelas. 
Pasal 80 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi 
sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak 
dapat ditunda. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Pasal 81 
Cukup jelas. 
Pasal 82 
Cukup jelas. 
Pasal 83 
Cukup Jelas. 
Pasal 84 
Ayat (1) 
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang 
bersengketa. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda 
mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum. 
Pasal 85 
Cukup jelas. 
Pasal 86 
Cukup jelas. 
Pasal 87 
Ayat (1) 
Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup 
yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar 
dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan 
hukum tertentu, misalnya perintah untuk: 
a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku 
mutu lingkungan hidup yang ditentukan; 
b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau 
c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan hidup. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Ayat (3) 
Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah 
pengadilan untuk melaksanakan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan 
hidup. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Pasal 88 
Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan 
tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan 
ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada 
umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak 
lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud 
dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-
undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau 
telah tersedia dana lingkungan hidup. 
Pasal 89 
Cukup jelas. 
Pasal 90 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. 
Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau 
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kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau 
terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal 91 
Cukup jelas. 
Pasal 92 
Cukup jelas. 
Pasal 93 
Cukup jelas. 
Pasal 94 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan koordinasi adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan 
personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan. 
Ayat (4) 
Pemberitahuan dalam Pasal ini bukan merupakan pemberitahuan dimulainya penyidikan, 
melainkan untuk mempertegas wujud koordinasi antara pejabat penyidik pegawai negeri sipil 
dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 
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Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Pasal 95 
Cukup jelas. 
Pasal 96 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, 
atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat 
bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat 
dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda 
fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara 
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atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi 
yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca. 
Pasal 97 
Cukup jelas. 
Pasal 98 
Cukup jelas. 
Pasal 99 
Cukup jelas. 
Pasal 100 
Cukup jelas. 
Pasal 101 
Yang dimaksud dengan “melepaskan produk rekayasa genetik” adalah pernyataan diakuinya 
suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan 
setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud 
dengan “mengedarkan produk rekayasa genetik” adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik 
untuk diperdagangkan maupun tidak. 
Pasal 102 
Cukup jelas. 
Pasal 103 
Cukup jelas. 
Pasal 104 
Cukup jelas. 
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Pasal 105 
Cukup jelas. 
Pasal 106 
Cukup jelas. 
Pasal 107 
Cukup jelas. 
Pasal 108 
Cukup jelas. 
Pasal 109 
Cukup jelas. 
Pasal 110 
Cukup jelas. 
Pasal 111 
Cukup jelas. 
Pasal 112 
Cukup jelas. 
Pasal 113 
Informasi palsu yang dimaksud dalam Pasal ini dapat berbentuk dokumen atau keterangan lisan 
yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar. 
Pasal 114 
Cukup jelas. 
Pasal 115 
Cukup jelas. 
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Pasal 116 
Cukup jelas. 
Pasal 117 
Cukup jelas. 
Pasal 118 
Yang dimaksud dengan pelaku fungsional dalam Pasal ini adalah badan usaha dan badan hukum. 
Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak 
pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana 
dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku 
fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Yang dimaksud dengan menerima tindakan 
dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan 
terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya 
tindak pidana tersebut. 
Pasal 119 
Cukup jelas. 
Pasal 120 
Cukup jelas. 
Pasal 121 
Cukup jelas. 
Pasal 122 
Cukup jelas. 
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Pasal 123 
Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke 
laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air. 
Pasal 124 
Cukup jelas. 
Pasal 125 
Cukup jelas. 
Pasal 126 
Cukup jelas. 
Pasal 127 
Cukup jelas. 
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